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VISI MISI

. Memperkuat Kelembagaan

. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Ombudsman Rl
. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

. Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

. Memperkuat pemberantasan dan pencegahan

maladministrasi dan korupsi

Ombudsman Republik Indonesia
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Sesuai tugas dan fungsinya, Ombudsman Rl
melakukan  pengawasan terhadap penyelenggara
pelayanan  publik yang  diselenggarakan  oleh
Penyelenggara Negara dan Pemerintah. Kebijakan
peningkatan kualitas pengawasan pelayanan publik
dirancang sebagai bagian pelaksanaan Rencana Strategis
Ombudsman Rl tahun 2016-2021 dan Implementasi
Grand Design Ombudsman RI Tahun 2011-2026.

Sejalan dengan perkembangan saat ini, kegiatan
prioritas Ombudsman Rl diarahkan untuk mendukung
pencapaian dan agenda prioritas (Nawacita) khususnya
CitaKe-2 yaitu “Membuat Pemerintah tidak absen dengan
membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan
prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik
pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan
konsolidasi demokrasi melalui reformasi  sistem
kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan”.

Dalam laporan tahunan ini, secara rinci diuraikan
capaian kinerja dan pelaksanaan kegiatan Ombudsman
Rl yang dilaksanakan tahun 2018. Berdasarkan hasil
capaian tahun 2018 laporan/pengaduan masyarakat
yang diselesaikan (periode Oktober 2017 s.d September
2018) sebanyak 6.893 (82,90%) dari 8.314 laporan

Salam Anti Maladministrasi!

Ombudsman Republik Indonesia

yang diterima. Sedangkan jika dihitung penyelesaian
laporan/pengaduan periode Januari s.d Desember
2018 sebanyak 10217 (121,88%) dari 8.383 laporan
yang diterima. Capaian tersebut juga menyelesaikan
tunggakan laporan/pengaduan periode sebelumnya.

Hasil survei kepatuhan terhadap pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah yang dilaksanakan tahun 2018, menunjukkan
hasil yang signifikan. Kepatuhan Kementerian pada zona
hijau sampai dengan tahun 2018 telah mencapai 88%,
Lembaga 80%, Provinsi 82%, Kabupaten dan Kota 46%.

Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa
sebagian besar target sasaran kinerja yang ditetapkan
berhasil dicapai yang dalam pelaksanaannya tidak
terlepas dari kendala dan hambatan. Namun Ombudsman
Rl terus berusaha untuk melakukan terobosan-terobosan
sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengawasan
pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi.

Untuk mendukung pencapaian kinerja ini, pada tahun
2018 Ombudsman Rl mendapatkan angka anggaran
sebesar Rp. 151.839.556.000 dengan realisasi 98,19%.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LLM., Ph.D.
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P I M PI N A N PROF. AMZULIAN RIFAI, S.H., LLM., Ph.D

Kelahiran Desa Muarakati, Musi Rawas, Sumatera Selatan
02 Desember 1964. Sarjana Hukum dari Universitas Sriwijaya
(1988), LLM dari Melbourne University Law School, Australia
(1995) dan Ph.D di Monash University, Australia (2002). Guru
Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Sriwijaya. Pernah
menjabat Ketua Program Studi llmu Hukum Pascasarjana
Unsri (2007-2011), Sekretaris Senat Unsri (2007-2011 dan
2011-2015). Menjabat Ketua Program Doktor lImu Hukum
(2008-2011), Dekan Fakultas Hukum UNSRI (2009-2013 dan
2013-2016). Komisaris BUMN PT Pupuk Sriwijaya (2011-
2016). Terpilih sebagai Ketua Umum lkatan Sarjana Hukum
Indonesia-ISHI (2018-2023).

Lahir di Cirebon, 16 Desember 1972 sebelumnya pernah
menjabat sebagai Direktur Pelayanan Publik Bulog pada tahun
2015. Mengambil konsentrasi lImu Sosial Pertanian di Institut
Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1995, dan menamatkan
magister S2 limu Perencanaan Kebijakan Publik pada tahun
2005 di Universitas Indonesia. Beberapa pengalaman peker-
jaan yang pernah dijalani diantaranya, menjadi Kepala Sub
Divisi Regional Karawang pada Perum Bulog (2010), Kepala
Divisi Analisa harga dan pasar pada Perum Bulog periode
2010-2013, Anggota Tim Pengendali Inflasi/TPI periode
2011-2013. Pada tahun 2013-2015 menjabat Anggota Tim
Koordinasi Program Raskin tingkat pusat dan Kepala Divisi
Penyaluran pada Perum Bulog. Menerbitkan beberapa karya
tulis yang berkaitan dengan pelayanan publik.

WAKIL KETUA OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

AHMAD ALAMSYAH SARAGIH, S.E

Lahir di Pekanbaru 27 September 1966. Pendidikan

terakhir adalah Sarjana Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Studi
Pembangunan, Fakultas Ekonomi Univesitas Padjadjaran
Bandung. Selesai kuliah bekerja pada Asosiasi Permukiman
Kooperatif (ASPEK) yang bekerja sama dengan UNDP

untuk program Community Based Housing Development.
Pernah sebagai Local Governance Specialist pada

Initiative for Local Governance (ILGR), The World Bank

dari 2002 hingga 2008. Pernah Menjabat sebagai Ketua
Komisi Informasi Pusat pada tahun 2009 hingga 2011.

— . . ANGGOTA OMBUDSMAN
Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia REPUBLIK INDONESIA
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PROF. DRS. ADRIANUS ELIASTA MELIALA M.SI., M.SC, PH.D.

ANGGOTA OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

Pria yang lahir di Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung,
pada 28 september 1966 ini sebelumnya menjabat sebagai
Komisioner Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional). Pada
tahun 1990 meraih gelar sarjana S1 llmu Kriminologi dari
Fakultas llmu Sosial dan limu Politik (FISIP) dan Magister
Pascasarjana S2 limu Psikologi Sosial dari fakultas Psikologi
Universitas Indonesia 1994, Legal dan Criminological ke
Manchester Metropolitan Unversity Inggris. Tahun 2004
meraih gelar S3 Criminology University Od Queensland
Australia. Dikenal sebagai penulis dan peneliti yang
berhubungan dengan masalah-masalah kriminologi. Pernah
menjabat sebagai penasihat ahli bidang Kriminologi Kepala
Polri pada tahun 2000 hingga 2006. Selain itu juga pernah
menjadi Anggota Dewan Pakar Lembaga Cegah Kejahatan

Indonesia dan Anggota Dewan Penasihat Indonesian Police
Watch.

NINIK RAHAYU, S.H., M.S

ANGGOTA OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

Wanita yang pernah menjadi Anggota Komnas Perempuan ini
menempuh Pendidikan S1, Hukum Keperdataan di Jember
pada Tahun 1986, pada tahun 1990 melanjutkan Pascasarjana
S3, llmu Hukum. Selain menjadi Dosen selama 19 tahun

di Fakultas Hukum dari 1987 hingga 2006. Pengalaman
lainnya diantaranya, Ketua Pusat Studi Wanita Universitas
Muhammadiyah Jember (1992-2001), sebagai peneliti, trainer
dan fasilitator untuk isu-isu perempuan (1992-2006), Pelopor
dan Ketua Yayasan Layanan dan Perlindungan Perempuan
dan Anak Korban Kekerasan (2004-2006), Pendiri dan ketua
Forum Komunikasi Perempuan Politik dari Kota Jember (2004)
dan juga konsultan untuk penyusunan hukum dan kebijakan
untuk program Pemerintah Daerah Reformasi Initiative
Departemen Dalam Negeri (2006).

ALVIN LIE LING PIAO, M.SI

ANGGOTA OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

Pria yang lahir di Semarang, Jawa Tengah pada 21 April 1961
menempuh pendidikan Diploma in Marketing di The Chartered
Institute of Marketing, Inggris pada tahun 1990. Melanjutkan
Postgraduate Diploma in International Marketing di University
of Strathclyde tamat pada tahun 2001. Pada tahun 2007 meraih
gelar Magister Sains (Administrasi Publik) di Universitas
Diponegoro. Beberapa pengalaman yang pernah ditekuni,
Konsultan Hubungan Keparlemenan, Parliamentary Specialist
pada Program Representasi (USAID) Jakarta (2013) Pemimpin
Redaksi portal berita Jurnalparlemen.com (November 2009-
Juni 2013). Dari sisi politik, pernah menjadi Angggota DPR-RI
2004-2009 (Komisi VII) wakil Jawa Tengah | dari PAN, Anggota
DPR-RI 1999-2004 (Komisi V) wakil Kota Semarang dari PAN,
Wakil Ketua Fraksi PAN 2004-2009, Wakil Ketua Komisi VII
2004-2005, Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen
2002-2004, Wakil Ketua Fraksi Reformasi 2001-2004, Wakil
Ketua Pansus Bulloggate dan Bruneigate 2000-2001 dan Wakil
Sekretaris Fraksi Reformasi 1999-2001.

Laporan Tahunan 2018
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DADAN SUPARJO SUHARMAWIJAYA, S.IP., M.SI.

ANGGOTA OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

Peneliti/Konsultan Tata Pemerintahan & Layanan Publik ini
lahir di Ciamis, Jawa Barat pada tanggal 25 Maret

1974 .Menempuh pendidikan Sarjana S1 limu Politik di
Universitas Airlangga pada tahun 2000, lalu di tahun 2012
melanjutkan pendidikan Magister Pascasarjana S2,
Universitas Airlangga. Pengalaman selama ini menjabat
sebagai Wakil Direktur Eksekutif JPIP, Presidium Nasional
University Network for Fair and Free Election (UNFREL),
Sekjen Masyarakat Kota Surabaya, Sekretaris Asosiasi LSM
Jatim dan Sekretaris Lakpesdam NU Jatim dari tahun 2008
hingga 2013, Tim Pakar Evaluasi Daerah Kementerian Dalam
Negeri dan menjadi Anggota Working Group Jabatan
Fungsional Pengawas Pelayanan Publik KemenPAN-RB.

DR. LAODE IDA

ANGGOTA OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

Pria berdarah Sulawesi ini lahir di Tobea, Kabupaten Muna
pada tanggal 12 Maret 1961. Menempuh pendidikan di IKIP
Jakarta dan lulus pada tahun 1985. Mempunyai pengalaman
studi Leadership for Environment and Development
Programme (setara S2) di Jakarta, dan dilanjutkan di Costa
Rica dan Okinawa dari tahun 1995 hingga 1997. Melanjutkan
Pascasarjana S2 pada tahun 1995, dan S3 pada tahun 2002
di Universitas Indonesia. Selama 2 periode dari tahun 2004-
2009 dan 2009-2014 menjadi Anggota Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara dan
menjadi Wakil Ketua DPD RI selama 2 periode. Menurutnya
DPD merupakan wadah perjuangan aspirasi dan kepentingan
daerah dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat nasional
yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan pelayanan
publik.

AHMAD SU'ADI, M.HUM

ANGGOTA OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

Pria yang punya pengalaman sebagai Peneliti dan Fasilitator
ini sebelumnya Direktur Eksekutif " The Wahid Institute" yang
punya komitmen dan keprihatinan intelektual, mengenai
agama, perdamaian, dialog, dan juga kesejahteraan
masyarakat yang tujuannya, menunjukkan wajah Islam di
Indonesia yang plural dan kultural. Pendidikan Sarjana S1,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Yogyakarta dan tamat pada
tahun 1990, lalu mengambil Pascasarjana S2 di Universitas
Islam Negeri, Jakarta di tahun 2012. Sebagai LKiS (Lembaga
Kajian Islam dan Sosial). Tahun 2010-2013 menajdi Anggota
Tim Riset "Capital City and Urban Politics in Southeast
Asia," CSEAS Kyoto University, di Jepang. Selama Mei 2010
- September 2011. Melakukan riset tentang Minoritas Muslim
di Singapore, Bali and Nusa Tenggara Timur dibiayai Ford
Foundation, Jakarta. Pada September 2010 hingga February
2011, melakukan riset tentang Minoritas Muslim di Kamboja
and Vietnam sebagai Visiting Research Fellow at Center for
Southeast Asian Studies (CSEAS)-Kyoto University, Jepang.
Pada July 2009-March 2010, melakukan riset tentang Minoritas
Muslim di Filipina Selatan, Thailand Selatan dan Penang,
Malaysia, sebagai Asian Public Intellectual (API) dibiayai the
Nippon Foundation.

Ombudsman Republik Indonesia
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Berdasarkan Peraturan Ombudsman Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia

Sekretariat Jenderal
Ombudsman Republik Indonesia

#LaporOmbudsman

Inspektorat

Hubungi 137!

Bi Biro Bi Biro Biro
Peren:;r:naan Hukum, Kerja Sama Fasilitasilli::layanan Hubullngan SumbtlarDaya 0821 3737 3737

dan Keuangan dan Organisasi Teknis i| Masyarakat dan Manusia dan Umum
i i | Teknologi Informasi

Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1 Tahun 2018
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A. Dinamika Jumlah Laporan/Pengaduan Pertahun

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut
Ombudsman Rl pada tahun 2018 menerima laporan/

pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi  surat pengaduan sebanyak 1.084. Rincian data pengaduan

dalam pelayanan publik sebanyak 8.314 laporan melalui  nasional yang diterima Ombudsman RI pada tahun 2015 -
Ombudsman RI dan teregristasi di aplikasi SIMPel (periode 2018 sebagai berikut :

Oktober 2017-September 2018). Selain Laporan/Pengaduan
masyarakat Ombudsman Rl juga menindaklanjuti tembusan

Keterangan
8.314
. Jumlah laporan/pengaduan masyarakat
6.859
] Surat Tembusan
1.146 1.112 1.084
|| ] -

Grafik 1. Dinamika jumlah laporan/pengaduan Tahun 2015 - 2018

1 Pemeriksaan dan Verifikasi Laporan (PVL) 2.044
2 Pemeriksaan (Riksa) 6.270
Total Laporan yang diterima 8.314

3 Laporan ditutup 4849
4 | PVL 2.044
Total laporan telah diselesaikan 6.893

Tabel 1. Data laporan/pengaduan masyarakat tahun 2018

1 Laporan Tahunan 2018

Bab Il Dukungan Manajemen
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Jumlah laporan/pengaduan masyarakat
berdasarkan wilayah kerja
b

] 3y
Kep. Riau 4

+* Kalimantan L.

v C : Sulawesj Utara
(158) ' . Kalimantan Barat  Utara .
(182) (70) Gorontalo 4{33)

(132)

»
Kep. Bangkdg
Belitung . .....__{_
t (R4) Sulawesi

Tengah
Pusat ey WTE
usal  yalimantan Tengah

Bengkulu (1619) (100) Kalimantan Selatan Barat ’; l
(128) Sumatera Selatan — &% ' JkartaRaya - (134) oy W 40
(178) ; Sulawesi Sulawesi Tenggara
Lampung T Selatan_ (170)

(94) (338)

Jawa Timu‘rﬂ . #"n‘b;rf‘;wa-

Bali usaTenggarw
(603) (142) Nusa Tenggara Timur

Barat a7y #
(167)

Gambar 1. Jumlah laporan/pengaduan masyarakat berdasarkan wilayah kerja

Guna memperjelas laporan/pengaduan masyarakat, disampaikan klasifikasi laporan berdasarkan data Pemeriksaan (Riksa)
dengan jumlah 6.270 laporan sebagai berikut :

(189)

Jawa Barat(249)

(220) DI Yogyakarta
(146)

1. Jumlah Laporan Masyarakat berdasarkan Cara Penyampaian

Surat

<
1.427

Datang (22,76%) Investigasi Website
Langsung

~ Inisitaif @
- (@,0)

3.724 235 17
(59,39%)

(3,75%)

N:6.270

Grafis 1. Jumlah laporan masyarakat berdasarkan cara penyampaian

Ombudsman Republik Indonesia 12
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2. Klasifikasi Pelapor 4. Instansi Terlapor
Berdasarkan data klasifikasi Pelapor menunjukkan Perorangan/Korban langsung sebanyak 4.396 laporan Berdasarkan  klasifikasi  Terlapor, instansi  yang (39.70%), Kepolisian sebanyak 801 laporan (12,78%),
bahwa masyarakat yang paling banyak melaporkan (70,11%). Kondisi ini menunjukkan meningkatnya menempati urutan 3 (tiga) terbanyak yang dilaporkan dan Instansi Pemerintah/Kementerian sebanyak 700
keluhan tentang dugaan maladminitrasi relatif tetap kesadaran masyarakat untuk mendapatkan hak atas adalah Pemerintah Daerah sebanyak 2.489 laporan laporan (11,16%).
sebagaimana  laporan-laporan  sebelumnya  vyaitu pelayanan yang baik.
1397000000 ® Pemerintah Daerah (2.489)
_ 70,11%Perorangan/KorbanLangsung (4.396) 11278 © ©® @ : Kepolisian (801)
-7,64% Kuasa Hukum (479) 111,16% @9 @ ¢ Instansi Pemerintah/Kementerian (700)
1 89%%® @ ¢ Badan Pertanahan Nasional (562)
-7,15% | Keluarga Korban (448) 1 7,26%@ @ © BUMN/BUMD (455)
B 4:10% Inisiatif Investigasi (257) 1 419%@ @ Lembaga Pendidikan Negeri (263)
N 0,
. 3.48% Kelompok Masyarakat (218) ] 320 @ Perbankan (203)
’ 4 274%@ ¢ Lembaga Peradilan (172)
l 2,68% Badan Hukum (168) 1 254%@ Komisi Negara/LNNS (159)
1,299 j
l 1,90% Lembaga Swadaya Masyarakat (119) { 122%4 Kejaksaan (81)
_ 1 1,10%@ Perguruan Tinggi Negeri (69)
0,81% Media (51) 4 1,00%4¢ Lembaga Pemerintah Non Kementerian (63)
l 0,45% Lembaga bantuan hukum (28) : 0,96% Rumah Sakit Pemerintah (60)
o . i 0,33%| Tentara Nasional Indonesia (21)
I0=41% Organisasi Profesi (26) 1 0,24%( Dewan Perwakilan Rakyat (15)
lo,21% Instansi Pemerintah (13) 1 013%( Lembaga Pendidikan Swasta (8)
o 2,38% @ ) Lain-Lain (149)
‘ 1.07% Lain-Lain (67)
g 1 L rm 17T 17 17T 1T 1 LI | | I L 1
Grafis 2. Klasifikasi Pelapor Grafis 4. Instansi Terlapor
3. Dugaan Maladministrasi 5. Substansi Laporan
Berdasarkan klasifikasi dugaan maladmnistrasi yang 1.490 (23,76%), dan tidak memberikan pelayanan Berdasarkan substansi laporan tahun 2018 yang Kepegawaian (718). Data substansi laporan disajikan
menempati urutan 3 (tiga) terbanyak adalah penundaan 1.080 laporan (17,22%). Data dugaan maladministrasi menempati urutan 3 (tiga) terbanyak dari 6.270 laporan dalam grafik berikut:
berlarut 2.215laporan (35,33%), penyimpangan prosedur disajikan dalam grafik berikut: adalah Pertanahan (1.014), Kepolisian (792), dan
Agraria/Pertanahan Asuransi/Jaminan Sosial
Penundaan Berlarut (2.215) AR Lingkungan Hidup ¢
Penyimpangan Prosedur (1.490) Kepegawaian Telekomunikasi
; Pendidikan Imigrasi
Tidak K t 438 Administrasi Kependudukan Lembaga Pemasyarakatan |
laa ompe en( ) 23,76% Perbankan Agama
Perhubungan/Infrastruktur Pengadaan Barang dan Jasa
. Diskriminasi (84) Ketenagakerjaan * Lelang |
Permintaan Imbalan Uang, YRR 1,34%
Barang dan Jasa (288) 35.33% : ’ Kgsehgtan Kehutaqan
eradilan Pertanian
Informasi Publik Transportasi
Penyalahgunaan Perijinan (PTSP) Bea dan Cu
. Listrik Tentara Nasional Indonesia
Tidak Patut (250) Wewenang (358) Sumber Daya Alam dan Energi Pertahanan dan Keamanan
Komisi/Lembaga Negara Perkebunan
...... Pemukiman/Perumah Penanaman Modal
Konflik Kesejahteraan Sosial
Tidak Memberikan Kepentingan (19) Perdagangan dan Industri ;
Pelayanan (1.080) . Pajak Transmigrasi
Berpihak (48) Air Minum Kelautan |
Pedesaan Tenaga Kerja Indonesia
Keiak Informatika
Grafis 3. Dugaan Maladministrasi e ’
0 200 400 600 800 1000 1200
Grafis 5. Substansi Laporan
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3. Potensi Maladministrasi dalam Pengisian Pejabat

Sementara Kepala Daerah dari Unsur TNI/Polri

PR N
s

1*

Anggota Ombudsman Rl Laode laa memimpin Diskusi Tematik Potensi Maladministrasi
dalam Pegisian Pejabat Sementara Kepala Daerah dari Unsur TNI/Polri

Usulan Menteri Dalam Negeri terkait pengisian
Pejabat Sementara (Pjs.) Gubernur dari unsur TNI-
Polri menuai kontroversi. Ombudsman Rl selaku
lembaga negara pengawas penyelenggaran pelayanan
publik mengadakan diskusi tematik terkait potensi
maladministrasi dalam pengisian Pejabat Sementara
(Pjs.) Kepala Daerah dari Unsur TNI-Polri pada hari
Senin tanggal 12 Februari 2018. Hal ini dilakukan untuk
mencegah tindakan maladministrasi terhadap kebijakan
pemerintah yaitu pelanggaran ketentuan peraturan
perundang-undangan dan mengganggu tatanan nilai
demokrasi.

Diskusi di kantor Ombudsman RI dipimpin oleh
Anggota Ombudsman RI Dr. Laode Ida dengan peserta
dari jajaran Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri,
KemenPAN-RB, dan Lembaga Administrasi Negara serta
ahli hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian
Dalam  Negeri, Sumarsono menyatakan, terkait
penunjukan Pejabat Sementara, dari pihak Kepolisian
belum mengusulkan secara resmi kepada Kementerian
Dalam Negeri. "Terkait Permasalahan Pjs. Gubernur
dari Unsur TNI-Polri saat ini telah diambil alih oleh
Menkopolhukam untuk disampaikan kepada Presiden”
ungkapnya.

Sekretaris Kedeputian SDM Aparatur KemenPAN-
RB, Aba Subagja menjelaskan bahwa tidak semua
jabatan dapat diisi oleh TNI/ Polri, hanya jabatan tertentu
saja dan Gubernur bukan merupakan Jabatan Pimpinan

Tinggi Madya. "Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
yang dapat diisi adalah instansi pusat tertentu,” jelas
Aba Subagja.

Kepala Biro Pembinaan Karir SSDM Polri, Brigjen
Pol Eko Indra Heri menyampaikan bahwa pihaknya
menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri.
"Sampai saat ini belum ada perintah dari pimpinan untuk
mengusulkan penunjukan Polri sebagai Pjs", terang
Eko Indra Heri. Seperti ungkapan Irjen TNI, Mayjen TNI
Dodik Widjanarko, "terkait penunjukan TNI sebagai Pjs,
TNI menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri."

Penyelesaian permasalahan Pejabat Sementara
Kepala Daerah dari unsur TNI-Polri harus ditengahi
dengan penerbitan Peraturan Presiden dan perlu
pendalaman lebih lanjut, perluasan pengaturan dalam
Permendagri perlu diberikan batasan yang jelas agar
potensi penyimpangan prosedur oleh Menteri Dalam
Negeri terkait pengisian Pjs. Kepala Daerah dari unsur
TNI-Polri dapat dihindari* pungkas Laode sebelum
acara ditutup.

4. Temuan Maladministrasi oleh Polres Cirebon terkait

meninggalnya tahanan atas nama Alm. AR

Ombudsman RI telah memeriksa Laporan Masyarakat
a.n. BS terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan
oleh Anggota Polres Cirebon sehingga menyebabkan
kematian tahanan atas nama AR. Laporan Masyarakat
tersebut berawal dari ditangkap dan ditahannya Alm.
AR pada tanggal 2 Januari 2018. Alm. ditangkap dalam
keadaan sehat dan fisik yang baik, namun pada tanggal 3

Laporan Tahunan 2018

s
o W

O

Januari 2018 keluarga Alm. mendapat kabar bahwa Alm.
telah meninggal dunia. Penyebab meninggalnya Alm.
dikarenakan tindakan pengeroyokan oleh para tahanan
[ain yang berada di sel berbeda.

0o _

Ombudsman Rl menemukan maladministrasi berupa
penyimpangan prosedur yang dilakukan Penyidik Polres
Cirebon yaitu :

a. Penyampaian  Surat  Penangkapan  kepada
tersangka yang dilakukan satu hari setelah
penangkapan  seharusnya Surat Penangkapan
tersebut diserahkan langsung pada saat penangkapan
sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat
(1) KUHAP dan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Kapolri
Nomor 14 Tahun 2012.

b. Pada saat penangkapan kepada Sdr. AR tidak disertai
surat penangkapan.

c. Kelalaian oleh Penjaga Tahanan Polres Cirebon
yang membiarkan pengeroyokan terhadap Alm. AR
oleh para tahanan lain.

d. Terdapat pintu - pintu sel tahanan tidak dalam
keadaan terkunci.

e. Pembiaraan terhadap tahanan yang diperbolehkan
merokok dalam blok/hunian tahanan.

Polres Cirebon telah melakukan pemeriksaan
pelanggaran sidang disiplin, Ombudsman RI menemukan
tindakan maladministrasi  berupa perbuatan tidak
kompeten yang dilakukan oleh Kepala Seksi Propam
Polres Cirebon yaitu Sipropam hanya memeriksa
dan menyidangkan petugas piket pada kejadian
meninggalnya Alm. AR. Seharusnya Sipropam juga
memeriksa Kasat Tahti. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal
34 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 yang
menyebutkan bahwa tanggung jawab fisik atas Tahanan
berada pada Petugas Jaga Tahanan, Kepala Jaga Tahanan,
pejabat pengemban fungsi Tahti / Kepala Ruang Tahanan.
Standar Operasional Prosedur mengenai Penjagaan
Tahanan Polres Cirebon Tahun 2017 tidak merujuk pada
Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015, namun masih
merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2005.
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5. Darurat Keselamatan Proyek Pembangunan

Infrastruktur

Mencermati  serangkaian  kecelakaan  proyek
pembangunan infrastruktur, Anggota Ombudsman Rl
Alvin Lie, meminta kepada Pemerintah untuk segera
memberikan santunan kepada korban yang cedera serta
santunan bantuan bagi keluarga korban yang tewas,
sebagai wujud tanggung jawab.

Lebih lanjut, Alvin Lie menyampaikan pernyataan
sebagai berikut:

Kecelakaan beruntun pada sejumlah Proyek Infrastruktur
dalam 3 bulan ini, sudah mengindikasikan adanya potensi
maladministrasi dalam pembangunan infratruktur secara
masif dalam waktu yang bersamaan.

Dari perspektif publik sebagai penerima manfaat,
kecelakaan-kecelakaan tersebut telah  menurunkan
kepercayaan publik terhadap kualitas, keamanan,
dan keselamatan infrastruktur yang sedang dibangun
pemerintah

Presiden dan Menteri-Menteri terkait perlu segera
mengevaluasi kondisi ini yang sudah tergolong krisis
menuju darurat keselamatan. Perlu tindakan luar biasa
untuk menghentikan kecelakaan ini dan mengantisipasi
kecelakaan-kecelakaan berikutnya. Tidak bisa Busingss
As Usual.

Untuk mencegah terjadinya lagi kecelakaan proyek
infrastruktur, diperlukan perhatian Presiden selaku
pemimpin tertinggi. Pengawasan perlu ditingkatkan pada:

e Kedisipilinan  terhadap  Standar  Operasional
Prosedur (SOP) teknis;

e Kepatuhan terhadap panduan Keamanan, Kesehatan
& Keselamatan Kerja (K3);

o Teliti kembali kualitas, kompetensi, dan jumlah
tenaga kerja serta tenaga ahli yang dipekerjakan.
Pastikan memadai dan sesuai standar;

e Pastikan bahan yang dipakai sesuai spesifikasi
teknis baik secara kualitas maupun kuantitas;

e Periksa kembali kualitas dan jumlah alat berat serta
peralatan kerja yang digunakan;

e Tinjau kembali desain dan rencana kerja. Apakah
sudah mencakup aspek keamanan dan keselamatan
terhadap curah hujan, banjir, dan gempa;

¢ Tinjau kembali rencana tanggap darurat dan mitigasi
kecelakaan;

e Tinjau kembali struktur organisasi dan kompetensi
personil dalam Manajemen Proyek;

e Tinjau kembali jadwal kerja, jumlah jam kerja, dan

istirahat pekerja. Jangan hanya kejar tayang, namun
mengabaikan aspek teknis dan K3. Tidak semua
proses teknis dapat dipercepat. Manusia juga rawan
terhadap fatigue / kejenuhan;
Tinjau kembali kapasitas kontraktor pelaksana
proyek. Apakah kapasitas mereka benar-benar
mampu melaksanakan sedemikian banyak proyek
besar secara simultan? Apakah sudah sesuai dengan
amanat Peraturan Presiden 54 tahun 2010.
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6. Ombudsman RI Ingatkan Pemerintah Agar Serius 4. Melakukan pengusutan terhadap penjual maupun 7. Jangan Paksakan Bandara Kertajati Untuk menggunakan pesawat Airbus A320 atau Boeing 737 dari
Lindungi Subyek Data operator telekomunikasi yang tidak melakukan Pemberangkatan Haji Kertajati menuju Soekarno-Hatta. Konsekuensinya adalah
upaya perbaikan terhadap manipulasi registrasi dibutuhkan waktu lebih lama untuk singgah dan pindah
Tragedi penyalahgunaan data kependudukan untuk kartu prabayar hingga akhir Maret 2018. Mencermati rencana Pemerintah  menggunakan pesawat di Soekarno-Hatta serta membengkaknya biaya
meregistrasi jutaan nomor pglanggan prabayqr fiktif plerlu 5. Segera mengu'payakan pencabutan semua regulajs,i Bandalral Kertajati untuk pemberangkatan Jemaah Haji operasional Garuda.
Ty S0 bada pqutandaperidetan e Pembeton. pertiaran-can ul b s ppad ot P Tempeninbagan enbal onuara S Bndta Kt e sls penbarguan
pelaku. Ombudsman RI berpendapat kejadian tersebut yang berpotensi merugikan warga negara. tersebut karena terlalu dipaksakan dan menanggung n raSt.”é turk lasarnya, sedangkan S|s|t(_3m Ee”d“ ulng
disebabkan Pemerintah kurang bersungguh-sungguh 6. Membatasi penggunaan klausul baku dalam resiko cukup besar. Anggota Ombudsman, Alvin Lie, seperti koneksi internet, transportasi multi-moda dan alur
dalam melegislasi dan memberlakukan peraturan berbagai perjanjian terkait pemanfaatan data pribadi mengingatkan bahwa dengan panjang landasan pacu Eelayananl belum |tert;ubkt|bhanqil d(?”l '%”Tar' ts)ertl)lngga
perundang-undangan yang bersifat fundamental dalam yang cenderung menempatkan subyek data dalam hanya 2.750 meter, secara teknis Bandara Kertajati belum e:potenm mengaiami berbagal Kendaa dalam be erapell
perlindungan data pribadi. posisi lemah. memenuhi Syarat keselamatan penerbangan pesawat bulan pertama,T seb_ag?gmgna dya”g ti”ad' ﬁada awa
- . - 7. Melakukan pengawasan dan pembenahan tata niaga berbadan lebar seperti Airbus A330 dan Boeing 777 pengoperasian Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.
Pemerintah, secara sendiri maupun bekerjasama ; . o
dengan DPR dan pihak lain, perlu segera melakukan voucher atau kartu perdana telpon selular untuk dengan muatan penuh (penumpang, bagasi, bahan bakar Demi  menjamin  keselamatan,  kelancaran
perbaikan yang bersifat sistemik untuk melindungi warga menghindari penyalahgunaan data kependudukan dan |_Og"IStIk) untuk penerbangan jarak jauh menuju Arab dan  kenyamanan Jemaah Haji, ~Ombudsman
negara sebagai subyek data. Untuk ity Pemerintah perlu dan praktik bisnis tak sehat melalui potensi markup Saudi. "Apabila terjadi kondisi cuaca yang kurang ideal Republik Indonesia menyarankan agar Pemerintah
' Charil - data pelanggan maupun rekayasa laporan keuangan atau gangguan teknis saat tinggal landas atau mendarat, mempertimbanakan kembali pengoperasian Bandara
segera menerapkan langkah-langkah sebagai berikut: ; h L ! per g nball - pengop
o pada operator. . resikonya terlalu besar", ucap Alvin Lie. "Untuk mengatasi Kertajati untuk embarkasi Haji tahun 2018. Untuk tahun
1. Mempercepat proses legislasi Rancangan Undang- 8. Melalui Kementerian Kominfo segera melakukan sempitnya marjin keselamatan, maskapai pengangkut depan, jika panjang landasan pacu sudah tuntas menjadi
Undang Perlindungan Data Pribadi yang memastikan penertiban pemanfaatan jaringan dan frekuensi (Garuda Indonesia) berencana untuk meminimalisir beban 3.200 meter dan infrastruktur pendukung lainnya, sepert
hak subyek data terlindungi dalam penyimpanan, untuk penyebaran promosi  bisnis sepihak ke pesawat dengan hanya mengangkut Penumpang beserta Asrama/Penampungan Calon Jemaah Haji dan Fasilitas
pemrosesan, pemanfaatan, hingga pemusnahan peralatan telekomunikasi yang dimiliki oleh warga Bagasi saja, tanpa logistik seperti makanan/ katering, dan Pelayanan Kesehatan, sudah tersedia serta terbukti
data pribadi mereka. . negara bahan bakar secukupnya saja untuk terbang dari Kertajati kehandalannya, Bandara Kertajati akan lebih layak dan
2. Melalui Kementerian Kominfo, segera mengatur . . ke Soekarno-Hatta. Pengisian bahan bakar serta logistik siap untuk berfungsi sebagai embarkasi Haji,
kewajiban untuk memutakhirkan sistem keamanan Meski menemui banyak kendala dan hambatan, yang dibutuhkan untuk penerbangan menuju Jeddah akan
IT di semua institusi, baik institusi pemerintahan Ombudsman menilai kebijakan registrasi prabayar ini dilakukan di bandara Soekarno-Hatta. Hal ini menegaskan o .
maupun  korporasi  yang berhubungan dengan harus terus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang bahwa sebenarnya Bandara Kertajati belum memenuhi 8. Ombudsman Temukan Empat Maladministrasi
penggunaan data pribadi secara luas agar terlindungi ada. Tujuannya agar tertib administrasi dan menciptakan syarat keselamatan penerbangan untuk pengoperasian Kementerian Agama dalam Pelaksanaan Umroh
dari kebocoran dan penyalahgunaan. industri telekomunikasi yang sehat. pesawat berbadan lebar yang akan digunakan mengangkut Abu Tours
3. Melalui Kementerian Kominfo, harus memastikan . Jemaah Haji", lanjutnya.
semua operator telekomunikasi dan penjual kartu Anggclzta "POmbgdsm%n | {Alémssyah bSatralglh . , Ombudsman  telah  melakukan  serangkaian
prabayar menghentikan penggunaan instrumen men?gqs a?’k eT.“% adn beriarut gaiam [t))em .e”%aﬂ ~ Pola penerbangan Kertajati - Jeddah dengan transit pemeriksaan terkait penipuan dan gagal berangkat
robotik atau upaya lainnya dalam memanfaatkan data ge%“ asl un Uk me '”I 3”9' .Wg”ga negar%se tagal Su .?(’e di Bandara Soekarno-Hatta tentu menambah lama jamaah umroh oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah
kependudukan untuk memanipulasi registrasi kartu dla merupaxan maal m|n|%|rars]|kyang apao mbergg| an durasi - penerbangan. Diperkirakan proses pemuatan Umroh  (PPIU)-PT Amanah Bersama Umat Tours
prabayar hingga akhir Maret 2018. Jika ditemukan \évFrga negaratiecara uasF.) o tarr]enanya m Tlfn;an logistik dan pergerakan pesawat di Soekarno-Hatta akan (Abu Tours). Dari pemeriksaan tersebut Ombudsman
adanya penyalahgunaan atau registrasi yang tidak mengingatkan agar rémerintan Segera meiakukan membutuhkan waktu sedikitnya 90 hingga 120 menit, menemukan ada empat maladministrasi yang dilakukan
: ; Lot langkah-langkah perbaikan sistemik secara konsisten Tambahan durasi penerbangan ini pada akhirnva akan : e
; . DuLa penerbanga pada aknirnyad axa Kementerian Agama dan satu maladministrasi yan
wajar, pemerintah dan operator telekomunikasi tidak ada | dirugikan” , ! o g yang
wajib menonaktifkan nomor MSISDN atau Nomor agar lidax ada lagi warga negara yang dirugian. berimbas terhadap beban fisik dan mental Jemaah Haji. dilakukan Kementerian Pariwisata. Maladministrasi yang
Pelanggan Prabayar. Disamping itu, pola ini juga akan menambah kepadatan dilakukan Kementerian Agama meliputi tidak kompeten,
lalu fintas penerbangan di Soekamo—l—_latta yang sudah pengabaian kewajiban hukum, penyimpangan prosedur,
mencapai 80 pergerakan pesawat per jam. Jarak udara dan penyalahgunaan wewenang. Sementara, ditemukan
antara Ban‘dara Kertajatl dengan Bandara Soek_arno—Hatta, satu maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian
hanya sekitar 185 k||0mete|', setara dengan Jarak antara Pariwisata yaitu pengabaian kewajiban hukum.
Bandara Soekarno-Hatta dengan Bandara Radin Inten, , _
Lampung. Jika diterbangi langsung, jarak tersebut dapat Rangkaian pemeriksaan yang Ombudsman lakukan
ditempuh dalam 15 menit. Namun peraturan lalu lintas berdasarkan banyaknya korban calon jamaah gagal
udara mengharuskan pesawat mengikuti jalur lalu lintas berangkat umroh dan laporan masyarakat korban PT.
penerbangan sehingga lama penerbangan menjadi sekitar Abu Tours serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
45 menit hingga 1 jam tergantung pada kepadatan lalu (YH?)- Seblelunﬂ(nya, padak tahém KQOW Ombugsman
g; g} lintas udara di Bandara Soekarno-Hatta. telah mengeluarkan saran kepada Kementerian Agama
o Rl terkait kasus penipuan dan gagal berangkat calon
Anggota Ombudsman, Alvin Lie juga mempertanyakan jamaah umroh sebanyak 56 ribu jamaah dengan dana
apakah Bandara Kertajati sudah terdaftar dan mendapat yang hilang sekitar Rp. 830 milyar.
persetujuan (fight approval) dari pemerintah Arab Saudi . . . .
sebagai titik embarkasi Haji yang merupakan persyaratan sebgg?:ri:l%g?aﬁerg?tt)ir(ljimgag:ntgezlie;]h E;?S;?g;glagm
mutlak bagi operasi pengangkutan' Haji J'ka belum, Nomor 8 Tahun 2018, namun penipuan dan kasus gagal
Eandara Kert(a /Jcatl dhﬁanya dberfll(mgwb sgbagen bél niarq berangkat ternyata te’rulang kembali di PT. Abu Tours
engumpan (Feeder), sedangkan bandara embarkasi . \ i
s oo Sodao-ots Jpa et (0% LT o 0 1 e vl
anya berfungsi sebagai feecer, demi keselamatan o . siard
penerbangan, akan lebin baik jika Jemaah Haji diangkut dana sebesar Rp. 1,8 Triliun. Hal tersebut juga terjadi di
19 Laporan Tahunan 2018 Ombudsman Republik Indonesia 20
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Anggota Ombudsman Rl Ahmad Suadi (kiri) menyerahkan laporan hasil monitoring Saran penyelenggaraan umroh kepada
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kantor Pusat Ombudsman RI.

PPIU lainnya misalnya di PT. Solusi Balad Lumampah
jumlah korban mencapai 12.645 jamaah dan di PT.
Hanien Tour sejumlah 58.862 jamaah.

Berdasarkan  hasil  pemeriksaan, Ombudsman
menemukan ada empat maladministrasi yang dilakukan
Kementerian Agama dalam pengawasan penyelenggaraan
layanan ibadah umroh. Pertama, Kementerian Agama
tidak kompeten misalnya tidak efektifnya pengawasan
yang dilakukan terhadap kinerja PPIU sehingga banyak
jamaah umroh yang gagal berangkat dan tidak dapat
memperoleh penggantian biaya dari PPIU.

Kedua, Kementerian Agama melakukan pengabaian
kewajiban hukum karena lambat dalam memberikan
sanksi terhadap PPIU yang gagal memberangkatkan
jamaah, penipuan, dan penggelapan dana jamaah.
Selain itu, terjadi pula praktik maladministrasi berupa
penyimpangan prosedur dengan membiarkan transaksi
antar calon jamaah dengan PPIU tanpa kontrak tertulis
yang dapat merugikan calon jamaah umroh. Bentuk
Maladministrasi terakhir yang dilakukan Kementerian
Agama adalah penyalahgunaan wewenang misalnya
dengan memberikan kesempatan kepada Abu Tours
untuk memberangkatkan calon jamaah secara illegal
setelah izinnya dicabut dengan penambahan biaya bagi
calon jamaah umroh.

Ombudsman  juga menemukan ada  satu
maladministrasi yang dilakukan Kementerian Pariwisata
yaitu pengabaian kewajiban hukum dengan tidak
melakukan pengawasan terhadap pengajuan izin baru
Biro Perjalanan Wisata (BPW) di Dinas Pariwisata
Kabupaten dan Kota. Ombudsman menemukan banyak
BPW yang berani menyediakan layanan paket Ibadah Haji

Khusus dan Umroh dengan mengabaikan persyaratan
untuk menjadi PPIU yaitu harus sudah berdiri minimal
2 fahun.

Atas temuan maladministrasi tersebut, Ombudsman
mengeluarkan saran kepada Kementerian Agama dan
Kementerian Pariwisata untuk melakukan tindakan
korektif. Banyak langkah perbaikan yang harus
dilakukan oleh Kementerian Agama untuk memperbaiki
penyelenggaraan  ibadah  umroh.  Ombudsman
mengusulkan agar Kementerian Agama melakukan
moratorium pendaftaran ibadah umroh selama dua bulan
dan melakukan audit menyeluruh terhadap semua PPIU.
Selama moratorium pendaftaran, Kementerian Agama
harus memastikan bahwa seluruh jamaah yang telah
terdaftar di semua PPIU dijamin dapat berangkat.

Ombudsman juga mengusulkan agar Kementerian
Pariwisata melakukan pengawasan terhadap Dinas
Pariwisata di setiap Kabupaten dan Kota dalam hal
pendaftaran dan pengajuan izin baru sebagai BPW. Selain
itu, Ombudsman juga mengusulkan agar Kepolisian
secara aktif melakukan penyelidikan atas dugaan adanya
keterlibatan dan conflict of interest terhadap oknum-
oknum di Kementerian Agama.
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9. Lemahnya Pengawasan TKA oleh Tim Pengawasan
Orang Asing (Tim Pora)

Ombudsman RI merilis hasil investigasi atas prakarsa
sendiri  mengenai  problematika  penyelenggaraan
pelayanan publik dalam rangka penempatan dan
pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia.
Pengambilan data dilakukan pada bulan Juni - Desember
2017 di 7 (tujuh) Provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat,
Banten, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara,
dan kepulauan Riau.

Dalam investigasi tersebut, Ombudsman Rl
menemukan permasalahan dalam penempatan tenaga
kerja asing yakni belum terintegrasinya data antara
Kementerian/Lembaga Pusat dengan Pemerintah Daerah
mengenai jumlah, persebaran, dan alur keluar masuknya
TKA di Indonesia. Dari sisi pengawasan, ditemukan
permasalahan belum maksimalnya pengawasan TKA
di Indonesia oleh Tim Pengawasan Orang Asing (Tim
Pora) melalui penegakan hukum baik pemberian sanksi
administratif kepada perusahaan yang melakukan
pelanggaran, penyelidikan dan penyidikan tindak
pidana dan pemulangan (deportasi) terhadap TKA.
Beberapa faktor yang menyebabkan belum maksimalnya
pengawasan oleh Tim Pora, antara lain ketidaktegasan
Tim Pora terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan,
keterbatasan jumlah SDM pengawas, keterbatasan
anggaran, dan lemahnya koordinasi antar instansi baik
pusat maupun daerah.

Selain itu, Ombudsman RI juga menemukan beberapa
permasalahan lainnya, seperti TKA yang secara aktif
bekerja namun masa berlaku Izin Mempekerjakan
Tenaga Asing (IMTA) telah habis dan tidak diperpanjang,
perusahaan pemberi kerja kepada TKA yang tidak dapat
dipastikan keberadaannya, TKA yang bekerja sebagai
buruh kasar, dan TKA yang telah menjadi WNI namun
tidak memiliki izin kerja.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis ketentuan
peraturan perundang-undangan, Ombudsman Republik
Indonesia menyampaikan saran, sebagai berikut:

1. Kementerian Ketenagakerjaan RI
1) Melakukan perubahan Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 35 Tahun

2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang

Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Perubahan tersebut memuat ketentuan sebagai

berikut:

a.  Kewajiban untuk dapat berbahasa
Indonesia bagi TKA di tingkat teknis;

b. Pengunaan mata uang rupiah dalam
pembayaran dana kompensasi;

¢.  Membangun sistem transparansi atas
pembayaran upah TKA melalui Bank
Nasional;

d. Kewajiban tentang rasio perbandingan
penyerapan TKA dengan Tenaga Kerja
Lokal;

e.  Memasukan kepatuhan kewajiban
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perusahaan sebagai persyaratan
perpanjangan RPTKA dan IMTA.

) Membangun sistem teknologi informasi
mengenai integrasi data penempatan dan
pengawasan Tenaga Kerja Asing.

) Membangun sistem pelayanan terpadu satu
pintu terkait perijinan pengguna TKA.

4) Memberikan prioritas penuh terhadap tenaga
kerja lokal.

) Mewajibkan dan memastikan penyediaan sarana
pendidikan dan pelatihan untuk alih teknologi
dari TKA ke tenaga kerja lokal.

6) Memastikan lokasi kerja TKA dalam IMTA
sesuai dengan fakta lokasi kerja sebenarnya,
sehingga perpanjangan IMTA dapat dilakukan di
Dinas Tenaga Kerja dari kabupaten/kota maupun
provinsi dalam rangka peningkatan pendapatan
asli daerah.

) Menyusun  dan  melakukan  evaluasi
program pengawasan secara berkala dan
berkesinambungan melalui Tim Pora baik di
pusat maupun di daerah.

) Melakukan penindakan hukum secara tegas
dan pemberian sanksi kepada perusahaan
yang  melakukan  pelanggaran  dalam
penyelenggaraan TKA serta memberikan reward
and punishment bagi pegawai yang melakukan
pengawasan.

9) Membangun sistem untuk memastikan fransfer
of knowledge kepada TKIP melalui uji keahlian
sesuai dengan kompetensi yang dimiliki TKA
guna mengisi posisi TKA setelah berakhirnya
masa kerja.

10) Menambah  jumlah  dan  meningkatkan
kompetensi SDM pengawas serta
mendistribusikan sesuai dengan kebutuhan
keberadaan TKA di setiap daerah.

11) Membuat daftar perusahaan pengguna tenaga
kerja asing yang selama ini melakukan
pelanggaran  terhadap  penggunaan  TKA
dan tidak melakukan penerbitan baru dan
perpanjangan perijinan TKA.

12) Pemerintah Indonesia memastikan tidak ada lagi
TKA yang bekerja sebagai tenaga kerja kasar
(operasional/teknis) yang bekerja di Indonesia.

13) Pemerintah wajib memastikan adanya skema
skenariotik untuk pengakhiran TKA setelah

memiliki  TKI pendamping yang memiliki
keahlian yang sama.

14) Meminta pemerintah agar mengeluarkan
kebijakan yang isinya tentang transparansi
kebutuhan tenaga kerja bagi setiap perusahaan
yang akan mempekerjakan TKA.

N
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2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan bebas
visa untuk membatasi masuknya tenaga kerja
asing ilegal serta berbagai dampak lain dari
aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan
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pertahanan keamanan.

2) Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Tim Pora sesuai dengan amanat
Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Tim Pengawasan Orang Asing.

3) Menambah anggota Tim Pora atau melibatkan
unsur kalangan masyarakat dalam melakukan
pengawasan orang asing seperti tokoh agama,
tokoh adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan
perwakilan pihak hotel.

4) Menciptakan sistem pencegahan dini untuk
mengetahui keberadaan orang asing termasuk
TKA di Indonesia dengan sistem penggunaan
pelacakan teknologi informasi seperti chip di
paspor dan visa.

3. Kementerian Dalam Negeri RI
Meminta kepada Gubernur di seluruh provinsi untuk
melakukan pengawasan terhadap penggunaan,
penempatan dan pengawasan terhadap TKA di
daerah masing-masing.

4. Kepolisian Negara Republik Indonesia
Agar mempersiapkan Peraturan Presiden atau
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
sebagai terjemahan pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Undang-
Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

5. Badan Koordinasi Penanaman Modal
Evaluasi atas perjanjian bilateral (Government to
Government) dengan negara asal proyek investasi
(PMA) berdasarkan jenis dan nilai investasi.

6. Pemerintah Daerah Provinsi
1) Menyusun  dan  melakukan  evaluasi
program pengawasan secara berkala dan
berkesinambungan oleh Dinas Ketenagakerjaan

Provinsi  dan  melaporkannya  kepada
Kementerian Ketenagakerjaan.
2) Penambahan jumlah Pengawasan

Ketenagakerjaan sampai di Kabupaten/Kota.

3) Membuat daftar perusahaan pengguna TKA
yang melakukan pelanggaran dan tidak
melakukan perpanjangan perijinan TKA.

Ombudsman Paparkan Temuan Maladministrasi
dalam Tata Niaga Gula Kristal Rafinasi

Pada tanggal 15 Maret 2017, Menteri Perdagangan
Rl menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula
Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas.
Peraturan tersebut mengubah pola transaksi Gula Kristal
Rafinasi (GKR) dari business to business (B to B) antara
produsen dengan industri pengguna GKR menjadi sistem
lelang yang diwadahi oleh satu penyelenggara lelang.
Setidaknya terdapat dua alasan utama dari Kementerian
Perdagangan RI dalam memberlakukan pasar lelang GKR
yaitu: pertama, untuk membuka akses dan kemudahan

memperoleh GKR bagi UKM/IKM/Koperasi/UMKM yang
selama ini tidak mampu secara langsung mendapatkan
GKR dari produsen, serta kedua, untuk menciptakan
transparansi harga dan kebutuhan riil industri makanan
dan minuman pengguna GKR sehingga pemerintah dapat
membuat neraca gula nasional.

Kebijakan tersebut menuai arus penolakan dari
kalangan asosiasi pengusaha. Pada intinya mereka
menyatakan bahwa pelaksanaan pasar lelang dapat
menimbulkan gangguan pada dunia usaha karena dapat
melemahkan daya saing industri makanan dan minuman
ringan dalam mendorong pembangunan perekonomian
Indonesia. Asosiasi Pengusaha Industri Kakao dan
Cokelat Indonesia (APIKCI), salah satu dari asosiasi
pengusaha yang melakukan penolakan, melapor kepada
Ombudsman RI pada tanggal 15 Januari 2018 dengan
harapan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
16/M-DAG/PER/3/2017 dapat dibatalkan sehingga
menghentikan pelaksanaan uji coba lelang GKR yang
telah dimulai sejak September 2017.

Berdasarkan laporan di atas, Ombudsman Rl
melakukan serangkaian pemeriksaan dan permintaan
keterangan kepada para pemangku kepentingan yang
terlibat dalam uji coba pasar lelang GKR di antaranya
Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian
Perdagangan, Kementerian  Perindustrian, Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti),
KPPU, LKPP, PT. Succofindo (Persero), PT. Pasar
Komoditas Jakarta (PT. PKJ), 6 Produsen GKR, 5
IKM/UKM pengguna GKR, serta Dinas Perdagangan
Provinsi dan Kabupaten/Kota di 7 wilayah. Pada masa
pemeriksaan yang tengah dilakukan oleh Ombudsman
Rl, pihak Kementerian Perdagangan RI menghentikan
uji coba pasar lelang GKR pada tanggal 23 April 2018
dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pencabutan atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/
PER/3/2017. Keputusan tersebut diambil berdasarkan
rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dan pemangku kepentingan lainnya. Meskipun demikian,
pemeriksaan yang dilakukan oleh Ombudsman RI sejak
Februari 2018 memperoleh temuan sebagai berikut:

A. Bentuk Maladministrasi

1) Kementerian  Perdagangan Rl Melampaui
Kewenangan dengan menerbitkan Peraturan
Menteri  Perdagangan  Nomor  16/M-DAG/
PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal
Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas, yang
tidak berdasarkan Peraturan Presiden;

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan
bahwa ketentuan mengenai penataan, pembinaan
dan pengembangan Pasar Lelang Komoditas
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Presiden. Klausul “dengan atau berdasarkan”
dipakai apabila pengaturan materi muatan
diperbolenkan  untuk  dilakukan  delegasi
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Ketua Ombuasman RI bersama Menteri Pedagangan dalam konferensi Pers ferkait
Tata Niaga Gula Kristal Rafinasi.

lebih lanjut (sub delegasi) pada peraturan
yang disebutkan. Faktanya, hingga saat ini
Peraturan Presiden yang mengatur pasar lelang
komoditas belum diterbitkan. Oleh karena itu,
Ombudsman RI berpendapat bahwa Kementerian
Perdagangan melampaui kewenangan dengan
menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tanpa didasarkan
Peraturan Presiden.

Bappebti  Melampaui  Kewenangan  dalam
Proses Pengadaan Penyelenggara Pasar Lelang
Komoditas GKR;

Penetapan PT. Pasar Komoditas Jakarta
(PT. PKJ) selaku penyelenggara pasar
lelang komoditas GKR dilaksanakan dengan
serangkaian beauty contest oleh Bappebti.
Dalam pengadaan penyelenggara pasar lelang
tersebut, pihak Bappebti mengaku merujuk
pada Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Rl Nomor: 650/MPP/Kep/10/2004
tentang  Ketentuan  Penyelenggaraan  Pasar
Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (Forwara)
Komoditi Agro. Padahal, jenis kewenangan yang
diberikan kepada Bappebti dalam peraturan
dimaksud ialah untuk melakukan pembinaan,
pengaturan, dan pengawasan penyelenggaraan
kegiatan pasar lelang.

Terkait dengan organ penyelenggara pasar
lelang, koridor kewenangan Bappebti adalah
memberikan persetujuan atas permohonan yang
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diajukan. Sehingga, Bappebti tidak memiliki
kewenangan dalam hal proses pengadaan
penyelenggara pasar lelang. Berdasarkan hal
di atas, Ombudsman RI berpendapat bahwa
Bapebti telah melampaui kewenangan dalam
melaksanakan pengadaan penyelenggara pasar
lelang GKR dan tidak mengacu pada prinsip-
prinsip yang diatur dalam peraturan pengadaan
barang/jasa pemerintah.

Kelalaian oleh Kementerian Perdagangan R,
Bappebti, dan Dinas Perdagangan Provinsi dan
Kabupaten/Kota dalam melakukan Pengawasan
Rembesan GKR;

Salah satu alasan Kementerian Perdagangan
menerapkan skema lelang GKR ialah untuk
mengawasi  alur  distribusi  barang  dan
meminimalisasi rembesan GKR di pasar
konsumen. Skema pengawasan dilakukan dengan
melibatkan PT. PKJ sebagai penyelenggara pasar
lelang serta Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota
yang membidangi perdagangan. Pada domain
PT. PKJ, setiap data transaksi yang masuk ke
dalam sistem akan secara otomatis dapat diakses
oleh Kementerian Perdagangan sehingga bisa
dijadikan pertimbangan dalam memberikan izin
impor gula sesuai kapasitas masing-masing
industri.

Sementara itu, dalam Pasal 8 Peraturan
Menteri  Perdagangan  Nomor  16/M-DAG/
PER/3/2017 diamanatkan pula bagi Dinas
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Provinsi atau Kabupaten/Kota yang membidangi antara penjual dan pembeli dapat termitigasi meliputi bidang penegakan hukum seperti kantor polisi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan
perdagar]gan untuk melakpkan poSt- melalui Perka Bappebti Nomor 03/BAPPEBTI/ rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, bidang pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, atas
verifiaction terhadaplpeserta bel_l pasar lelang PER-PL/01/2014. Penyelenggara pasar lelang transportasi seperti terminal, stasiun, pelabuhan dan dasar hal tersebut Presiden Joko Widodo kemudian
GKR. Namun, fakta di lapangan diketahui bahwa diwajibkan untuk menjamin  kerahasiaan bandara. Selain itu, Ombudsman melakukan sidak ke menginstruksikan untuk membentuk Satgas Sapu Bersih
post-verification belum  berjalan - dikarenakan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha sejumlah rumah sakit dan puskesmas, markas pemadam (Saber Pungli) melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2016
kehdaktahuan Qa_n dmas terkait serta belum anggota pasar lelang dan menyimpan data kebakaran, kantor kelurahan, kecamatan, PLN, pintu air tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
sampainya sosialisasi secara akurat oleh pihak yang berkaitan dengan kegiatan pasar lelang. dan pasar.
K?arzergfriﬁin g%rgﬁggr?]%?]nRFlilbg}raupun BappebU. Berdasarkan uraian temuan di atas serta Menurut Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala, Efektivitas Keberadaaan Satgas Saber Pungl
, pendapat bahwa : - - Dilihat Dari Aspek Penanganan Perkara, Hasil
dal ii o dalam rangka menegakkan asas keadilan dan dari beberapa sidak tersebut terdapat beberapa temuan, . .
ammasa uji coba pasar lelang GKR telah terjadi keb faatan bagi IKM/UKM isalnva di RSUD Kab Buru Sel Penanganan, Pembiayaan dan Kerugian Negara
maladministrasi dalam bentuk kelalaian karena eoermataalan bag pendguina misainya di abupaten Buru Selatan memasang yang Berhasil Diselamatkan
fungsi pengawasan atas realisasi penggunaan GKR, Ombudsman Rl menyimpulkan pengumuman bahwa UGD tidak memberikan layanan
GKR belum diimplementasikan bahwa penyelenggaraan pasar lelang komoditas kesehatan karena tidak ada petugas. Selain itu di Ombudsman RImelakukan kajian mengenai efektivitas
' GKR dapat dilaksanakan apabila beberapa Puskesmas Kumpeh Ilir Jambi juga didapati dalam kinerja Saber Pungli yang dilaksanakan sejak bulan April
. tindakan korektif berikut telah dilaksanakan: kondisi tutup dengan kata lain tidak memberikan layanan lalu dengan melibatkan Perwakilan OmbudsmanRI. Dalam
B. Dampak Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1) Kementer erd o d kesehatan. Pada saat melakukan sidak ke sejumlah kajian tersebut fokus penelitian Ombudsman mengenai
16/M-DAG/PER/3/2017 Bgmeenbfi”?nnen eI:r agankgan o an sentra layanan transportasi Ombudsman menemukan penanganan perkara, hasil penanganan, pembiayaan dan
Vesk o . E]p i tyl hr(]igtgatr)atkan pas;r ?3”9 kurangnya penyediaan ruang laktasi dan ruang tunggu kerugian negara yang berhasil diselamatkan. Dalam hal
%S ipun mlenual polemik atas proses PO 0 . llas seield |ert : anny;l' érd u(;an penumpang yang tidak nyaman. Di Stasiun Senen dan efektififitas, jika ditinjau dari aspek penanganan perkara,
lpelnga éinR D%ﬂyg 8(;1996”8 Igaﬂ pelaksanaan pasar r?]S' r?}r;) 3;]3”% mtenﬁa d“r pem |naar|1| an Tanah Abang, ditemukan fakta bahwa tidak tersedianya hasil penanganan, pembiayaan dan kerugian Negara
eangf o mbudsman RI menemukan dampak Egmgoeditaz' gan lerhadap pasar lelang tenaga medis. Sementara itu di Palu ditemukan dari 9 yang berhasil diselamatkan cenderung memperlihatkan
positif dari kegiatan tersebut sebagaimana berikut: ’ unit mobil pemadam kebakaran hanya 4 unit yang dapat ketidakefektifan, ~ penyebabnya karena  banyaknya
1) Sistem lelang GKR mampu memberikan 2) Dalam hal lelang akan dilaksanakan: beroperasi. Di Pasar Sentral Hamadi Kota Jayapura hambatan, hambatan yang dikeluhkan oleh UPP di
akses kepada IKM/UKM pengguna GKR ¢ . jumlah  distributor beras sangat minim, akibatnya provinsi refatif sama dengan yang dikeluhkan pada
dalam hal ketersediaan dan harga yang a) B:?peengﬁrg; r rrﬁ):rzﬁr?gfaqggg sozgali g:sni terdapat perbedaan harga yang cukup signifikan. ,L\IJPP Kab/Kota yelutrL]J masalah anggaran dan lzjqo&dmdale
terjangkau, dibandingkan dengan pembelian , >dl] , o _ amun permasalanan anggaran yang menjadi kendaia
melalui  peran  distributor.  Meskipun kepada Dinas Perdagangan Provinsi dan ~ Hasil dari sidak yang dilakukan Ombudsman yang paling banyak dikeluhkan oleh UPP Provinsi
demikian, untuk mempermudah  IKM/UKM Dinas  Perdagangan  Kabupaten/Kota ini disampaikan langsung kepada kementerian dan maupun UPP Kab/Kota dalam beberapa hal memang
dalam mengoperasikan sistem lelang maka mengenai tugas dinas perdagangan Lembaga terkait seperti Polri, Kementerian Perhubungan, sangat diperlukan karena terdapat hambatan lain yang
dibutuhkan peran penting dari dinas yang untuk melakukan verifikasi dan post- Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negerl, diakibatkan karena minimnya anggaran, seperti halnya
membidangi koperasi/lUMKM dan dinas yang audit kepada peserta beli; Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pekerjaan dukungan dari anggaran dari Pemda yang terbatas dan
membidangi komunikasi dan informasi untuk b) Pengadaan Penyelenggara Pasar Lelang Umum dan Perumahan Rakyat, DPP  Organda. tidak seragam, selain itu masih ada UPP di daerah
membantu para IKM/UKM dalam memperoleh GKR harus mengadopsi ketentuan atau Temuan Ombudsman ini dapat menjadi masukan bagi yang belum menganggarkan kegiatan Saber Pungli
akses internet dan memberikan sosialisasi orinsip-prinsip yang  diatur dalam Kementerian dan Lembaga agar memperbaiki kualitas sehingga kegiatan UPP belum optimal, kemudian
yang mudah dipahami oleh peserta beli; Peraturan  Pengadaan Barang/Jasa pelayanan publiknya. Karena meskipun dalam kondisi masalah terbatasnya ketersedian sarana dan prasarana di
, o S libur lebaran, masyarakat tetap berhak mendapatkan beberapa daerah.
2) Sistem lelang GKR membuat transaksi lebih Pemerintah; pelayanan publik yang baik _ . .
fleksibel karena pembeli dapat menentukan ¢) Bappebli memastikan Penyelenggara ' Hal yang terpenting untuk meningkatkan efektivitas
ilihan GKR berdasarkan harga dan lokasi pp - yelenggal kinerja Saber Pungli saat ini adalah melengkapi SOP
p g Pasar Lelang Terpilih untuk menjamin - ;
rodusen GKR untuk keperluan pengiriman: , g ferpin J 12. Dua Tahun Berdirinya Saber Pungli, Ombudsman terlebih dahulu. Hal tersebut menjadi penting dan
p P penginman; kualitas bahan dan sistem pemasangan " :
, , ! P g RI Lakukan Kajian mendesak, dikarenakan terdiri dari berbagai instansi
3) QR Code yang ditempel pada setiap karung QR Codeyang tidak mudah rusak serta : ; o
GKR merunakan inst dahk mudah terbaca: dan jangkauan UPP yang tersebar di berbagai wilayah,
erupakan Instrumen yang memuaankan udan terbaca; Fenomena kasus pungli yang melibatkan oknum maka diperlukan SOP yang jelas, mampu dipahami dan
untuk  melakukan pengawasan terhadap . . . ; y . ; Lo i
- d) Bappebti memastikan Penyelenggara di Kementerian dan/atau Lembaga dan masyarakat diimplemantasikan oleh seluruh jajaran personel di UPP.
peredaran GKR karena setidaknya memuat o : . ! Sydl ; i i
- - - - Pasar Lelang Terpilih untuk memberikan ikut berperan, seperti sesuatu budaya yang dipelihara Sehingga akan terjadi keseragaman pemahaman baik di
informasi mengenai kode peserta jual, kode . : o ; dyd y p Poki h ;
: A kemudahan bagi IKM/UKM  dalam sehinggamenjadihal yangwajar. Hal ini sangat mencoreng okja pencegahan maupun penindakan.
peserta beli, serta nomor Electronic Delivery , h . ;
Order (EDO). Meskipun demikian, perlu upaya pe{)nbelllan di- bawah Q (§aﬁ|q) .ton Kementerian dan/atau Lembaga yang menyediakan Selain SOP, yang perlu segera disiapkan untuk
perbaikan dalam mengaplikasikan mekanisme sebagai upaya mitigasi aksesibilitas; layanan kepada masyarkat. Praktik pungli telah merusak meningkatkan efektifitas kinerja yaitu pembentukan
QR Code karena Tim Ombudsman Rl masih 3) Bappebti melakukan evaluasi terhadap sendi kehidupan bermasyarakat dan menyebabkan database terpusat, fungsinya untuk mempermudah
menemukan adanya rembesan GKR yang Gl coba penyelenggaraan pasar lelang kerugian kepada masyarakat yang mengakses pelayanan melakukan pengawasan dan kontrol kegiatan UPP, selain
tertempel QR Cod pada gudang penyimpanan comoditas GKR yang telan dilakukan. publik. Ombudsman Rl mencatat banwa Selama tahun itu juga berfungsi untuk penyampaian laporan secara
salah satu peserta beli GKR. QR Cod pada 2016: dari 9.077 laporan yang masuk, 972 diantaranya berkala, agar tidak dilakukan secara manual. Karena
karung rembesan GKR dalam kondisi yang 11. Sidak Lebaran untuk Pastikan Pelayanan Publik berbentuk permintaan imbalan uang, barang maupun Satgas Saber Pungli terdiri dari berbagai instansi yang
sudah rusak serta rembesan tersebut diperoleh Berjalan Baik jasa. Sedangkan pada tahun 2017: dari 8.264 terdapat memiliki perbedaan sistem birokrasi. Hal yang terpenting
tanpa tansaksi lelang maupun kontrak dengan 617 berupa dugaan permintaan imbalan uang, barang lainnya yaitu untuk melakukan kerjasama dalam bentuk
peserta jual yang tertera dalam informasi QR Ombudsman Rl melakukan inspeksi mendadak dan jasa. Banyaknya laporan/pengaduan tersebut, MoU dengan kementerian/lembaga, guna mengupayakan
Code. (sidak) terhadap sejumlah penyedia layanan publik untuk menyebabkan perlunya upaya pemberantasan pungutan adanya suatu /ink yang mampu hadir di aplikasi/ website
o memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan secara liar secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu masing-masing kementerian/lembaga tersebut.
4) Kekhawaliran pihak produsen banwa ada optimal saat libur menjelang dan sesudah Lebaran menimbulkan efek jera. Untuk mewujudkan birokrasi
fisiko pelanggaran ~ informasi _ keranasiaan 2018, Sidak dilaksanakan oleh Ombudsman Pusat dan bersih dan melayani dan berdasarkan Pasal 4 Ayat (1)
dagang akibat pendaftaran  existing conlract 27 Perwakilan Ombudsman. Objek sidak Ombudsman Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa
25 Laporan Tahunan 2018 Ombudsman Republik Indonesia 26
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Koordinasi dan Penanganan Laporan/Pengaduan
Dibandingkan Dengan Instansi Berbeda Dengan
Kewenangan Yang Sama Yaitu Penegakan Hukum
Pada Kasus Pungutan Liar.

Permasalahan koordinasi terlihat pada minimya
UPP Saber Pungli baik di Provinsi maupun di wilayah
Kab/Kota yang melakukan koordinasi dengan instansi
lain (penegak hukum) yang memiliki kewenangan
yang sama, sebagai contoh KPK. Hal tersebut dapat
menimbulkan ketidakefektifan Satgas Saber Pungli dalam
memberantas pungli yang berpotensi merugikan negara
dengan jumlah besar. Selain koordinasi dengan instansi
yang memiliki kewenangan yang sama, koordinasi
dengan instansi lain baik pusat maupun daerah juga
belum menyeluruh dilakukan oleh UPP Saber Pungli,
sehingga mengakibatkan masih adanya instansi pusat
maupun instansi daerah (kementerian/lembaga/dinas/
badan) yang belum ikut membentuk UPP, selain itu
kurangnya koordinasi dalam juga mengakibatkan kurang
proaktifnya instansi yang tergabung dalam UPP.

Kendala/Hambatan UPP K/L Provinsi,Kabupaten/
Kota Dalam Penanganan Pengaduan

Dari semua UPP Provinsi, masalah anggaran
menempati posisi pertama dari data hambatan yang
dialami oleh UPP Provinsi, yaitu sebesar 34%. Tempat
kedua diduduki oleh masalah kurangnya koordinasi
dengan 19%. Selanjutnya diisi oleh masalah tumpang
tindih jabatan sebesar 10%, diikuti oleh masalah sarana
dan prasarana sebanyak 9%, belum adanya SOP sebesar
7%, instansi lain tidak proaktif sebesar 3%, kurangnya
kelengkapan laporan dan berkas sebanyak 3%, belum
berjalannya program pencegahan sebesar 2%, masalah
call center tersebar sebesar 2%, hambatan dalam
kondisi georgrafis sebesar 2%, kurangnya perencanaan
sebanyak 2%, minimnya jumlah personil sebesar 2%,
pelaksanaan OTT kurang maksimal sebesar 2%, sulitnya
pembuktian unsur pasal sebesar 2%, dan 2% untuk
masalah tertib administrasi.

Dari semua UPP Kabupaten/Kota, 32% hambatan
yang dialami adalah masalah anggaran yang juga
menjadi masalah yang paling banyak dialami oleh
UPP Kabupaten/Kota, diikuti oleh masalah koordinasi
yang menduduki posisi kedua dengan 22%. Hambatan
lain adalah masalah sarana dan prasarana dengan
8%, adanya rangkap jabatan dan tugas sebanyak 8%,
perbedaan pandangan hukum/pasal yang digunakan
sebesar 6%, kurangnya SDM sebesar 5%, belum ada
SOP, juknis dan juga Tata Naskah Penanganan Laporan
sebanyak 5%, kurangnya pemahaman masyarakat
sebesar 3%, kurangnya kepeduliannya masyarakat
sebesar 3%, masyarakat takut melapor sebesar 3%, pokja
kurang optimal sebanyak 2%, MOU/PKS Kemendagri,
Kepolisian & Kejaksaan tidak efektif sebanyak 2 %, dan
masalah penanganan pengaduan sebesar 1%.

Atas hasil kajian tersebut Ombudsman Republik
Indonesia memberikan saran kepada Saber Pungli
sebagai berikut :

Melengkapi dan menyempurnakan SOP penindakan
dengan melibatkan UPP di daerah. Hal ini dikarenakan
masih banyaknya UPP daerah yang bingung akan
bentuk tindak lanjut penindakan terhadap suatu
laporan masyarakat ataupun kasus OTT yang terjadi.
Diharapkan dengan adanya SOP, maka terdapat
pemahaman yang seragam antar UPP, khususnya di
daerah;

Membuat databaseterpusat. Hal tersebut dikarenakan
bentuk pelaporan UPP di setiap daerah yang
dilakukan dengan cara manual. Diharapkan dengan
adanya cafabase terpusat dapat meningkatkan fungsi
kontrol dan pengawasan oleh Satgas Saber Pungli
di pusat. Selain itu, diharapkan dengan dibentuknya
oatabase terpusat akan memudahkan pelaporan dan
koordinasi khususnya yang dilakukan oleh UPP
daerah;

Melakukan Nota Kesepahaman dengan Kementerian/
Lembaga dalam rangka integrasi laporan/pengaduan
masyarakat terkait pungutan liar yang terjadi di
Kementerian/Lembaga tersebut. Diharapkan dengan
adanya integrasi pengaduan, akan lebih banyak
informasi tentang pungutan liar yang dapat dihimpun;

Diperlukan  koordinasi  dengan  Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah terkait
untuk meningkatkan efisiensi Satgas Saber Pungli
dalam pelayanan pemberantasan pungutan liar.
Hal tersebut perlu dilakukan untuk menyesuaikan
kebutuhan personil dari berbagai instansi, kondisi
keterjangkauan dan luas wilayah yang disesuaikan
dengan kebutuhan anggaran pertahun. Anggaran ini
diajukan dalam rancangan kerja pemerintah daerah
dan dimasukan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD). Untuk mendorong hal tersebut,
diperlukan koordinasi dengan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah terkait;

Bentuk koordinasi dengan lembaga yang mempunyai
kewenangan sama dalam hal penanggulangan
pungutan liar perlu ditingkatkan. Hal ini
diharapkan dapat lebih meningkatkan hasil dalam
penanggulangan pungutan liar.

Pengelolaan UPP Provinsi, Kota/Kabupaten yang
hanya menekankan pada menunggu laporan
masyarakat harus disempurnakan melalui perubahan
visi, misi, pendekatan, strategi dan kegiatan
operasional agar dapat tercipta kerjasama tim yang
prima, hubungan kerja berdasarkan pendekatan
masyarakat guna dapat mencapai misi organisasi
yang efisiensi dan efektif kearah yang lebih baik;

Memaksimalkan ~ cara  penyampaian  laporan
masyarakat yang sudah ada, antara lain cal/ center,
SMS, Laporan Langsung, Surat Tertulis, Website,
Email

Pengawasan Saber Pungli Pusat terhadap UPP
Provinsi,  Kota/Kabupaten  harus  dilakukan
terkoordinir supaya tugas dan fungsinya berjalan
sesuai Perpres Rl Nomor 87 Tahun 2016 dengan
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tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar
secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan
pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana
prasarana, yang ada pada K/L maupun Pemerintah
Daerah.

13. 12 Saran Ombudsman agar Asian Games

Berlangsung Sempurna

Ombudsman Rl merilis hasil survei kesiapan
penyelenggaraan Asian Games 2018. Pengambilan
data dilakukan pada tanggal 30 Juni - 1 Juli 2018 di 24
lokasi penyelenggaraan pertandingan cabang olahraga
Asian Games di DKI Jakarta dan Sumatera Selatan.
Survei difokuskan pada ketersediaan pelayanan,
sarana, dan prasarana publik pada setiap lokasi
penyelenggaraan Asian Games 2018.

Survei ini menggunakan metode pengumpulan
data melalui observasi lapangan yang dipandu dengan
kuesioner dan wawancara tambahan kepada petugas
yang saat itu bertugas mengawasi pembangunan
sarana dan infrastruktur, serta penyediaan pelayanan
di sejumlah lokasi cabang olahraga di DKI Jakarta dan
Sumatera Selatan.

Dalam survei ini, Ombudsman Rl menemukan
beberapa temuan penting salah satunya terkait
ketersediaan sarana prasarana bagi penyandang
berkebutuhan khusus. Di berbagai lokasi cabang
olahraga yang dibangun beserta sarana prasarananya
baik di DKI Jakarta maupun Sumatera Selatan masih
memiliki konsep pembangunan dan pengembangan
yang tidak ramah bagi penyandang berkebutuhan
khusus. Dari 24 lokasi yang Ombudsman nilai,
sebanyak 14 lokasi tidak menyediakan tempat duduk
pengunjung berkebutuhan khusus, hanya 6 lokasi yang
akan menyediakan, dan 4 lokasi sudah menyediakan.

Selain itu, Ombudsman juga menemukan sebagian
besar lokasi tidak ada pintu keluar darurat atau baru
akan mengadakannya dalam waktu dekat. Pintu keluar
darurat baru ada di 7 lokasi, 2 baru akan diadakan, dan
15 lokasi tidak ada pintu keluar darurat. Dari aspek
penyediaan rambu keselamatan, baru tersedia di 7
lokasi, baru akan diadakan di 5 lokasi, dan 12 lokasi
tidak memiliki rambu keselamatan.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, Ombudsman
Republik Indonesia menyampaikan saran sebagai
berikut:

1a
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Sebaiknya Panitia Penyelenggara Asian Games
merencanakan secara jelas, terarah, terkoordinasi,
dan menyeluruh. Sehingga, tidak ada pekerjaan
yang selesai perbagian, kemudian timbul pekerjaan
lain yang sebelumnya tidak direncanakan yang
menimbulkan lambannya penyelesaian.

Sebaiknya Panitia Penyelenggara Asian Games
menerapkan sejumlah standar, peraturan nasional
dan internasional dalam membangun sarana bagi
penyandang disabilitas, Misalnya UU Nomor 8
tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan
UU Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan
Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
Sebaiknya Panitia Penyelenggara Asian Games
menyediakan papan informasi dan penunjuk arah
lokasi dengan bilingual dan bukan hanya berupa
pictogram.

Sebaiknya Panitia Penyelenggara Asian Games
mempertimbangkan untuk berkoordinasi dengan
penyelenggaratransportasilain misainyapengusaha
transportasi swasta yang dapat menjangkau lokasi
jauh.

Sebaiknya Panitia Penyelenggara Asian Games
memonitori  penyediaan, pemeliharaan, dan
penggunaan fap water beserta kualitasnya, dan
koordinasi dengan instansi berkompeten.
Sebaiknya Panitia Penyelenggara Asian Games
dapat menyediakan sarana pengukur kepuasan
pengunjung tentu akan berdampak positif bagi work
performance panitia penyelenggara Asian Games di
Jakarta dan Palembang.

Sebaiknya Panitia Penyelenggara Asian Games
menyediakan penerangan jalan atau di sekitar
lokasi pada malam hari. bukan hanya di dalam
lokasi, tetapi jalan menuju lokasi atau areal sekitar
lokasi, sehingga dapat mencegah tindakan kriminal
atau pelanggaran lainnya terjadi.

Sebaiknya Panitia Penyelenggara Asian Games
menyediakan pintu keluar darurat untuk mencegah
sejumlah pertanyaan, kritik, atau pengaduan dari
negara lain sebagai partisipan.

Sebaiknya Panitia Penyelenggara Asian Games
menyediakan sarana dan pelayanan kesehatan
dasar yakni mengadakan klinik kesehatan, mobil
ambulans dan petugas kesehatannya di sejumlah
lokasi.

Sebaiknya Panitia Penyelenggara Asian Games
menyiapkan  Stadium  Control ~ Room  dan
petugasnya. Oleh karena sarana dan petugas yang
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bertugas ini dapat memantau keberfungsian sarana menyelesaikan kuliahnya. Tuntutan itu sesuai keinginan sebagian guru yang seharusnya menerima hak tunjangan ~ 16. Polemik Kehalalan Vaksin MR, Ombudsman
di lokasi tersebut, dan mencegah hal yang tidak orang tua saat melapor ke Ombudsman RI Perwakilan khusus tidak menerima lagi pada tahun 2017 karena Undang Pihak Terkait
diinginkan terjadi. Sumut. perubahan kriteria penetapan daerah khusus. Guru yang
11. Sebaiknya Panitia Penyelenggara Asian Games oo o - mendapat tunjangan khusus adalah guru yang mengajar Sejak tanggal 1 Agustus 2018 Kementerian Kesehatan
mengadakan rambu keselamatan'dli seluruh lokasi |angssiknrgta%senel)r;%a; Li\el-rl]g Id&)kr?wr;)udﬁrt])én Sg}]alﬁg%%? di daerah tertinggal dan sangat tertinggal. RI memgsukan vaksin MR ke dalam program imunisasi
yang ada. Rambu keselamaan ini sebagal tanda e icier 0097/ MV/2018/MDN, dari Kepala Perwakilan LAHP ini diberikan sebagai hasil aknir pemeriksaan ~ {ULn Dalia dan anak, muncul beragam reaksi masyarakel,
peringatan pertama_atau pemandu yang dapat Ombudsman RI disaksikan oleh Ketua Ombudsman Rl atas laporan guru-guru di Kabupaten Kubu Raya batk yang mendukung maupun yang mgnolak Vaks!n
memandu pengunjung untuk dapat menuju aran Amzulian Rifai, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Sebelumnya Ombudsman Rl juga telah menerima MR dengan alasan status kehalalan vaksin yang masin
tertentu dan menyelamatkan diri jika terjadi bencana : L , , dipertanyakan. Puncaknya, saat keluar imbauan dari
alam Dr Arif Satria, dan Anggota Ombudsman RI Alamsyah laporan serupa dari Kabupaten Melawai, Mempawah, MUI Keoulauan Riau keoada waraa aaar tidak mengikuti
'. " . Saragih. dan Sambas. Laporan pengaduan berawal dari guru- WIUTREPL p: gaag g
12. Sebaiknya Panitia Penyelenggara Asian Games Ul vang seiak fahun 2012 ditetankan  sebadai imunisasi MR, sebagaimana tertuang dalam Surat
menyediakan ruang ibadah yang layak, aksesibel, Menurut Ketua Ombudsman Amzulian Rifai d.engan %eneri%a %unja#] qan Khusus, namun aga awal tah%n Edaran Nomor Ket-53/DP-P-V/VII/2018 yang ditujukan
nyaman, aman, dan sesuai standar internasional, penyerahan LAHP, maka berakhirlah proses pemeriksaan 9017 tidak laai ditetankan seba a Pen[t)erima Tunianaan kepada Gubernur Kepulauan Riau, tertanggal 30 Juli
memisahkan pengunjung pria dan wanita untuk laporan masyarakat terkait ART. Isi LAHP Ombudsman Khusus Atasg erubaﬁan Statusgtersebut Pela oJr teglah 2018 yang meminta masyarakat untuk tidak mengikuti
ruang ibadahnya dan untuk mengambil air wudhu. Rl menyimpulkan bahwa Pemkab Simalungun men arh aikanp aduan kepada Kepala UPT D[?sdikbud imunisasi MR.
Termasuk  menyediakan ruang ibadah yang  telah melakukan findakan maladministrasi berupa Teluk Pakedal dan Kadis Dikoud Kuby Raya. Adun Munculnya SE MUI tersebut tidak serta merta
representatit bagi penganut agama lain selain slam, pengabaian hukum yang menimbulkan kerugian bagi tersebut juga telah sampai pada Bupati KubuyF{a a dan membuat Ke¥nenterian Kesehatan membatalkan Vaksin
atau jika tidak, dapat menyediakan informasi terkait yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan tidak Ut juga telah sampal pada bup y .
dimana lokasi tempat peribadatan yang sesuai dapat melanjutkan kuliahnya. LAHP Ombudsman R Mendlkbud. Terkait aduan Mgnd|kbud beralasan bahwa MR. Menurut. Kementenan Kesehatan,' persoalan
dengan kebutuhan pengunjung, menyediakan ruang menyatakan bahwa Pemkab Simalungun perlu melakukan jika mengacu pada Permendikbud No. 12 Tahun 2017, kehalalan Vaksin MR telah dilakukan pengajuan kepada
. : ol : : - seharusnya tunjangan khusus diberikan untuk guru-guru MUI dan saat ini tengah menunggu proses penerbitan
ibadah yang dapat diakses penyandang disabilitas beberapa tindakan korektif untuk memulihkan hak ART . . . ey
' Pertama, Pemkab Simalungun berkordinasi dengan IPB di desa tertinggal dan sangat tertinggal. Namun pada sertifikasi halalnya. Dengan berdasarkan hal tersebut
: : o o : e - tahun 2017 ini, tunjangan khusus hanya dapat diberikan Kementerian Kesehatan tetap melakukan pemberian
14. Penghgnnan BeaS'SW? Mahasiswi IPB olen t}?rgan pemelru:(hin syargt s(;j/arat adm.|n|$.tra3| ﬁka.dem|k. kepada desa sangat tertinggal karena adanya efisiensi imunisasi MR bagi masyarakat yang membutuhkan
Pemerintah Daerah Simalungun N%%Jg;. 4?8/%2%1ar;/sgt/eDr;SgirE_2g1egjadn6{|nar'1\lOmeorggs%ag;\z} anggaran. dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat, mengingat
' [T3/KsP/2015 untuk memastikan kelanjutan studi dan Ombudsman memberikan beberapa tindakan korektif \lilerr?wsét(i::rznpsaekrtgmizggigtgsn r:r?e”?j:aaﬂatnﬁ%ggggtgg
pembiayaan akademik bagi ART hingga selesai. Ketiga, yang perlu dilakukan Mendikbud, yaitu mencabut banasa dan neqara yang. dap
Pemkab Simalungun berkoordinasi dengan Badan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor g gara.
OMBUDSMAN
M ' Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Badan Pengawasan 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Polemik kehalalan vaksin MR ini mengakibatkan
R_--‘-*“?a.. IBLIK INDON Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Ombudsman Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan terjadinya kesimpangsiuran informasi dan keresahan di
' ve £ Rl untuk memperjelas mekanisme akuntabilitas Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kedua, tengah masyarakat. Padahal harus diakui bahwa program
e pembiayaan. berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) imunisasi yang sudah berjalan rutin di Indonesia sejak
- - . dalam menentukan dasar penetapan daerah khusus, tahun 1977 sudah terbukti mengurangi angka penyakit
30 hge;:akrgtt;ﬁﬁ]gjﬁzr? Ili%%?iﬁ??e?sgm Jt:gis %lﬁi;?avr\]'igau sebagaimana kriteria yang diatur dalam Undang-Undang berbahaya dan kematian. Pemberian Vaksin adalah upaya
Ombudsman Rl akan menerbitkan Rekomendasi guné 14 Tahun 2005. Ketiga, meminta kepada Mendikbud pencegahan penyakit yang sangat efektif, dan dianggap
memulinkan kembali hak ART sebagai penerima untuk membayarkan hak guru bgrdasarkan data pada salah satu terobosan besar diabad kedua puluh.
Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Pemkab Simalungun. tBaEEn 2016 dengan berkoordinasi bersama BPKP dan Ombudsman Rl mengamati persoalan tersebut
. Pemberian Tunjangan Khusus Guru di Kabupaten dan mengundang Kementenaanesehatan, BPO, PT.
Kubu Raya Bermasalah, Ombudsman Berikan 3 vo—
Saran Perbaikan kepada Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan
Ketua Ombudsman Ri, Anggota Ombudsman R/ bersama Kepala . .
Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara menyerahkan LAHP kepada Ombudsman RI menyerahkan laporan akhir hasil
Sekretaris Dinas Peﬂd/'d/ér?ﬂ /jabupaff»;ﬂ /f//;kguﬂézuﬂ feAﬁfaf,;g ?UW{; , pemeriksaaan (LAHP) kepada Direktur Pembinaan Tenaga
Maladministrasi Pemkab Simalungun terkait Beasiswa Arnita Turnip di L h T
P, Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Rl pada 13 Agustus 2018 terkait penetapan sekolah dan
, , . , , guru penerima tunjangan khusus di Kabupaten Kubu
Arnita Turnip (ART), mahasiswi IPB akhirnya kembali Raya tahun 2017. Dalam LAHP tersebut Ombudsman Rl
dengan penyerahan Laporan AKNir Hasil Pemeriksaan dalam menerbitkan Permendikbud No.12 Tahun 2017 . .
(LAHP) Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Ombudsman RI memberikan waktu kepada Menteri Anggota Ombudsman RI Dadan S. Suharmawijaya beserta Kementerian
kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Eendldlkan dan Kebudayaan Rl untuk melaksanakan Kesehatan, Bio Farma dan MUI dalam paparan ke media
melalui  Sekretaris Dinas Pendidikan  Kabupaten Pegawai Negeri Sipil Daerah tindakan korektif dimaksud dalam waktu 30 (tiga puluh) . .
Simalungun, Selasa (7/8/2018) di Kantor Pusat o U _ _ hari sejak diterimanya LAHP. Bio Farma serta MUl untuk mendapatkan penjelasan
Ombudsman RI. Selain itu, Mendikbud juga diduga menyalahi mengenai polemik vaksin MR. Ombudsman berharap
, prosedur dalam memberikan tunjangan bagi guru masyarakat mendapat kepastian supaya persoalan ini
Sebelumnya, ~ Pemkab  Simalungun  sudah di daerah khusus, dengan berdasarkan Indeks Desa tidak berlarut - larut. Hasil dari pertemuan tersebut antara
membayarkan seluruh tunggakan uang kuliah Amita Membangun (IDM) dimana Badan Pusat Statistik (BPS) lain : Kementerian Kesehatan, Bio Farma dan MUI akan
dan mengaktifkan kembali ~ status ART ~sebagai sebagai lembaga yang memiliki kewenangan tidak terus berkoordinasi dalam proses sertifikasi halal vaksin
peserta penerima BUD Pemkab Simalungun sampai dijadikan acuan. Maladministrasi tersebut menyebabkan MR.
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17. Posisi Penyelenggara Negara dalam Perkembangan Untuk itu, dengan mencermati perkembangan Pemerintah Kabupaten Buru serta Pemerintah Provinsi mendeteksi dan memulihkan dampak penggunaan
Penyelenggaraan Pemilu 2019 situasi sebelum, selama dan sesudah Pemilihan Umum, Maluku. merkuri pada wilayah Gunung Botak;

Ombudsman menghimbau bagi Penyelenggara Negara ) Membentuk  Crisis  Center untuk melakukan

dan Pemerintahan untuk: 37 Tgﬁﬂﬁagggg?eﬁf;% %hjgg#:nd %Z%U%Tﬁﬂ%gln%?g pemulihan terhadap adanya degradasi sosial budaya

a) Menjaga netralitas dalam penyelenggaraan negara maka Ombudsman melakukan investigasi atas prakarsei masyarat lokal di sekitar wilayah pertambangan
khususnya penyelenggaran pelayanan publik sendiri terhadap dugaan Maladministrasic dimana Gunung Botak, sebagai akibat dari adanya operasi
kepada masyarakat. fokus kali ini terkait pengawasan terhadap pénggunaan pertambangan mineral emas di Gunung Botak;

b) Tidak menyatakan dukungan secara terbuka kepada merkuri dalam aktivitas pertambangan di Gunung Botak Pemerintah dan DPRD Provinsi Maluku harus dapat
pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku serta memberikan membuat peraturan Daerah tentang pertambangan
sebelum mengajukan cuti (non aktif) dari jabatan saran perbaikan Repada instansi/ lembaga terkait mineral dan logam di Provinsi Maluku, sehingga
yang diembannya. ' dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan

¢) Segera non-aktif (cuti) dan/atau mengundurkan Dari sisi operasional, Ombudsman Rl menemukan operasional pertambangan yang berkelanjutan;
diri dari jabatan selama masa kampanye Pemilihan maraknya penjualan merkuri untuk digunakan dalam Melakukan Evaluasi terhadap Kepala Kepolisian
Umum bagi Penyelenggara Negara dan/atau aktivitas pertambangan di Gunung Botak serta maraknya Resort (Kapolres) dan Komendan Daerah Militer

) Pemerintahan yang terlibat dalam Tim Kampanye Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dilakukan Kabupaten Buru, karena tidak tegas, lalai, dan

Anggota Ombudsman Rf Ahmad Alamsyah S. dan Laods Jia menyampalkin Nasional termasuk vana sudah secara terbuka oleh masyarakat. Ombudsman menemukan adanya terkesan melakukan pembiaran dalam mengawasi
pernyataan resmi di hadapan media , yang . . .

memberikan dukungan kepada salah satu pasangan pembiaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bawahannya yang kurang tanggap dalam

Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu. Untuk Buru dan Pemerintah Provinsi Maluku pada sejumlah pengawasan wilayah Pertambangan Mineral Emas

Esensi dari netralitas birokrasi adalah mewujudkan ini Ombudsman mendukung Bawaslu dalam Perusahaan Pertambangan yang menggunakan metode di Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku,

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari menjalankan kewenangannya mengawasi. tromol dengan menggunakan merkuri sebagai bahan sehingga telah terjadi perdagangan, penjualan,

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Penyelenggara Negara d) Tidak menggunakan  kewenangan  untuk utama untuk mengikat logam emas. Hal ini kemudian peredaran, dan penggunaan merkuri dengan bebas

dan Pemerintahan sebagai instrumen/alat negara wajib menggerakkan,  memaksakan, dan/  atau berdampak luas pada kerusakan lingkungan seperti di wilayah Pertambangan Gunung Botak Kabupaten

menjunjung tinggi profesionalitas dalam melakukan mempengaruhi ASN untuk mendukung salah satu kerusakan struktur tanah, air tanah, hutan, peternakan, Buru Provinsi Maluku. .

tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan publik, pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; sungai, laut dan udara; termasuk telah membuat Mengganti (memutasi/menarik) petugas aparat

serta bertindak non-diskriminatif. Hal ini dimaksudkan e) Tidak menggunakan fasilitas negara seperti kerusakan terhadap lahan dan tanaman pertanian serta keamanan Polri dan TNI yang ditugaskan sebagai

untuk menjamin roda pemerintahan terselenggara kendaraan dinas, gedung kantor, dan/atau sarana hutan sagu. petugas keamanan di sekitar wilayah Pertambangan
secara baik dan tidak ada perlakuan diskriminatif kepada prasarana lainnya untuk kepentingan kampanye Ombudsman RI berpendapat potensi maladministrasi ylnere;)l E'mE'lSMdII kGUEUﬂg ?%talﬁtKabUﬁa}eU
masyarakat selaku pengguna pelayanan. gtau V\(;uifltljr;gan.dkepada pasangan Calon Presiden dalam pengawasan aktivitas pertambangan di Provinsi dgrqu terr%gllsr: rr?ellja;dkar?re%ae mlbinanega;fS:’rha% glp

Mencermati situasi saat ini, menjelang tahun politik an tak rresien. . Maluku pada umumnya terjadi akibat tidak adanya o i ~
2019 terjadi fenomena yang menjjadi %erdebatzn di ) Memastikan penyelenggaraan pelayanan publik Peraturan Daerah dan  petunjuk teknis lainnya yang g’”ad'”ya perdaga”ﬁa”.’dpe”’“at')ag’ %?reqlara”r;
: . tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tur tentang Pengelolaan Pertamb Mineral an penggunaan merkuri déngan bebas di wiiaya

ruang publik, yakni adanya Penyelenggara Negara ; : mengatur teniang rengelolaan rertambangan Minera Pertamb G Botak Kabupaten B

duksi di atas d berik meningkatkan kualitas pelayanan selama masa dan Batu Bara Dagrah di Provinsi Maluku, termasuk eriambangan uunung  botax Rdbtpaien Bur

yang mereduKs! asas-asas di alas dengan memberikan | Pemil - e Provinsi Maluku Panglima Daerah Militer XVI

dukunaan secara terbuka bahkan meniadi salah satu penyelenggaraan remiiu. Larangan Melakukan Kegiatan Pertambangan Mineral ; -
gan , J , o L M dung Merkuri atau Air Raksa (Bat Pattimura dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda)

anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Calon Mempertimbangkan berbagai hal di atas, Ombudsman 0gam yang Viengandung Erur atau Al naxsa (Batu Maluku agar Membentuk Tim Gab diri
- : - : Sinabar). Selain itu Ombudsman Rl juga menemukan aluku agar Membentuk Tim Gabungan yang terdiri
Presiden dan Wakil Presiden. Terdapat pernyataan Rl membuka ruang pengaduan bagi masyarakat maupun - Ob ' Juga dari A TNI dan Polri untuk menindak
: .- - e : adanya penyimpangan dalam penerbitan Izin Amdal yan ari Aparat an Polri untuk menindak tegas
sejumlah pimpinan Kementerian/Lembaga Negara/ ASN yang menemukan Maladministrasi yang dilakukan canyd penyimpang penert yang (menangkap dan memproses hukum) Pemasok,
Kepala Daerah terkait dengan dukungan kepada oleh ~Penyelenggara Pelayanan Publik, khususnya diterbitkan oleh Tim Amdal dan disahkan oleh Komisi Agen. Penjual. pembeli, d kuri
: : : o " Penilai Amdal, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan gen, renjual, Pembell, dan pengguna merkur

Calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini patut pada masa pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019. o J P grung di Kabupaten B ta melakuk

- - - - o " P : Provinsi Maluku karena tidak cermat dalam melakukan | Rabupalén buru, Serla melakukan pengawasan

dicermati karena berpotensi mengakibatkan terjadinya Ombudsman RI' menjamin kerahasiaan identitas bagi o terhadap jal k merkuri melalui pelabuhan-

it : : : enilaian di lapangan pada salah satu perusahaan ernacap jaiur pemasok merkuri mefalul pelabunan

Maladministrasi. Potensi yang dimaksud berupa: para Pelapor yang mengadukan hal tersebut sebagaimana P pangan - pa P pelabuhan dan bandara.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 pertambangan, yakni PT. Prima Indo Persada. i

1) penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan g 9 : , - Bupati Kabupaten Buru, agar segera melakukan
penyelenggaraan negara dan pemerintahan; tentang Ombudsman Republik Indonesia. Berdasarkan hasil temuan dan analisis ketentuan penertiban kepada :

2) diskriminasi dalam pemberian Pelayanan Publik peraturan perundang-undangan, Ombudsman Republik a) PT. Buana Pratama Sejantera, PT. Prima
kepada masyarakat akibat terganggunya netralitas  18. Pengawasan Terhadap Penggunaan Merkuri Indonesia menyampaikan saran, sebagai berikut: Indo Persada, PT. Citra Cipta Prima, dan PT.
dan tatanan birokrasi.; dalam Aktivitas Pertambangan di Gunung Botak, a. Gubernur Maluku untuk mencabut lzin Perusahan Sinergi - Sahabat Setia, dan berkoordinasi

3) penyimpangan asas umum pemerintahan yang Kabupaten Buru, Provinsi Maluku operasipertambangan mineral emas yang telah dengan Gubernur dan pihak keamanan (TNI
baik ’ . o o dikeluarkan kepada PT. Buana Pratama Sejahtera, dan Polri) setempat untuk menutup semua

' , , Ombudsman R merilis hasil investigasi atas PT. Prima Indo Permai, PT. Citra Cipta Prima aktivitas penambangan baik yang dilakukan
Dalam  menjalankan tugas dan  fungsinya, prakarsa sendiri yang dilaksanakan oleh Kantor dan PT. Sinergi Sahabat setia, dan berkoordinasi oleh keempat perusahaan dimaksud, maupun
. X o ; . : g pat p ) p

Ombudsman RI tidak hanya melihat dari sisi hukum Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku mengenai dengan Bupati Buru dan Jajarannya serta petugas Pertambangan Rakyat Tanpa lzin (PETI) yang

positif (legal-formal) namun juga memperhatikan problematika dalam pengawasan penggunaan merkuri keamanan (TNI dan Polri) untuk menutup semua beroperasi di Gunung Botak Kabupaten Buru;

ketaatan kepada nilai/asas kepatutan dalam tindakan dan terhadap dampak kerusakan lingkungan dan kesehatan aktivitas penambangan baik yang dilakukan oleh ke- _

perilaku Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Publik. masyarakat pada aktivitas pertambangan di Gunung empat perusahan tersebut, maupun pertambangan b) - Melakukan penertiban kepada para penambang

Dalam konteks ini Ombudsman RI perlu mengingatkan Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Pengambilan Rakyat Tanpa Izin yang beroperasi di Gunung Botak yang berasal dari luar Kabupaten Buru, untuk

kembali pentingnya Penyelenggara Negara dan data dilakukan pada bulan Mei s/d Juni 2018 melalui Kabupaten Buru; segera dipulangkan ke daerah asal masing-

Pemerintah berpegang pada etika bernegara. Bahwa teknik wawancara dan obsgrvasi lapangan. Wawancara b. Membentuk Sekretariat bersama dengan limuwan, masing.

Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Publik sebagai dilakukan kepada masyarakat Desa Wamsait (masyarakat Kementerian/Dinas ~ Kesehatan,  Kementrian/ _ ,

pelayan masyarakat harus berdiri secara imparsial, dan yang terlibat langsung dalam penambangan emas di Dinas Pertanian, Kementerian/Dinas Kehutanan, Membentuk Tim Khusus dengan melibatkan para

bukan lagi sebagai unsur Partai Politik atau Kelompok Gunung Botak), para petani di sekitar Kawasan Gunung Kementerian/Dinas ~ Kelautan ~ dan  Perikanan, Ahli yang independen untuk melakukan evaluasi

Kepentingan tertentu. Botak, para penambang, tokoh masyarakat/ tokoh adat, Kementerian/Dinas  Lingkungan Hidup, untuk menyeluruh terhadap adanya kerusakan lingkungan
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menilai potensi mineral tambang, dan melakukan
penataan dan menyusun perencanaan penambangan
yang ramah lingkungan dan berkelanjutan yang
pada gilirannya dapat menjadi acuan untuk
memberikan kesempatan kepada Investor Tambang
Mineral Emas yang memiliki Lisensi Pertambangan
dengan  menggunakan  Teknologi  Eksplorasi
tambang modern dengan sistem pengelolaan sesuai
ketentuan Undang-Undang, yang selain ramah
lingkungan dan berkelanjutan, tetapi juga dapat
memberi kesejahteraaan bagi masyarakat baik di
sekitar wilayah Gunung Botak, Kabupaten Buru dan
Provinsi Maluku.

Sekolah Inklusi, Ekslusif Bagi Anak Didik
Penyandang Disabilitas

Ombudsman Rl merilis hasil investigasi atas
prakarsa sendiri mengenai Aksesibilitas Sekolah Inklusi
di Kalimantan Selatan. Investigasi sampai laporan
akhir kajian dilakukan pada bulan April - Juli 2018 di
Kalimantan Selatan. Lokasi kajian meliputi sejumlah
besar wilayah di Kalimantan Selatan (Kota Banjarmasin,
Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah
Laut, Kabupaten Barito Kula, Kabupaten Hulu Sungai
Selatan, dan Kabupaten Tabalong).

Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia,
Ombudsman melakukan investigasi atas prakarsa sendiri
terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan
pelayanan publik bidang pendidikan bagi anak didik
penyandang disabilitas. Yakni, belum tersedia dan
terbatasnya sarana dan pelayanan pendidikan bagi
mereka, serta hasil investigasi tersebut memberikan
saran perbaikan kepada instansi/lembaga terkait.

Dalam investigasi tersebut, Ombudsman RI
menemukan komplikasi masalah yang dialami peserta
didik berkebutuhan khusus. Padahal, Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Selatan mencatat penyandang
disabilitas usia sekolah sebanyak 25% atau setara 24.839
orang anak. Mereka yang mendapatkan pendidikan
di SLB sejumlah 1.453 anak, dan yang tertampung di
sekolah inklusi sejumlah 4.453 anak. Nyatanya, peserta
didik disabilitas ini mendapat penolakan untuk ikut dalam
penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah inklusi.
Pasalnya, tidak ada syarat standar peserta didik baru
penyandang disabilitas. Termasuk tidak memadainya

sarana dan prasarana di sekolah inklusi, proses belajar
mengajar tidak sesuai kebutuhan anak didik disabilitas.
Oleh karena tidak ada guru pembimbing, tidak ada kriteria
kelulusan minimal bagi anak didik dengan disabilitas.
Bahkan orangtua siswa disabilitas harus ‘patungan’ untuk
membayar guru pembimbing, dan sayangnya guru dan
siswa bukan penyandang disabilitas kurang menerima
dengan baik siswa disabilitas.

Dari sisi pengawasan, ditemukan pertama,
permasalahan terjadi pengabaian kewajiban oleh
Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kab/Kota dalam
penyelenggaraan sekolah inklusi, sehingga sekolah
inklusi tidak dapat diakses anak didik berkebutuhan
khusus Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten
Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten
Tabalong. Kedua, terjadi penyimpangan prosedur
penyelenggaraan sekolah inklusi di Kalimantan Selatan,
dengan tidak tersedianya guru pembimbing khusus,
tidak ada petunjuk teknis pelaksanaan PPDB bagi siswa
penyandang disabilitas (sehingga ada sekolah inklusi
yang menolak mereka tanpa alasan), tidak terdapat
standar layanan penilaian (Kriteria Ketuntasan/kelulusan
Minimal) padahal menurut Peraturan Menteri Pendidikan
No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi
Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki
Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa, harus
dibuat berdasarkan minat dan bakat siswa, dan tidak
terdapat standar layanan minimal di sekolah inklusi.
Ketiga, penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang
tidak kompeten di sekolah inklusi, karena mereka
dididik bukan oleh guru pembimbing yang mempunyai
kompetensi khusus. Keempat, terjadi penyelenggaraan
pelayanan pendidikan yang tidak memadai, karena
masih ada guru yang hanya mengelompokkan anak didik
disabilitas dengan sesamanya, dan memisahkan dengan
mereka yang non disabilitas.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis ketentuan
peraturan perundang-undangan, Ombudsman Republik
Indonesia menyampaikan saran, sebagai berikut:

1) Pemerintah Provinsi/Kab/Kota sebaiknya dapat
memenuhi akses bagi siswa ABK di sekolah inklusi;

2) Pemerintah  Provinsi/Kab/Kota ~ semestinya
menempatkan guru pendamping khusus paling
sedikit 1 (satu) orang di setiap sekolah inklusi;

3) Pemerintah Provinsi/Kab/Kota sebaiknya menyusun

"I‘
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standar persyaratan dalam penerimaan peserta didik
baru berkebutuhan khusus pada sekolah inklusi di
Kalimantan Selatan;

4) Dinas Pendidikan Kab/Kota segera mengeluarkan
surat edaran tentang larangan melakukan pungutan
kepada orang tua siswa ABK untuk membiayai guru
pendamping khusus;

5) Pemerintah Provinsi/Kab/Kota seyogyanya segera
melakukan evaluasi terhadap kebijakan penetapan
sekolah inklusi;

6) Membentuk unit layanan disabilitas pada tingkat
Provinsi dan Kabupaten/Kota;

7) Sinkronisasi  kebijakan mencegah saling lempar
kewenangan penyelenggaraan sekolah inklusi
antara pemerintah Provinsi dan Kab/Kota.

Bahasa Indonesia di Tengah Arus Globalisasi

Ombudsman Rl merilis hasil “Survei Pelayanan
Publik dan Penggunaan Bahasa Indonesia” bersamaan
dengan Bulan Bahasa pada tanggal 28 Oktober bertepatan
dengan Hari Sumpah Pemuda. Salah satu tekad dalam
Sumpah Pemuda 1928 adalah menjunjung bahasa
persatuan, bahasa Indonesia, walaupun terdapat 652
bahasa daerah.” Survei tersebut bersumber dari koleksi
foto-foto  “Survei Kepatuhan Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik.”

Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia,
Ombudsman dapat melakukan investigasi atas
prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi
dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui
kegiatan survei dan kajian inilah Ombudsman berupaya
mengingatkan dan mengawasi penyelenggara pelayanan
publik di seluruh Indonesia untuk menerapkan standar
pelayanan minimum dan pencantuman Sistem Informasi
Pelayanan Publik yang mudah dipahami di ruang
pelayanan.

Dalam “Survei Pelayanan Publik dan Penggunaan
Bahasa Indonesia” yang Ombudsman RI laksanakan,
ternyata kesalahan penulisan informasi publik di kantor
pelayanan publik tidak hanya terjadi dengan adanya salah
cetak oleh percetakan. Akan tetapi, kekurangpahaman
dan keterbatasan informasi  pejabat publik atas
pengunaan bahasa yang tertib/patuh, baik, dan benar
juga menyebabkan penggunaan bahasa pada pelayanan
publik tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pejabat publik (pimpinan) tidak mencermati kembali
hasil kerja stafnya dalam merancang informasi publik
yang dipasang pada ruang pelayanan. Penggunaan
bahasa asing dan/atau bahasa daerah diperbolehkan
atau tidak dilarang apabila tidak mengurangi atau
menghilangkan keutamaan bahasa Indonesia sebagai
bahasa negara. Tidak ada larangan dalam hal singkatan:
penyingkatan  disesuaikan  dengan  aturan/kaidah
yang berlaku. Kesalahan penggunaan bahasa dalam
pelayanan publik menunjukkan kurangnya kompetensi
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pejabat pelayanan/petugas instansi  penyelenggara
pelayanan publik. Pejabat/petugas yang tidak kompeten
itu berdampak buruk pada rendahnya kepatuhan standar
pelayanan publik.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis ketentuan
peraturan perundang-undangan, Ombudsman Republik
Indonesia menyampaikan saran, sebagai berikut:

1) Penggunaan Bahasa Indonesia selalu diutamakan
atau didahulukan;

2) Bahasa asing dan bahasa daerah dapat digunakan
sebagai pelengkap atau penyerta bahasa Indonesia
dalam penyampaian informasi publik di ruang
pelayanan publik;

3) Penerapan kaidah Bahasa Indonesia dipastikan
sebelum pencetakan atau publikasi. Koreksi atau
perbaikan dilakukan oleh pejabat atau atasan terkait
dengan merujuk pada referensi yang tepat;

4) Pandangan ahli Bahasa Indonesia, bahasa daerah,
dan bahasa asing diminta. Sedapat mungkin
singkatan dihindari agar tidak terjadi multitafsir;

5) Masukan, saran, kritik, atau teguran dibuat terhadap
kesalahan penggunaan bahasa dalam pelayanan
publik oleh pejabat/petugas instansi penyelenggara
pelayanan publik di ruang pelayanan publik dan
terhadap pembiaran perusahaan swasta yang
tidak patuh pada peraturan perundang-undangan
penggunaan bahasa.

7 Saran Perbaikan Ombudsman Rl agar Tata
Kelola Proses Seleksi ASN Tahun 2018 Bebas
Maladministrasi

Ombudsman Rl menemukan banyak permasalahan
yang berpotensi maladministrasi selama pelaksanaan
seleksi CPNS tahun 2018. Adapun laporan masyarakat
yang diterima Ombudsman sebanyak 1054 (seribu lima
puluh empat) laporan, laporan tersebut disampaikan
melalui Kantor Ombudsman RI pusat dan 34 Perwakilan
Ombudsman di seluruh Indonesia.

Sebagian besar laporan yang disampaikan ke
Ombudsman sudah disampaikan para pelamar kepada
Instansi Penyelenggara, namun belum memperoleh
penyelesaian. Hal ini terjadi karena tidak efektifnya
pengaduan internal di masing-masing Instansi
Penyelenggara dan ketiadaan mekanisme menyampaikan
keberatan/sanggah pada situs web SSCN (Sistem Seleksi
CPNS Nasional), sehingga para pelamar tidak dapat
terlayani dengan baik.

Masalah yang paling banyak dilaporkan ada pada
tahapan seleksi administrasi dengan total 949 laporan.
Salah satu permasalahan pada tahapan ini adalah
masalah pengiriman berkas fisik ke instansi yang dilamar
peserta, padahal hal ini tidak perlu dilakukan karena telah
menggunakan sistem online melalui situs web SSCN.

Selain  itu, Ombudsman juga menemukan
permasalahan Instansi Penyelenggara yang tidak
menyebutkan persyaratan secara jelas dan spesifik.
Contohnya pada Formasi Penghulu Pertama hanya
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mencantumkan Kualifikasi Pendidikan S-1 Hukum Islam, e Soal-soal untuk formasi disabilitas harus

tanpa menyebutkan bahwa formasi tersebut dikhususkan didesain tersendiri sesuai dengan karakteristik

untuk Calon Peserta laki-laki. disabilitas Calon Peserta sehingga soal-soal

; : T - tersebut tidak sama dengan soal-soal formasi
Masalah lainnya di tahap administrasi, yakni tidak L

jelasnya penentuan istilah dalam rumpun keilmuan, ggyamterutamauntukCalon Peserta disabilitas

sehingga peserta yang seharusnya memenuhi syarat '

sesuai formasi yang dibutuhkan menjadi tidak diloloskan 7. Pengadaan prasarana dan sarana seleksi harus

pada tahap ini. dipersiapkan dengan matang oleh Panselnas dan
Pada tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), Panitia Penyelenggara dengan menggunakan

Ombudsman masih menemukan permasalahan tidak ﬂerenc%r_llae:(n Eesualudengan anr?garan yang tersedia.

siapnya sarana dan prasarana untuk CAT. Misalnya di arus é,a 'U'ka? &JJI .CODS |ter %dap pras?(rana daE

Banda Aceh, Kediri, dan Purworejo, masih terdapat garlarila. C;D}\llté Okasi sebelum dipergunakan untu

kendala dalam penyediaan komputer dan/atau laptop Blexs! '

untuk CAT. Terkait dengan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

: kan segera berlangsung di awal Desember 2018,
Ombudsman  memandang  perlunya tindakan yang a . .

perbaikan oleh Panselnas dan Instansi Penyelenggara (L)mbgjdsnljan Pmemlntahlgapaderl”semuq PKemflantenan/

agar proses seleksi ASN tahun 2018 bebas embaga dan Pemerintah Daerah Instansi Penyelenggara

maladministrasi. Untuk itu, Ombudsman menyampaikan untuk melaksanakan SKB secara transparan, obyekif,

beberapa saran berbaikan antara lain: dan akuntabel, sehingga menghasilkan calon ASN yang

' profesional.

1. Pengumuman  persyaratan ~ oleh  Instansi
Penyelenggara harus divalidasi oleh Panselnas . , .
sehingga tidak ada persyaratan yang bertentangan ~ 22- MaIanlnlstre_l3| dalam penyidikan kasus
dengan peraturan yang berlaku. Persyaratan harus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan
disampaikan secara rinci jelas terutama untuk i i imulai dari: Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala saat penjelasan LAHP Kasus
formasi yang membutuhkan kekhususan, misalnya Ombudsman  Republik Indonesia  menemukan Rangkaian petunjuk tersebut dimulai dari ’ o /Nave/Basv{/edankepadaMet;jia
persyaratan jenis kelamin, agama, jenis disabilitas, maladministrasi dalam proses penyidikan Laporan a. Pada awal bulan Ramadhan tahun 2016 maladministrasi yang dilakukan adalah tidak
tingkat disabilitas dan kemampuan khusus lainnya. Polisi Nomor: LP/55/K/IV/2017/PMJ/Res JU/S GD terdapat percobaan penabrakan saat sedang cermat dalam dasar penugasan seperti yang

2 Ketentuan terkat persyaratan akreditasi yang tanggal 11 April 2017 tentang tindak pidana kekerasan mengendarai sepeda motor menuju kantor KPK dicantumkan pada Pasal 6 Perkap Nomor 14
dipergunakan harus mengacu kepada peraturan (pengeroyokan) terkait perkara tindak pidana penyiraman RI; Motor dari arah belakang dengan kecepatan Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan
menteri yang membidangi, dalam hal ini adalah air keras yang dialami NB. Penanganan perkara tersebut tinggi menendang motor NB dan- Kejadian itu yang menyatakan bahwa Surat perintah
Menteri Ristekditi yang telah menerbitkan Peraturan dilakukan oleh penyidik Polri dalam hal ini jajaran Polda terjadi di Jalan Boulevard Kelapa Gading di tugas sekurang-kurangnya memuat  “dasar
Menteri Ristekdikti Nomor 32 Tahun 2016. Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Utara, dan Polsek sebelah Bank Mandiri; penugasan’.

o o Kelapa Gading, Temuan tersebut merupakan investigasi , .

3. Persyaratan terkait tingkat pendidikan Calon atas prakarsa sendiri yang dilakukan 0|2h Ombudsmgn. b. Pada tahun 2016 juga, di Jalan Boulevard Terdapat Surat Panggilan yang dikeluarkan
Peserta harus memperhatikan rumpun ilmu, bukan U , Kelapa Gading sebelum Apartemen Gading oleh Penyidik, tidak disertai dengan tanda
menggunakan nomenklatur program studi dan Temuan ~ Maladministrasi ~ dalam  pemeriksaan Nias, NB ditabrak oleh sebuah mobil dengan tangan penerima. Hal tersebut tidak sesuai
harus mendapat pertimbangan dari Kementerian Ombudsman antara fain : jenis mobil Avanza/Xenia sebanyak 2 (dua) kali dengan ketentuan dalam Pasal 27 Ayat 4
Ristekdikti sebelum diumumkan kepada masyarakat. 1. Aspek Plenunldaan Berlarut Penanganan Perkara hingga NB terjatuh dari sepeda motor. Peraturan Kapolrl Nomlor. 14 _Tahun 2018

4. Harus diberikan masa sanggah kepada masyarakat (proporsionalitas penanganan perkara) c. Informasi dari Komjen Pol Drs. M terkait Emggg MggaejgﬂﬁﬁgnpigmagJr'antd%ka%%?aan
untuk menyampaikan keberatan terkait hasil setiap Tidek adanya jangka waktu penugasan. Tidek ada dugaan ada indikasi upaya percobaan sedapal mungkin diserankan kepada  yang
tahapan seleksi kepada Panselnas dan Panitia penyerangan terhadap NB. Hal tersebut A ,
Penyelenggara. ~ Seluruh  pengaduan/laporan batasta r;]Jtangka waktdu_ktelrseti)(ut tepﬂ, dlalakaslurat disampaikan pada saat menjabat sebagai bersangkutan disertai dengan tanda terima”.

J9dd. a4 perintah tugas yang dikeluarkan oleh Polsek Kelapa
Penyelenggatsseoul déngan aidah yang trda gading, Polres Melro Jaara Ltara maupun sur s R B Gadhg untik mengecek Kebenaan Laporo
! erintah yang dikeluarkan oleh Ditreskri Pol inictragi idi indi ading untuk mengecek kebenaran Laporan
pada UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. et g Iesksimum Polda 4. Aspek Administrasi Penyidikan (mindik) frsebut. Hal yang cHakukan Penyidik dalam

5 Helpdesk dan  call center setiap  Panitia . a. Terdapat ketidakcermatan atasan penyidik rangka mengecek kebenaran laporan Pelapor
Pen/))/elenggara yang sudah didaftarkgn kepada 2. Aspek efektivitas penggunaan Sumber Daya dan penyidik mengenai Laporan Polisi yang menunjukkan sikap yang lalai dan tidak
BKN dan diumumkan kepada masyarakat, harus Manusia (SDM) menjadi dasar dalam pembuatan administrasi tanggap Karena tidak mengindankan asas
aktif dalam memberikan jawaban/tanggapan atas Dalam penanangan perkara ini jumlah penyidik penyidikan lainnya (TND). Laporan Polisi yang proporsionalitas dan  prioritas  rangkaian
pertanyaan yang disampaikan masyarakat. yang sangat banyak baik dari Polres Jakarta Utara disampaikan oleh YYY bernomor  No.Pol: kegiatan. Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Kapolri

, , dan Polda Metro Jaya, namun dalam prosesnya 55/K/IV/2017/PMJ/ Res JU/S GD, namun Nomor 14 Tahun 2012 dimana Pengolahan
6. Perbaikan terhadap soal-soal yang dipergunakan: terkesan tidak efekiit serta efisien.  Harusn dalam Surat Perintah Tugas, Surat Perintah TKP ditempatkan pada urutan pertama,
e Harus dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas idikan b C Penyelidikan, Surat Perintah  Penyidikan tujuan dari ditempatkannya Pengolahan TKP
nuj penyidikan berpatokan kepada rencana penyidikan . . , :
acuan sehingga tingkat kelulusan Calon Peserta menentukan ju’mIah personil dikeluarkan oleh Polsek Kelapa Gading pada mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang
dalam SKD dapat lebih dioptimalkan dan tetap ' tanggal 11 April 2017 tertulis Laporan Polisi bukti, tersangka dan untuk kepentingan
dapat menjaring CPNS yang kompeten dan 3. Aspek pengabaian Petunjuk yang bersumber dari No. Pol 55/K/IV/2017/PMJ/Restro Jakut /S GD penyelidikan selanjutnya, mencari hubungan
berintegritas. Kejadian yang dialami Korban yang menjadi dasar pertimbangan. Sehingga antara tersangka, barang bukti dan memperoleh
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modus operandi tindak pidana yang terjadi. penyidik pembantu, yang akan ditugaskan dalam substansi yang sering dilaporkan antara lain : Pidana:
0. Dari tindakan yang dilakukan Penyidik ci penanganan perkara. penundaan berlarut oleh Kejaksaan Agung RI
: o : - C aiad yaitu belum ditindak lanjutinya laporan mengenai 1. Pelayanan  Kepolisian; ~ Kepolisian  perlu
tempat kejadian perkara (TKP) fterdapat 4. Aspek Pengabaian Petunjuk ~ dari Kejadian yang proses pemeriksaan perkara/tindaklanjut perkara; meningkatkan pelayanan dalam aspek penegakan
beberapa barang benda bergerak atau tidak dialami NB : i -
b « berwuiud idak berwuiud ’ dan dugaan penyalahgunaan wewenang, seperti hukum oleh Kepolisian, terutama mengenai
kergera, erWUJUb akta_u U;I erwuju 'du‘rlltu Terhadap petunjuk yang bersumber dari Kejadian permintaan uang dalam penanganan perkara, penyampaian informasi tindak lanjut laporan
epentingan pembuktian dalam - penyidikan, yang dialami NB maka perlu dilakukan permintaan pelaksanaan eksekusi yang tidak sesuai ketentuan. kepada Pelapor. Diperlukan juga kompetensi dari
penuntutan  diambil alih tidak dilengkapi keterangan, atau permintaan keterangan ulang, - Penyidik dalam menangani laporan yang masuk
surat izin ketua pengad”an negeri setempat. kepada' 3. Terlapor Peradilan, Sebanyak 172 |ap0ran ke SPKT Selain itu diperlukan komit dari
Pelanggaran yang terjadi adalah Pasal 38 ' diantaranya : Penundaaan berlarut terkait lamanya ke i ealnk I, |p|er “.ka” Em'me” ar
Ayat (1) KUHAP Penyitaan hanya dapat a. NB, terkait kejadian yang dialami pada pengiriman salinan putusan Oleh MA kepada epo 'S'in untu rlnenys eia' an Kasgzpsesum
dilakukan oleh penyidik dengan surat izin awal bulan Ramadhan fahun 2016, tentang Pengadilan Negeri Pengaju, proses penanganan dengan ketentuan dalam Perkap dan KUHAP.
ketua pengadilan negeri setempat. Pasal 38 percobaan penabyakan di Jalan Boulevard perkara, eksekusi putusan yang telahlberkeku'atan 2 Kejaksaan; Penanganan laporan  Kejaksaan
Ayat (2) KUHAP dalam keadaan yang sangat Kelapa Gading di sebelah kantor PT. Bank hukum tetap dan, Keberpihakan Hakim dan juga
Y [ yang sang - . , . . berdasarkan laporan yang masuk kepada
perlu dan mendesak blla_mana peny|(_1|k harus Mand.m saat mengendarai sepedg motor keluhan akan putusan yang dirasa tidak adil. Ombudsman masin lamban, oleh karena itu perlu
segera bertindak dan tidak mungkin untuk [”ﬁ”“lgog‘%”équ TPKBRLI dand ﬁelladlaﬂG %z;da 4. Terlapor Kementerian Hukum dan HAM, sebanyak mendorong kejagung untuk mengoptimalkan tugas
mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa abUT 1 |taan %” gyar N? apa d'tabma 109 Laporan yang ditujukan kepada : Sekretariat pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh
mengurangi ketentuan ayat (1). 2?er?:ent;uahprarlr0%rnednen :n I'g?]is r%%stﬁil Alv?e]mrzz y Jenderal - 7 laporan, Ditien AHU - 11 Laporan, tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta
Sebagai bentuk tata kelola pelayanan publik dan kepastian Xenia seban ak2(dua)gka|il Ditjen PAS - 28 laporan, Ditjen Imlgrasy- 31 penghargaan terhadap hak-hak publik.
hukum, Ombudsman menyampaikan perlu dilakukan g ' laporan, Ditien KI - 2 laporan, Kantor Wilayah : : - :
ot : b. NB, agar dilakukan permintaan keterangan - 30 laporan. Penundaan berlarut pelayanan 3. Pengadilan; Laporan terkait peradilan (lingkungan
beberapa tindakan korektif guna menyempurnakan aspek . . . . Mahkamah Agung dan Bawas MA), sering kali
administratif kegiatan penyidikan oleh Penyidik Polda lanjutan, sebagaimana materi ~pertanyaan Lapas terkait penyalahgunaan wewenang dan gung dan , Sering
Metro Jaya sebagai berikut yang pernah dilakukan pada saat permintaan penyimpangan  prosedur berkenaan  dengan berulang untuk substansi yang sama, seperti salinan
S keterangan di Keduataan Besar Republik kurangnya pemberian informasi kepada WBP putusan yang belum di kirim, eksekusi putusan dan
1. Aspek Administrasi Penyidikan Indonesia di Singapura. Serihal .malsa'tahfir;]an, tt]ak PBI,_ CB, CIF\)AB, CdMK, keluhan terhadap Hakim dalam memutus perkara.
Terhadap temuan penyelenggaraan administrasi c. Komien Pol Drs. M, terkait informasi bahwa Tt terort v oo . ol -
penyidikan yaituPelanggaran Peraturan Perundang- ada indikasi upaya percobaan penyerangan berlarut terkait layanan penerbitan |J|n'r.nerek: 4. Lapas; Proses koordinasi dengan Kelmentenan
undangan,Pengabaian Kewajiban Hukum, Kelalaian terhadap NB. Hal tersebut disampaikan pada Penundaan berlarut Pelayanan AHU (Administrasi Hukum dan Ham telah berlangsung baik dengan
dan/atau Penyimpangan Prosedur, maka dipandang saat menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Hukum Umum) masalah pengesahan perusahaan/ penguatan melalui MoU Kementerian Hukum dan
perlu melakukan tindakan perbaikan perkumpulan, masalah notaris. Penundaan berlarut HAM dengan Ombudsman RI.
' terkait penerbitan KITAP dan KITAS maupun Paspor
2. Aspek  Penundaan  Berlarut  Penanganan 23 Evaluasi Ombudsman RI Tahun 2018 kepada oleh Ditjen Imigrasi.
Perkara (proporsionalitas dan prioritas penanganan Penyelenggara Pelayanan Publik di Bidang Hukum 24. Pengawasan Ujian Nasional (UN) dan
perkara) dan Lembaga Pengawas Peradilan Ombudsman Rl juga menerima laporan dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
a. Terhadap semua Surat Perintah Tugas masya'rakat terkait pelayanan lembaga pengawas lainnya
sebagaimana telah dijelaskan dalam tabel Ombudsman Rl menganggap perlu memberikan seperti : Pengawasan Ujian Nasional (UN) — Ujian Sekolah
administrasi (terlampir), dimana dalam Surat Catatan Akhir Tahun Bidang Hukum kepada masyarakat Berstandar Nasional (USBN) Tahun Ajaran 2017/2018
Perintah Tugas tersebut tidak dicantumkan dengan tujuan untuk menjadi perhatian bagi penegak 1. Kompolnas, sebanyak 2 laporan yang belum
mengenai jangka waktu, maka agar dilakukan hukum dalam hal mencermati dan melakukan perbaikan mendapatkan tanggapan. Pemantauan Ujian Nasional tahun 2018 dilaksanakan
revisi yang memuat tentang “lama waktu pelayanan publik di Bidang Penegakan Hukum. 2 Komisi Yudisial sebanvak 4 laporan menaenai olen 34 Perwakilan Ombudsman RI. Hasil dari pemantauan
penugasan”. Ombudsman Rl dalam tugas dan kewenangannya ' belurlnl éjitalinlggyapinya y aduan pmenyampgikar: tersebut diolah oleh Tim Bidang Pendidikan meudsman
b. Agar melakukan gelar perkara pada tahap terhadap pengawasan pelayanan publik tidak hanya permohonan  pengawasan  persidangan  dan RI untuk menjadi masukan kepada Pemerintah dalam
pertengahan penyidikan sebagaimana diatur menerima laporan masyarakat terkait penegakan hukum, permohonan pengawasan hakim yang diduga hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI,
dalam Pasal 70 ayat 3 Peraturan Kapolri dari mulai Kepolisian hingga Peradilan, namun juga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Kementerian Agama RI, dan Kementerian Dalam Negeri RI.
Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen menerima laporan masyarakat yang ditujukan kepada (KEPPH) dalam memeriksa dan memutus suatu Kesimpulan dari pengawasan terkait penyelenggaran UN
Penyidikan. Hal tersebut dibutuhkan guna Iéambkaga peﬂgﬁW@S.perag"a.“ fepgrtl Kgmdpolna;, Komisi perkara. yaitu
- ejaksaan, Komisi Yudusial, dan Badan Pengawas , : . .
mengevgllﬁagl .dag Imemecahk(ejllnk masala}h Mahkamah Agqung. Ruang lingkup  pengawasan 3. Badan Pengawas MA. sebanyak 7 laporan mengenai 1. Memintaagar hasil pemetaan Kementerjan Pendidikan
yang - aladap)  caam penyiikan, - sera Ombudsman Rl mencakup penyelesaian laporan atas enundaan berlarut oleh Mahkamah Agun dan Kebudayaan RI terkait sekolah-sekolah yang
untuk menentukan rencana lebih lanjut dan SO p penyeiesaian fap P : gung menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer
e Maladministrasi pelayanan publik dan juga pencegahan dalam menangani permasalahan Pelapor seperti . )
mengembangkan rencana penyidikan dengan . ; : - (UNBK) tidak disamakan dengan sekolah yang berada
menghadirkan saksi korban dalam upaya perbaikan pelayanan publik. pelaksanaan putusan yang tidak sesuai prosedur di daerah terpencil dan 3 T (Terdepan, Terluar dan
' . dan pengiriman salinan putusan. | acra .e pencil aa eraepan, leriuar da
3. Aspek Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Selama tahun 2018, Ombudsman RI Pusat menerima R ' Tertinggal);
Manusia (SDM) laporan masyarakat - 4. Egmg: Kg?ﬁﬁ;ﬁ%ﬁﬁgrﬁgakr?eifgﬁf%?ntyatfrggg 2. Meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Terhadap jumiah personil yang ditugaskan, agar 1. Terlapor Kepolisian, sebanyak 675 laporan dengan hanya satu setiap tahunnya. Karena Ombudsman tR Irm%m.?te(ljkerl]néol;a(s% sr?korla$ dgngarrll Eatr?gTO rrlt.cri]aeralr;
dilakukan perencanaan dan penataan ulang inpian - - : erpencil da erluar, Terdepan dan Tertingga
o ; rincian : laporan terhadap Mabes Polri : 28 laporan, lebih  banyak melakukan pengawasan atau kolah berada di wilavah tersebut tidak
penyidikan.  Dengan ~ memperhatikan ~ aspek : . i - agar Sexolan yang berada di wiidyan ersebut tida
, Polda : 186 laporan, Polres : 374 laporan, dan pemeriksaan langsung kepada Kejaksaan Agung dinaksak tuk | kan Uiian N |
penanganan perkara yang berkualitas,  dengan Polsek : 87 laporan maupun Kejaksaan Negeri untuk memperoleh D e, Jdaratall blian Basions
mengacu pada keahiian serta profesionalitas > Tor ' Ceiak ' banvak 82 | ’ keterangan t&er?asg Ko_r;wputer (UNBK), namun dengan berbasis
i i indi idi . Terlapor Kejaksaan, sebanya aporan dengan ' ertas Pensil;
setiap personil - yang - menjadi - penyidik - dan P J y P . Evaluasi Ombudsman RI Terhadap Proses Peradilan
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3. Meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Rl, Menteri Dalam Negeri Rl dan Pemerintah Daerah
memberikan perhatian khusus kepada sekolah yang
berada di daerah terpencil dan 3T (Terluar, Terdepan
dan Tertinggal) atas ketersediaan sarana dan prasarana,
tenaga kependidikan dan sarana lainnya untuk
mendukung peningkatan mutu pendidikan peserta
didik;

4. Meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Rl agar tidak menetapkan standar tunggal di seluruh
wilayah Indonesia terutama di daerah terpencil dan 3 T
(Terluar, Terdepan dan Tertinggal) yang dijadikan dasar
dalam pengukuran kompetensi dalam penyelenggaraan
Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK);

5. Meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Rl berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri
dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk
melakukan persiapan lebih awal terkait server dan
jaringan sebelum penyelenggaraan Ujian Nasional. Hal
ini memperhatikan masih ditemukan di beberapa daerah
yang sangat sering terjadi gangguan server dan jaringan
yang dapat menjadi pertimbangan apakah daerah
tersebut layak atau tidak untuk menyelenggarakan Ujian
Nasional Berbasis Komputer;

6. Meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Rl berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Rl
dalam pemberian sanksi dan pembinaan kepada Kepala
Daerah yang membiarkan penyelenggaraan Ujian
Nasional tidak sesuai dengan Prosedur Operasional
Standar (POS) UN yang dibuat Pemerintah Pusat.

Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Tahun Ajaran 2017/2018

Pemantauan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
tahun 2018 dilaksanakan oleh 34 Perwakilan Ombudsman
RI. Hasil dari pemantauan tersebut diolah oleh Tim Bidang
Pendidikan Ombudsman RI untuk menjadi masukan kepada
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan RI, Kementerian Agama RI, dan Kementerian
Dalam Negeri RI.

Terkait Penyelenggaraan PPDB:

1. Meminta agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Rl menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Rl tentang PPDB minimal 4 (empat) bulan
sebelum penyelenggaraan PPDB;

2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl bersama
Pemerintah Daerah setempat untuk mendirikan sekolah
negeri dalam 1 (satu) kecamatan di seluruh Indonesia,
dengan memperhatikan jumlah peserta didik dalam
Data Pokok Pendidikan, agar persebaran sekolah negeri
merata dan calon peserta didik memiliki kesempatan
yang sama terkait program zonasi;

3. Jika karena alasan teknis, pemerataan sekolah negeri
tidak dapat dilakukan, maka perlu kiranya peserta
didik diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi
di kecamatan lainnya, dengan menggunakan sistem
zonasi;

4. Meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Rl bersama Menteri Dalam Negeri untuk memberikan
sanksi kepada pemerintah daerah dan sekolah yang
tidak meyelenggarakan PPDB sesuai dengan ketentuan
yang berlaku seperti tidak menerapkan sistem zonasi,
menerima titipan di luar jalur penerimaan yang sudah
ditentukan, penyalahgunaan SKTM, pungutan liar dan
lain sebagainya;

5. Melakukan perubahan nama sekolah negeri di seluruh
wilayah Indonesia dengan tidak menggunakan nama
negeri dan angka, namun menggunakan nama Pahlawan
Nasional, Pahlawan Daerah atau Nama Daerah dimana
sekolah itu berada. Hal tersebut guna menghilangkan
pandangan sekolah favorit;

6. Menteri pendidikan dan kebudayaan RI, Menteri
Dalam Negeri dan Menteri Sosial berkoordinasi dalam

Laporan Tahunan 2018
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pendataan warga yang masuk kategori menengah
kebawah. Dimana data tersebut dapat digunakan
sebagai cara penyelesaian penyalahgunaan SKTM
kedepannya;

7. Meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Rl membuat kanal pengaduan tingkat nasional tentang
penyelenggaraan nasional agar dapat ditindaklanjuti
lebih dahulu bersama Pemerintah setempat.

Meminta Menteri Dalam Negeri agar:

1. Memberikan sanksi kepada Kepala Daerah yang
tidak membuat aturan turunan dan peraturan yang
bertentangan terkait penyelenggaraan PPDB yang
dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl;

2. Memberikan sanksi kepada Kepala Daerah dan pejabat
daerah lainnya yang melakukan penyalahgunaan dalam

Ombudsman Republik Indonesia

O O

penyelenggaraan PPDB sebagaimana temuan yang
termuat dalam laporan ini.

Meminta Menteri Agama agar:

1. Membuat kanal pengaduan penyelenggaraan PPDB di
seluruh Kanwil Kementerian Agama;

2. Membuka Program Pendidikan Inklusif baik dari tingkat
pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (M) sampai Madrasah
Aliyah (MA);

Mendorong pendirian Ml dan MA status negeri di
wilayah yang belum memiliki sekolah MI sampai MA negeri,
dengan memperhatikan minat calon peserta didik dan Data

Pokok Pendidikan.
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Dokumentasi Penyelesaian Laporan/pengaduan masyarakat

C. Pelaksanaan
Rekomendasi Ombudsman

Jumlah Rekomendasi yang pernah diterbitkan
oleh Ombudsman, dalam kurun waktu tahun 2008
hingga 2018 tercatat sebanyak 33 (tiga puluh tiga)
Rekomendasi yang dilaksanakan, 10 (sepuluh)
Rekomendasi  dilaksanakan ~ sebagian  dengan
alasan yang dapat diterima, 5 (lima) Rekomendasi
dilaksanakan sebagian dengan alasan yang tidak dapat
diterima, 5 (lima) Rekomendasi tidak dilaksanakan

dengan alasan yang dapat diterima, 17 (tujuh belas)
Rekomendasi tidak dilaksanakan dengan alasan yang
tidak dapat diterima, dan 17 (tujuh belas) Rekomendasi
dalam proses menentukan status. Sehingga secara
total, dalam kurun waktu tahun 2008 hingga 2018,
Ombudsman telah menerbitkan 87 (delapan puluh
tujuh) Rekomendasi sebagaimana terangkum dalam
tabel dibawah ini:

Status Pelaksanaan Rekomendasi 2008 — 2018 Jumlah
Dilaksanakan 33
Dilaksanakan Sebagian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima 10

Dilaksanakan Sebagian Dengan Alasan Yang Tidak Dapat Diterima
Tidak Dilaksanakan Dengan Alasan Yang Dapat Diterima

Tidak Dilaksanakan Dengan Alasan Yang Tidak Dapat Diterima 17

Dalam Proses Menentukan Status Pelaksanakan 17

Pada tahun 2018, terdapat 3 (tiga) Rekomendasi yang diterbitkan oleh Ombudsman RI, yiatu :

1. Maladministrasi dalam proses penyetaraan ijazah doktoral dan pengangkatan guru besar Universitas Negeri
Manado.

2. Maladministrasi dalam penunjukan yayasan pengelola Universitas Lakidende.
3. Maladministrasi dalam penyelesaian permasalahan dugaan plagiasi oleh Rektor UHO.

Kini,

Pengaduan Online
dan Pemantauan
Laporan Semakin
Mudah di Website
Baru Ombudsman RI!

Awasi, Tegur, dan Laporkan di

s;'\"[ | 191 £ ) r o =

-
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Kajian Kebijakan

Ombudsman RI selain menyelesaikan pengaduan masyarakat
di seluruh Indonesia, setiap tahun juga melakukan kajian/
sistemik review. Hal ini bertujuan untuk mengetahui indikasi
maladministrasi dalam pelayanan publik yang dilakukan
instansi pemerintah pusat dan daerah, termasuk pihak swasta
tertentu yang memberikan pelayanan publik. Kajian sistemik
ini akan melihat penerapan Undang-Undang Pelayanan Publik
No. 25 Tahun 2009 dan peran pelaksanaan dalam pelayanan
publik, fasilitas publik dan pemberian pelayanan administrasi
publik

Dalam perkembangannya, Ombudsman Rl menyadari kajian
|. Ombudsman RI (Pusat)

Pada Tahun 2018 telah dihasilkan 7 (tujuh) kajian dalam
bentuk policy brief. Policy brief tersebut adalah : 1) Aspek
maladministrasi dalam penempatan dan kepulangan
pekerja migran; 2) Kajian senjata api; 3) Kalibrasi alat
kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan
publik di Puskesmas; 4) Tata kelola aset; 5) Potret program

[l. Perwakilan

Perwakilan

sistemik memiliki peranan penting dalam meningkatkan
kesadaran pejabat publik untuk memberikan pelayanan yang
transparan, efektif, efisien, mudah, cepat dan terjangkau
dari segi pembiayaan. Kajian kebijakan yang dilakukan ini
berbentuk kajian berbasis aduan dan non-aduan masyarakat
yang dilakukan oleh Ombudsman RI dengan tujuan membahas
ulang (me-review) suatu kebijakan atau permasalahan publik
yang oleh penyelenggara negara dalam konteks pelayanan
publik. Pada tahun 2018 telah dilakukan Kajian Kebijakan
pelayanan publik oleh Pusat dan Perwakilan yang tersaji pada
data berikut :

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar
tambang: antara konsep dan prakiek; 6) Penyelenggaraan
pelayanan parkir di lokasi pelayanan publik sebagai bagian
dari kelengkapan fasilitas pelayanan publik; 7) Tata kelola
pelayanan administrasi pertanahan di Desa.

Judul Kajian Kebijakan

Perwakilan

10 [Gorontalo
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Judul Kajian Kebijakan

Kajian Cepat Tentang Pemenuhan Hak-Hak Pelanggan Dalam Tindakan Penertiban Pemakaian
Tenaga Listrik (P2TL) Oleh PLN Area Gorontalo

11 [Kalimantan Timur

Penerapan Standar Pelayanan Publik Perguruan Tinggi Negeri Di Kalimantan Timur

12 | Bangka Belitung

Standar Operasional Prosedur Dalam Penerbitan Surat Tanah Pada Kantor Desa Dan Camat Non
PPATS Di Pemerintah Kabupaten Bangka

13 |NTB

Penataan Peraturan Desa Dalam Perbaikan Kualitas Pelayanan Administrasi Pertanahan Di Desa

14 | Papua Barat

Implementasi Penyediaan Perumahan Di Provinsi Papua Barat

15 [Sulawesi Utara

Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Komite Sekolah Di Kota Kotamobagu Dan Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur.

16 | Sumatera Barat

Penyelenggaraan Parkir Di Kawasan Wisata Kota Padang Pelayanan Yang Jauh Dari Harapan

17 | Sumatera Selatan

Perbaikan Pelayanan Kantor Samsat Sumatera Selatan

18 | Sumatera Utara

Layanan Rawat Jalan Rumah Sakit Yang Bekerja Sama Dengan BPJS Kesehatan

19 |Aceh

Peralihan Perizinan Dan Pengawasan Tambang Di Aceh

20 |Jawa Timur

Kajian Sistemik Partisipasi Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan
SMA/SMK Pasca Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah

1 |Jambi

Potensi Maladministrasi Dalam Pelayanan Pemecahan Sertifikat Bidang Tanah Bagi Perumahan
Masyarakat Berpenghasil Rendah (MBR)/Bersubsidi Pada Kantor Pertanahan Di Provinsi Jambi

21 |DI Yogyakarta

Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan,
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dan Kebijakan Unit Cost Pada Sekolah Negeri Sebagai
Instrumen Untuk Mencegah Pungutan ilegal Pelayanan Pendidikan Sekolah di Daerah Istimewa
Yogyakarta

Kepulauan Riau

Persoalan Kurangnya Prasarana Ruangan Kelas Di Kota Batam Dalam Menampung Peserta Didik

22 | Kalimantan Barat

Problematika Pengawasan Dana Desa Tahun 2017 Dan Pengaruhnya Terhadap Pelayanan Publik
Desa Di Kalimantan Barat

Papua

Beras Sejahtera Di Jayawijaya, Sampaikah Di Tangan Mereka?

23 |Kalimantan Selatan

Aksesibilitas Sekolah Inklusi Di Kalimantan Selatan

Bengkulu

Melihat Besaran Biaya Operasional Pendidikan Tingkat Sma Melalui Unit Cost Per Siswa Di Provinsi
Bengkulu

24 | Kalimantan Tengah

Penyaluran Program Indonesia Pintar Untuk Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)/
Sederajat

Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Di Provinsi Banten

25 |Kalimantan Utara

Pemenuhan Hak Tahanan Terkait Pelayanan Tahanan Di Ruang Tahanan Polres Bulunga Dan
Polres Tarakan

Bali

Permasalahan Penentuan Jarak Dalam Proses PPDB SMA / SMK Melalui Jalur Lokal Di Provinsi Bali

Potensi Maladministrasi Dalam Pelayanan Penyelesaian Sengketa Tanah Dan Blokir Tanah

Jawa Tengah

Permintaan Sejumlah Uang Dalam Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa Di Kabupaten Pati

2
3
4
5 |Banten
6
7
8

Jakarta Raya

Peran Pengawas Internal dalam Mencegah Praktik Percaloan dan Pungutan Liar pada Satuan
Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya”

26 |Lampung Pada Kantor Pertanahan Di Provinsi Lampung
Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Penggunaan Merkuri Terhadap Dampak Kerusakan
27 |Maluku Lingkungan Dan Kesehatan Masyarakat Pada Aktivitas Pertambangan Gunung Botak Di

Kabupaten Buru Provinsi Maluku

9 [Jawa Barat

Kajian Cepat (Rapid Assessment) Mekanisme Penerbitan Surat Tanda Penerimaan Laporan Atau
Pengaduan (STPL/P) Dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Di
Lembaga Kepolisian

28 |Maluku Utara

Problem Penyelenggaraan Pelayanan Perekaman KTP-EI Di Kabupaten Halmahera Selatan

29 INTT

Penyaluran Bansos Pangan "Gratis Tapi Masyarakat Minim Informasi”
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Perwakilan Judul Kajian Kebijakan

Kajian Pelayanan KTP Elektronik Di Kota Pekanbaru Dan Kabupaten Bengkalis

B. Penilaian Kepatuhan

2%

30 |Riau Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Provinsi Riau:

Dugaan Penyimpangan Prosedur Terkait Pembentukan, Masa Kerja Dan Penentuan Kebijakan
31 |Sulawesi Barat Komite Sekolah Pada Beberapa Sekolah Menengah Atas Dan Sederajat Di Provinsi Sulawesi
Barat (Komite Sekolah Di Sulawesi Barat: Sudah Efektitkah?)

32 |Sulawesi Selatan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Terhadap Pelayanan Barang Publik

Maladministrasi Dalam Perkebunan Kepala Sawit Di Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli, Dan

83 | Sulawesi Tengah Kabupaten Morowali Utara

34 | Sulawesi Tenggara Lika-Liku Lelang Jabatan Buton Utara

..............

N DALAM RAN ATAN OLA PELAYANAN ADMINISTRAS|
7l GKA PENINGKATA AHAN DI DESA
K KESEHATAN PUBLIK D) PstEgi;:;AVANAN puaceo AL

OMBUDSN RIES
KALIBRASI ALAT KESEH,

Tahun 2018 Tahun 2018

‘—% ahun 2018 I ——
Tahun 2018

Telah Dibentuk Perwakilan Ombudsman Rl
di 34 Provinsi!

Selama 19 tahun berdiri, Ombudsman telah mempunyai
34 Perwakilan di seluruh provinsi di Indonesia. Melalui
Perwakilan, Ombudsman semakin dekat mengawasi pelayanan
publik di daerahmu
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Pimpinan Ombudsman Rl bersama Mentri Koordinator Polititk, Hukum aan Keamanan

Penilaian ~ kepatuhan  bertujuan  mengingatkan
kewajiban penyelenggara negara agar memberikan
layanan terbaik kepada masyarakat berbasis fakta standar
pelayanan (evidence-based policy of public service
standaras ).

Penilaian ini memaparkan hasil-hasil penilaian dan
pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan Kementerian,
Lembaga, dan Pemerintah Daerah pada tahun 2018.
Penilaian menggunakan variabel dan indikator berbasis
pada kewajiban pejabat pelayanan publik dalam
memenuhi komponen standar pelayanan publik sesuai
Pasal 15 dan Bab V UU Pelayanan Publik. Hasil penilaian
diklasifikasikan dengan menggunakan fraffic light system
(zona merah, zona kuning dan zona hijau).

Pendekatan penilaian  kepatuhan pada tahun
2018 menggunakan skema tidak lagi menilai entitas
penyelenggara pelayanan publik yang sudah masuk dalam
zona hijau pada tahun 2017. Dengan demikian, penilaian
dilakukan pada instansi-instansi yang masih berada pada
kategori kepatuhan sedang (kuning) dan rendah (merah)
pada tahun 2017 ditambah dengan sejumlah daerah
dimana pemerintah daerahnya belum pernah disurvei pada
tahun-tahun sebelumnya. Terkait instansi Kementerian,
Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan
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predikat kepatuhan tinggi (hijau), diharapkan kepada
masing-masing inspektorat di satuan kerja tersebut untuk
aktif memonitor pelaksanaan standar pelayanan secara
berkelanjutan.

Penilaian Kepatuhan pada tahun 2018 ini dilakukan
pada 9 Kementerian, 4 Lembaga, 16 Provinsi, 49
Pemerintah Kota dan 199 Pemerintah Kabupaten yang
dilaksanakan oleh Tim Pusat dan Tim Perwakilan
Ombudsman RI di 34 Perwakilan Ombudsman RI. Tim
Pusat menilai sejumlah Kementerian dan Lembaga,
sedangkan Tim Perwakilan menilai Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota serta sejumlah
Instansi Vertikal. Adapun hasil penilaian sebagai berikut:

a. Kementerian

Penilaian terhadap pemenuhan komponen standar
pelayanan pada 9 Kementerian menunjukkan bahwa
sebanyak 55,56% atau 5 Kementerian masuk dalam zona
hijau dengan predikat kepatuhan tinggi, 44,44% atau 4
Kementerian masuk dalam zona kuning dengan predikat
kepatuhan sedang dan 0% atau tidak ada Kementerian yang
masuk dalam zona merah atau predikat kepatuhan rendah.
Berikut daftar nilai dan zonasi Penilaian Kepatuhan:
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Sebanyak  69,19% atau 858 produk layanan belum c. Provinsi Pada posisi kedua, sebanyak 53,15% atau 430 produk
Al Zona Hijau mampu memberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan belum menyediakan pelayanan khusus bagi
1. Kementerian Pertahanan (101.00) layanan berkebutuhan khusus. Penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pengguna layanan berkebutuhan khusus, yaitu berupa
2.Ki terian K 99.00 ; fhal ; i0ri i
o Kﬁﬁi?fs?’één b Menengah (97.80) Untuk komponen standar pelayanan informasi pelayanan pada 16 Pemerintah Provinsi - menunjukkan akses priofitas bagi mereka yang berkebutuhan Khusus,
4, 1K_ementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan pengaduan, sebanyak 73,41% atau 911 produk layanan bahwa Sebanyak 62,50% atau 10 pemprov masuk dalam akses yang tidak harus diselenggarakan oleh unit khusus
igrasi (96.00 ’ ) . \ . . . . . .
et I oo R 5431 belum mampu mempublikasikan informasi prosedur zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi, 25% atau (bisa dt|gabLJng/ menempel dengan t;J mkt LaTnﬁ/a) ?(ﬁngan
dan tata cara penyampaian pengaduan oleh suatu unit 4 pemprov masuk dalam zona kuning dengan predikat mengutamaxan prinsip pengguna berkebutunan knusus
\ pelayanan publik kepatuhan sedang dan 12,50% atau 2 pemprov masuk d|.|ayan| terlebih dahulu dibandingkan dengan pengguna
44.44% , . . dalam zona merah dengan predikat kepatuhan rendah. lainnya.
6. Kementerian Luar Negeri (84.75) Berdasarkan hasil penilaian pada Kementerian dan o , o . D . .
7. Kementerian Sosial (79.64) Lembaga, dapat disimpulkan bahwa : Di tingkat pemerintah provinsi, ORI telah meneliti Hal menarik lainnya yang terdapat di Pemerintah
B T j , _ 809 produk layanan. Ternyata, diketahui bahwa beberapa ~ Provinsi adalah sebanyak 246 produk layanan  atau
1. Masih ' rendahnya tingkat keberpihakan atau komponen standar pelayanan publik yang paling sering 30,41% tidak memiliki SIPP (Sistem Informasi Pelayanan
kepedulian penye!enggara lpelayanan publik dilanggar terutama yang berkaitan dengan hak masyarakat Publik). Padahal, indikator ini merupakan salah satu unsur
55.56% terhadap hak aksesibilitas bagi pengguna layanan memperoleh informasi yang jelas dan pelayanan bagi yang paling penting dalam suatu pelayanan. SIPP yang
> berkebutuhan  khusus  (penyandang  disabilitas, pengguna berkebutuhan khusus. mumpuni dapat memudahkan masyarakat mengetahui
lanjut usia, wanita hamil, anak-anak). Kondisi , , , , seluruh informasi terkait dengan layanan yang akan
tersebut menunjukkan masih kurangnya perhatian Indikator informasi  dan fata cara penyampaian diakses.
KEME';IBER'AN dalam pemenuhan standar pelayanan terkait dengan pengaduan menempati posisi pertama dari sisi yang
- masyarakat berkebutuhan khusus, padahal kebijakan- tidak terpenuhi di level pemerlnta})h provinsi ini. Sejumlah
' kebijakan yang mewajibkan sebenarnya sudah cukup 533 produk layanan atau 65,88% produk layanan tidak ¢ o
44.44% —! banyak. Salah satu kebijakan yang mewajibkan memiliki pub||k§3| terkait mekanisme dan tatacara benilaian terhad & g
. . . pemenuhan standar pelayanan bagi masyarakat pengaduan apabila terdapat pengguna layanan yang eniiaian terhadap -pemenuhan komponen stanaar
Di lingkungan Kementerian, dari 561 produk layanan mengalami kesulitan pelayanan. pelayanan pada 49 Pemerintah Kota  (Pemkot)
. berkebutuhan khusus adalah Undang-Undang No. .
yang diteliti ORI, terdapat beberapa komponen standar . menunjukkan bahwa sebanyak 18,37% atau 9 Pemkot
. . R . 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam .
pelayanan publik yang paling sering dilanggar atau tidak e masuk dalam zona merah dengan predikat kepatuhan
divenuhi i ketersedi clumat. | : UU tersebut, secara eksplisit dijelaskan bahwa salah . dah. 4490% atay 22 ol « dal
blpenu ! ?ipe”d eLerse |aar|1 md um? kayangr; akau satu asas dalam pelayanan publik adalah fasilitasi PEpA| Zona Hijau Lenla ' den ° S'Eutk pte?: 0 n(;asu daa;n6 ;gr;/a
erupa janji kepada pengguna layanan untuk menjalankan dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Asas 1. Provinsi Kepulauan Riau (98.07) uning dengan predikat kepatuhan sedang, dan 36,73%
pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan - : 2. Provinsi Sulawesi Tengah (95.74) atau 18 pemkot masuk dalam zona hijau dengan predikat
. . L - tersebut mencerminkan upaya pemberian kemudahan e o
kesediaan untuk dikenakan sanksi jika melanggar jan;i terhadap kel K rent hi tercinta keadil 3. Provinsi DI Yogyakarta (95.65) kepatuhan tinggi.
tersebut. Jumlah 73,98% atau 415 produk layanan di level erhacap Keompox fentan seningga fercipla Keadiian 4. Provinsi Maluku Utara (92.44) . "
= O dalam pelayanan. 5. Provinsi Sulawesi Utara (92.09) Di lingkungan pemkot, ORI telah meneliti 2.706 produk
Kementerian menjadi indikasi kuat bahwa penyelenggara . . . 6. Provinsi Aceh (91.99) layanan. Beberapa komponen standar pelayanan publik
tidak mau berkomitmen kepada pengguna layanan dengan 2. Rendahnya ketersediaan informasi dan tata cara 7. Provinsi Kalimantan Utara (91.23) P N : : .
: NI : " 8. Provinsi Papua (85.69) yang paling sering dilanggar masih sama yakni berkaitan
tidak membuat maklumat layanan di unit masing-masing penyampaian pengaduan. Aduan, kritik dan saran insi Pap
R ) . . 9. Provinsi Gorontalo (84.22) dengan hak masyarakat memperoleh layanan khusus
penyelenggara layanannya. Selain itu indikator yang juga dari pengguna layanan adalah masukan yang tidak 10. Provinsi Banten (80.74 - o
o . . e . : - Provinsi Banten (80.74) bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (lansia, ibu
menjadi perhatian adalah yang berkaitan dengan hak ternilai harganya untuk perbaikan pelayanan publik A : -
. - : N hamil, disabilitas) dan informasi tata cara pengaduan,
pengguna layanan berkebutuhan khusus, seperti kaum di Unit Pelayanan Publik. Kewajiban atas pemenuhan y \ serta sarana kepuasan penggunia layanan
disabilitas, ibu menyusui, manula, dan lain sebagainya. indikator ini secara tegas tertuang dalam UU 25 Tahun :
Indikator tersebut adalah ketersediaan pelayanan khusus 2009 dan Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang 25% 11, Provinsi Jambi (78.45) Sebanyak  67,22% atau 1.819 produk layanan
bagi pengguna berkebutuhan khusus, yang hanya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. 12. Provinsi Sulawesi Tenggara (74.95) belum mampu menyediakan pelayanan khusus bagi
terpenuhi sebesar 11,23% atau hanya 63 produk layanan. 13. Provinsi Kalimantan Barat (67.99) pengguna layanan berkebutuhan khusus (lansia, ibu
oAl Zona Hijau ek el d.40) hamil, disabilitas). Selanjutnya, 69,89% atau 1756
b. Lembaga 1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa produk layanan belum mampu menyediakan informasi
- Pemerintah(103.70) secara jelas yang berkaitan dengan alur dan jangka waktu
Penilaian terhadap pemenuhqn komponen standar Zona Merah selesainya proses pengaduan.
pelayanan pada 4 Lembaga menunjukkan bahwa sebanyak 4 \ 15. Provinsi Papua Barat (39.25) . .
25% atau 1 Lembaga masuk dalam zona merah dengan . 16. Provinsi Sulawesi Barat (33.60) Selain itu, berkaitan dengan sarana pengukuran
predikat kepatuhan rendah, 50% atau 2 Lembaga masuk 50% L - kepuasan pengguna Iayanan, terdapat 1096 atau 40,50%
dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang 3. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (81.33) produk layanan yang tidak menyediakan alat atau sarana
dan 25% atau 1 Lembaga masuk dalam zona hijau dengan yang mampu menangkap kepuasan pengguna layanan
predikat kepatuhan tinggi. Hasil penilaian pada 1.241 terkait layanan yang telah diberikan oleh pelaksana.
produk layanan di entitas Lembaga memperlihatkan adanya 59 Zona Merah
temuan menarik terkait ketiadaan indikator pelayanan 4. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (52.00)
untuk pengguna layanan berkebutuhan khusus dan
indikator informasi prosedur dan tata cara penyampaian
pengaduan.
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. . . . Tingkat Pendidikan Responden Sebaran Profesi Responden
C. Survei Indeks Persepsi Maladministrasi .
50 48.4 m Ibu Rumah Tangga
Survei Indeks Persepsi maladministrasi dilaksanakanuntuk  berdasarkan fokus layanan pelayanan dasar dan masif diakses , ,
mengukur kondisi pelayanan publik dari segi pengawasan. oleh masyarakat, meliputi kesehatan, pendidikan, perizinan MMahamswa/Pela]ar
Data yang digunakan merupakan data primer dari pengguna dan adminduk dengan jumlah sampling masing-masing .
layanan secara langsung dengan cara memetakan tingkat 35 pada kota dan kabupaten sehingga total kuota sampling Wwaswasta
maladministrasi pada layanan publik dasar. Data yang diambil  berjumlah 280.
Konsep dan Variabel Penelitian
T Pl
Persepsi
Kesan atau tanggapan yang diperoleh Penundaan berlarut Jenis Pendidikan
individu dengan penggunaan panca Penyimpangan Standar ) )
indera Permintaan imbalan
Pelayanan
Maladministrasi Penyimpangan prosedur . .. .
Penyi rilaku d tandar _ . i
B0 e e Provinsi p ﬁﬁfﬁ?ﬁl N Indeks Pgrs_epm Maladministrasi
T i Porv: Perilake Bl ginin: Per-Provinsi
E:mgian maeri dan immateril SHYESPSaRER S OIeRS Sumalera Utgra 5,28 Maladm!n!tras! Rendan Seluruh provinsi yang dinilai pada tahun 2018 masuk
Etika administrasi publik i Kepulauan Riau 545 Maladminitrasi Rendah | 0" 41am kategori maladministrasi rendah, dengan
memiliki dua fungsi yaitu: , Jambi 544 Maladminitrasi Rendah | reniang antara 4,38 s/d 6,25. Berdasarkan tabel
s el e Jakarta 5,11 Maladminitrasi Rendah | gisamping, Provinsi Banten memiliki skor indeks
216?:;?1':2;:'1‘;'&9?3 dan Kategori Maladministrasi Jawa Barat 4,98 Maladminitrasi Rendah | maladministrasi teritinggi (5,52) dan Provinsi NTT
- Sebagal mnaar'gepuaian perilaku Banten 552 Maladminitrasi Rendah | memiliki skor indeks maladministrasi terendah (4,87).
Penelitian Maladministrasi — Faalan Timur 4’87 Malaominitrasi Rencah
— iti i inistrasi i 38 = 0, aladministrasi Renda ; - . -
Penelitian Etika Administrasi Puolik _ Kalimantan Timur 5,46 Maladminitrasi Rendah
— Maladministrasi Sedang Sulawesi Selatan 530 Maladminitrasi Rendah
Uji reliabifitas dengan B T . I
alpha cronbach 0,929 (sangat reliabel) _ Sulawesi Tenggara 5,47 Maladminitrasi Rendah
dengan nilal margin error 0,01 (1%)
dae_r_ah dipilih per(_jasarkan kepatuhan Responden Rekapitulasi Sebaran Indeks Tiap Fokus Layanan
hijau (Provinsi) di tahun 2017. Responden ditemui secara langsung (on the spof) dengan
Lokus daerah dipilih berdasarkan i respond 5;818' pg(-ja- unit—unitSIaygnan iy Sebaran Indeks Persepsi Maladministrasi
kategori perkotaan dan perdesaan Kependudukan dan Catatan Sipil, Rumah akﬁ Pemerintah, Provinsi
, Sekolah Dasar, Menengah dan Atas Negeri/Swasta serta Perizinan Kesehatan Pendidikan Adminduk
dengan total responden sebanyak 2818 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sau Sumatera Utara
T | Pintu. Kepulauan Riau 5,67
Provinsi Maladministrasi Persentase subjek penelitian berdasarkan Jambi
Kabupaten Kota jenis kelamin Jakarta Raya
Sumatera Utara Deli Serdang Medan Jawa Barat
Kepulauan Riau Lingga Tanjungpinang Banten
:J]ambi Merangin . Jambi 52 30% Nusa Tenggara Timur
akarta Raya Kepulauan Seribu {Jakarta Pusat Kalimantan Timur 5133
Jawa Barat Garut Pandung Sulawesi Selatan 4,95 519 551 5,54
Banten Lebak Serang Sulawesi Tenggara 5,33 5,21 5,61
Nusa Tenggara Timur Timor Tengah Selatan [Kupang
Kalimantan Timur Kutai Kertanegara  [Balikpapan I Vialadministrasi Tertinggi
Sulawesi Selatan Bone Makassar [ Maladministrasi Terendah
Sulawesi Tenggara Konawe Kendari o
mPerempuan = Laki-laki
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D. Survei Kepatuhan Hukum
Latar Belakang Tahapan dan Dokumen yang menjadi Objek Penelitian Survei Kepatuhan Hukum
Berdasarkan data laporan masyarakat tahun 2013- dan Lembaga Pemasyarakatan adalah mengenai dugaan
2017, Ombudsman Rl menerima 6.062 Laporan Masyarakat penundaan berlarut, yakni sebanyak 51% pada Kepolisian, 1.Su
yang melaporkan instansi penegak hukum, yang terdiri 52,3% pada Kejaksaan, 34,6% pada Pengadilan, dan 16,7% Laporan Nl Penyelidikan Penvidik Peradil e Perkare
atas Kepolisian dengan jumlah 4.257 Laporan Masyarakat, pada Lembaga Pemasyarakatan. Merujuk laporan yang ada, Polisi . _l SIYICHAN STactel O Prretiian PR
Kejaksaan dengan jumlah 409 Laporan Masyarakat, Peradilan  maka Ombudsman Rl melakukan survei terkait Kepatuhan j | Sl i g g:ﬁfjl_\;;::irganitera
dengan jumlah 1.261 Laporan Masyarakat, dan Lembaga Hukum Lembaga Penegak Hukum di Indonesia dengan i B Perintah 1. Surat Panggjlan Saksi dan Ahi;
Pemasyarakatan dengan jumlah 135 Laporan Masyarakat. melihat kelengkapan berkas perkara secara administratif serta iy Tugas Pl gt o b
Laporan masyarakat tersebut menjadi perhatian Ombudsman  pemenuhan unsur dokumen dalam proses peradilan pidana S Ceiares T T
RI, karena berdasarkan laporan tersebut, sejumlah dugaan umum yang harus dilengkapi oleh Aparat Penegak Hukum, 6. Surat Periniah Penehanen
maladministrasi terlihat dalam implementasi hukum acara mulai dari suatu kasus pidana dilaporkan atau diperiksa oleh gt e ORI 0
pidana. Berdasarkan Catatan Akhir Tahun Ombudsman Rl Kepolisian sampai pada Terdakwa yang bersalah diputus 1 Ed B e
tahun 2017, dugaan maladministrasi yang paling banyak secara berkekuatan hukum tetap ditempatkan di Lembaga 11.BAPenyitaan.
dilaporkan terkait substansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, ~ Pemasyarakatan. 9. Penetapan Perintah
Perpanjangan
_ e 10 Egg:?aapn:r? Perintah
l .zen.ahanan
MEtOde Keterangan: l 1. Peti tusan; 1 ;:’gpfrgi?ﬂigﬂn
. . . . B Dokumen Penyidikan 1. Lembar Perhitungan 2. 8ur lal fer}ght}ngq %
Survei Kepatuhan Hukum merupakan penelitian kasus, Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana g e
dengan pendekatan pengambilan data melalui  survei. Umum; [ Dokumen Penuntutan [y
Penelitian dilakukan berdasarkan instrumen yang dibuatuntuk 5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B Dokumen Peradilan iy
menilai beberapa kasus yang dikumpulkan dari sebagian Kep-518/A/J.A/11/2001 Tentang Perubahan Keputusan B oo 5 ek o P
populasi untuk mewakili seluruh populasi. Teknik sampling Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-132/ crimen remasysretatan e
memakai teknik Purposive Sampling, yaitu teknik pemilihan Ja/11/1994 tanggal 01 November 2001 Tentang
sampel Derdasarkan pertimbangan dan tujuan  penelitian. Administrasi Perkara Tindak Pidana; . Lokasi penilaian Survei Kepatuhan Hukum pada Tahun tindak pidana umum yang menjadi wewenangnya. Sebaliknya,
Survei Kepatuhan Hukum berpedoman kepada beberapa 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 2018 dilakukan di 10 (sepuluh) provinsi yang dipilihn survei ini menilai sejauh mana pemenuhan tertib administrasi
peraturan-peraturan terkait, yaitu: Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata berdasarkan pertimbangan banyaknya laporan bidang hukum  dokumen perkara tindak pidana umum diselesaikan atau
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tafanan, di Perwakilan Ombudsman RI. Adapun provinsi yang tercatat ~ dilengkapi sesuai tata kelola regulasi oleh aparat penegak
Acara Pidana; 7. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia memiliki angka laporan tertinggi pada kurun waktu Januari ~ hukum.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang 'F\’Igrrlgtr)r:ble\lfé(r)lél_F’Ltje'r\g\./s;tfnGTTeihaungr:%?1?1 'TFZ?ataTr;%tiTstgu%;i 2013-Desember 2017 adalah: Pengambilan data pada penelitian Survei Kepatuhan
Pelaksanaan Hukum Acara Pidana; Tahanan negara 1. Sumatera Utara Hukum tahun 2018 dilakukan dengan melakukan pemeriksaan
3. ?ef?tUFHRAKeD?“a KeD;“SlfcldUkNOﬂ%QfJi EEUH 2012 ' 2. Nusa Tenggara Timur berkas perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan
eéntang vianajemen renyldikan indax ridana, ; ; 3. Jawa Tengah hukum tetap pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri. Berkas
: ; _ Berdasarkan peraturan tersebut, diperoleh instrumen ; , ) , ,
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: sebagai berikut: P P 4. Jawa Barat perkara tersebut diperoleh dari Pengadilan Pengadilan Negeri
PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional ' 5. Sulawesi Selatan dan Lembaga Pemasyarakatan, yang kemudian dianalisis
6. Sulawesi Utara berdasarkan ketersediaan dokumen serta pemenuhan unsur
7. Dagrah Istimewa Yogyakarta dokumen dari tahap penyidikan, penuntutan,  peradilan,
= . = : 8. Riau sampai dengan pemasyarakatan.
Penyidikan 7 (tujuh) dokumen wajib dan 8 (delapan) dokumen fleksibel 9. Sumatera Utara Perwakilan Ombudsman RI masing-masing menentukan 4
Penuntutan 7 (tujuh) dokumen wajib dan 1 (satu) dokumen fleksibel 10. Maluku f]eprat)tbtersz perkaiialtpi(liana umum yang telah berkekuatan
o . ukum tetap dengan kriteria:
Peradilan 5 (lima) dokumen wajib dan 2 (dua) dokumen fleksibel Dengan demikian, 10 (sepuluh) Provinsi tersebut P aeng
- dijadikan sebagai sampel untuk melakukan pemetaan 1. Merupakan perkara tindak pidana umum;
Pemasyarakatan | 4 (empa) dokumen wajib sejauh mana lembaga penegak hukum yang terlibat dalam 2. Perkara telah berkekuatan hukum tetap pada tingkat
. o penyelesaian proses peradilan pidana telah patuh (comply) pertama;
Dokumen wajib merupakan dokumen yang selalu adapada  berdasarkan pada variasi kebutuhan penanganan perkara terhadap ketentuan administratif-teknis. Kegiatan survei ini 3. Putusan pidana di atas 5 (lima) tahun:
setiap penanganan perkara tindak pidana umum. Sedangkan tindak pidana umum. Berikut disajikan skema tahapan tidak memasuki ranah substansi penegakan hukum atau ranah 4. Perkara putus antara tahun 2015-2018.
dokumen fleksibel merupakan dokumen yang ketersediannya  pemeriksaan dokumen: aparat penegak hukum menemukan kebenaran materiil atas
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Output Nilai 4. 46,66% atau tingkat Kepatuhan Rendah pada tahap dalam kategori Kepatuhan Tinggi, namun dalam pemenuhan

Besaran nilai Survei Kepatuhan Hukum berdasarkan variabel dan indikator akan diperoleh nilai maksimal 100% dan dibagi dalam
2 (dua) penilaian, yaitu:
1. Ketersediaan Dokumen
Rumus yang digunakan untuk ketersedian dokumen adalah:
Dokumen yang ada

Ketersediaan dokumen = —~ X 100
Dokumen wajib

2. Pemenuhan Unsur Dokumen
Rumus yang digunakan untuk pemenuhan unsur dokumen adalah:

Dokumen yang lengkap
Pemenuhan unsur dokumen = x 100
Dokumen yang ada

Hasil dari perhitungan ketersediaan dokumen dan pemenuhan  Penilaian Survei Kepatuhan Hukum pada dasarnya masing-
unsur dokumen kemudian dikategorisasikan sebagai berikut: masing tahap penyidikan, penuntutan, peradilan, dan
pemasyarakatan tidak dapat dibandingkan satu sama lain karena
jumlah dokumen yang dinilai berbeda-beda jumlahnya. Akan

<50,00% Kepatuhan Rendah tetapi, pemenuhan pada setiap tahapan dapat menjadi penilaian

50,01% - 80,00% indikasi maladministrasi penanganan perkara tindak pidana
80 61 % 10(; 0% oleh aparat penegak hukum.
) 0~ ) (o}

Kepatuhan Sedang

Kepatuhan Tinggi

Hasil Penilaian Kepatuhan Hukum

Pada tahun 2018, Ombudsman Rl telah melakukan penilaian  peradilan, dan pemasyarakatan yang berasal dari 10 (sepuluh)
terhadap 40 berkas perkara pada tahap penyidikan, penuntutan,  Perwakilan Ombudsman RI.

I 8469 l l

.Ketersedlaan Dokumen (%) . Pemenuhan Unsur Dokumen (%)

Penilaian terhadap ketersediaan dokumen pada tahun 2018 Sedangkan penilaian terhadap pemenuhan unsur dokumen,

diperoleh nilai: diperoleh nilai:

1. 85,00% atau Kepatuhan Tinggi pada tahap Penyidikan; 1. 46,66% atau tingkat Kepatuhan Rendah pada tahap
2. 84,69% atau Kepatuhan Tinggi pada tahap Penuntutan; Penyidikan;

3. 100% atau Kepatuhan Tinggi pada tahap Peradilan; serta 2. 47,98% atau tingkat Kepatuhan Rendah pada tahap
4. 85,00% atau Kepatuhan Tinggi pada tahap Pemasyarakatan. Penuntutan;

3. 69,41% atau Kepatuhan Tinggi pada tahap Peradilan; serta
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Pemasyarakatan.
Dari hasil penilaian tersebut mengambarkan bahwa meskipun
ketersediaan dokumen pada masing-masing tahapan masuk

unsur dokumen, secara umum berada dalam kategori Kepatuhan
Sedang dan Kepatuhan Rendah.

Saran Ombudsman Rl

Melihat hasil penilaian sebagaimana uraian tersebut di atas,
dalam upaya melembagakan kepatuhan dan tertib administrasi
atas penanganan berkas tindak pidana umum yang dilakukan
oleh Aparat Penegak Hukum dalam rangka meminimalisir
perilaku maladministrasi, Ombudsman RI memberikan beberapa
opsi kebijakan sebagai berikut:

1. Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa
Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik
Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia untuk:

e Mendorong  Kepolisian ~ Daerah,  Kepolisian
Resor, Kepolisian ~ Sektor, Kejaksaan Negeri,
Pengadilan  Negeri, Lembaga Pemasyarakatan
mengimplementasikan ~ peraturan  perundang-
undangan dan peraturan internal administrasi
penanganan perkara tindak pidana umum agar
terciptanya tertib administrasi pada pengananan
perkara tindak pidana;

e Melakukan evaluasi dan pengawasan kepada
Kepolisian Daerah, Kepolisian Resor, Kepolisian
Sektor, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri,
Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan

peraturan  perundang-undangan dan peraturan
internal administrasi penanganan perkara tindak
pidana umum guna menjamin integritas Aparat
Penegak Hukum dalam rangka mencegah terjadinya
potensi maladministrasi;

e Menciptakan sistem penanganan perkara tindak
pidana yang terintegrasi dari tahap penyidikan di
Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan, peradilan
di Pengadilan, dan pemasyarakatan di Lembaga
Pemasyarakatan agar meningkatkan fungsi kontrol
dalam penanganan perkara tindak pidana;

2. Kepada Kepolisian Daerah, Kepolisian Resor, Kepolisian
Sektor, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Lembaga
Pemasyarakatan, agar:

e Memastikan  diimplementasikannya  peraturan
perundang-undangan dan  peraturan  internal
administrasi  penanganan perkara tindak pidana
umum;

e Memprioritaskan  peningkatan pemenuhan  dan
pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan
peraturan internal administrasi penanganan perkara
tindak pidana umum;

Ombudsman Republik Indonesia
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E. Pelayanan Publik di Daerah Marginal

Marginal merupakan daerah atau kelompok yang selama
ini kurang mendapat akses pembangunan secara memadai.
Bukan hanya menunjuk pada mereka yang secara geografis
jauh dari pusat kota, melainkan juga kelompok dengan alasan
tertentu. Seperti, kaum miskin kota, penduduk desa tertentu,
kelompok adat, TKI/TKW, dan minoritas difabel yang kurang
memperoleh akses pembangunan karena alasan tertentu.
Beberapa daerah dan kelompok yang disebut marjinal dapat
dilacak diantaranya dari Perpres no 131 tahun 2015 tentang
Penetapan Daerah Tertinggal 2015-2019, terdapat 122 Daerah /
Kabupaten-Kota yang tergolong marjinal, Keppres No. 6 Tahun
2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil terluar, berjumlah
111 pulau yang kurang mendapat akses pembangunan, Indeks
IPD Tahun 2014 tentang Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal
oleh Kemendes memberikan daftar 20.175 desa atau 27,23%
dari total 74.093 desa; dan data BPS ada sekitar 10.000
(sebenarnya mungkin lebih).

Pelayanan publik adalah sesuatu yang vital bagi daerah-
daerah dan kelompok-kelompok tersebut agar dapat
menyejajarkan diri dan mengejar ketertinggalan dalam
kesejahteraan dengan daerah dan kelompok lain. Selain
memiliki tugas pengawasan terhadap pelayanan publik
kepada lembaga-lembaga penyelenggara pelayanan publik
bagi semua masyarakat Indonesia, Ombudsman RI memiliki
tugas menerima laporan atas dugaan maladminstrasi dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

Jumlah laporan yang diterima Ombudsman Rl dari tahun
ke tahun mengalami kenaikan. Namun, jika dilihat lebih lanjut

Laporan Tahunan 2018

Pelapor yang melaporkan permasalahanannya kepada
Ombudsman RI sebagaian besar adalah yang mengenyam
pendidikan tinggi, berusia di atas 40 tahun dan berada
disekitar ibu kota provinsi. Sangat sedikit pelapor yang
berasal dari daerah dan kelompok marjinal. Terkait dengan
hal tersebut, Ombudsman RI memiliki program khusus di
sepanjang tahun 2018 yang bertujuan untuk memfasilitasi
dan mengawasi pelayanan publik di daerah dan kelompok
marginal.

Program khusus yang dilakukan oleh Ombudsman
Rl untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi
kelompok marjinal adalah, telah dilakukannya advokasi
di Kantor Perwakilan Sumatera Utara bersama dengan
Organisasi Masyarakat Sipil, pertemuan dengan LSM
di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep,
pertemuan dengan BAPPENAS, dan pertemuan dengan
KSP dalam rangka koordinasi mengenai peningkatan
kualitas pelayanan publik bagi kelompok marjinal. Selain
itu, Ombudsman Rl juga melakukan pengambilan data

Ombudsman Republik Indonesia

2%

lapangan di Pulau Sumatera, Jawa, dan Maluku Utara.

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun
2018 membuahkan beberapa hasil. Diantaranya, tidak
adanya nomenklatur solid yang merujuk pada satu kriteria
daerah atau kelompok marjinal. Istilah marjinal setidaknya
meliputi 4 tinjauan. Yaitu tinjauan dari sisi geografis,
gkonomi, adat/budaya, dan berkebutuhan khusus.
Belum tersusunnya Standar Pelayanan Minimum (SPM)
pelayanan publik sebagai indikator utama atas praktik
good governance di Indonesia, program pemerintah terkait
daerah dan kelompok marjinal di berbagai Kementrian /
Lembaga tidak saling terkoodinasi sehingga menjadi
tumpang tindih, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Afirmasi yang digunakan untuk percepatan pembangunan
infrastruktur dan pelayanan di daerah dan kelompok
marjinal belum sepenuhnya dapat mengatasi ketimpangan
pelayanan publik pada daerah dan kelompok marjinal
secara sistemik dan komprehensif.
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F. Partisipasi Masyarakat dan Sosialisasi

59

Dieraglobal saat ini, masih banyak masyarakat yang belum
mengenal Ombudsman RI. Agar lebih dikenal Ombudsman RI
menggencarkan pengenalannya kepada netizen melalui media
sosial seperti twitter, facebook, instagram dimana seiring
berjalannya waktu fo//owers dari masing-masing media sosial
sudah mulai bertambah yang artinya Ombudsman RI sudah
mulai dikenal masyarakat luas.

Kegiatan yang dilakukan Ombudsman RI dalam tahun
2018 dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam mengenal maladministrasi pada pelayanan publik
dalam lingkup instansi yang ada di Indonesia.

Kemitraan dengan media menjadi ajang bagi Ombudsman
Rl untuk mengadakan “Ngopi Bareng Ombudsmar’ dalam

Nasional Yang Mo rupak

Peran Aktif Pelayanan Publik
26 September 20187
N :_#Itel Crowne F‘ akarta

- AbudsmanRI12?
=

O
..-.EiHE?!ﬂM.‘

Pimpinan Ombudsman Rl diacara Morning Coffe

rangka menginformasikan kepada masyarakat melalui rekan
media dan pers terkait adanya maladministrasi di beberapa
instansi.

Selain kegiatan tersebut, Ombudsman RI juga melakukan
pendekatan kepada masyarakat dengan metode diseminasi,
dimana kegiatan yang dilakukan tersebut ditujukan kepada
suatu kelompok agar memperoleh informasi dan timbul
kesadaran dimana akhirnya informasi yang diberikan dapat
diterima dan dimanfaatkan dengan baik.

Berikut beberapa kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh
Ombudsman RI sebagai berikut:

1. Ombudsman RI menerima tim Asia Pasifik Association
for Prevention of Torfure untuk diseminasi Protokol

P

& y , =
3 ’ 1137 - :n@ambudsmlngv . o (%‘a . 0 "
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Pimpinan Ombudsman Rl beserta Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas dalam acara Bakohumas Tahun 2018
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Opsional Konvensi menentang penyiksaan.

2. Studi lapangan CPNS Golongan Il dan | di wilayah Kanwil
Kemenkumham DKI Jakarta.

3. Publikasi kegiatan Ombudsman RI terkait Persiapan
ASEAN Games 2018 di Jakarta.

4. Publikasi kegiatan Ombudsman RI terkait dugaan
maladministrasi atas ketidakpastian pemberangkatan
umroh oleh Abu Tours dan Travel.

5. Publikasi kegiatan Ombudsman RI terkait Penempatan
dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia.

Tujuan konferensi pers yang diadakan oleh Ombudsman RI
untuk meningkatkan pengetahuan Sahabat Ombudsman terkait
Ombudsman dan pelayanan publik dan mendekatkan Sahabat
Ombudsman dengan Ombudsman RI untuk memudahkan
dalam berkoordinasi. Menjalin silahturahmi dengan awak
media, menyampaikan perkembangan/informasi mengenai
Ombudsman kepada awak Media, Bincang-bincang santai
mengenai isu-isu strategis tentang Ombudsman sehingga
awak media memperoleh informasi yang efektif mengenai
Ombudsman, awak media memahami tugas pokok dan fungsi
Ombudsman.

Selain itu pendekatan partisipasi masyarakat yang
dilaksanakan Ombudsman Rl adalah dengan kegiatan
Bakohumas (Badan Koordinasi Humas Pemerintah) dimana
forum ini dimanfaatkan untuk mensosialisasikan kebijakan
Ombudsman terkait pelayanan publik melalui jaringan
Humas Pemerintah baik yang ada di Kementerian, Lembaga,
Pemerintah Daerah maupun BUMN. Dalam menjalankan
tugasnya, Ombudsman melakukan berbagai terobosan agar
kualitas pelayanan publik semakin meningkat dan semakin
banyak laporan masyarakat yang bisa diselesaikan. Melalui
Forum Tematik Bakohumas ini, Ombudsman menyampaikan
tema “Menjadi Humas Pemerintah yang Responsif sebagai

FAKULIAS HUKUM
IVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Menteri Hukum dan HAM mengunjungi Stand Pameran Ombudsman Rl

Bentuk Upaya Menjaga Ketahanan Nasional yang Merupakan
Salah Satu Peran Aktif Peran Aktif Pelayanan Publik”.

Pendekatan partisipasi masyarakat selanjutnya yaitu

dengan diadakannya pameran-pameran oleh diantaranya:

1.

Pameran DOLC Fakultas Hukum Ul (21-23 Februari
2018)

Dengan diadakannya kegiatan ini, maka Ombudsman
berharap keberadaan tugas, fungsi, dan wewenang
Ombudsman dapat dipublikasikan kepada masyarakat
umum khususnya dari civitas akademia(mahasiswa).
Pameran Bazaar Hukum di Gedung Pusat Pastoral
Keuskupan Gereja BMV Katedral, Bogor.

Pameran Legal Expo Kementerian Hukum dan HAM
2018

Pameran Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental Tahun 2018
Pameran Internasional Public Service Forum 2018 di
JCC

Pameran Hakordia KPK
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hubungan dalam penanganan laporan masyarakat, pngembangan inovasi pelayanan publik, administrasi
. . mekanisme tindak lanjut laporan masyarakat, tukar negara serta pendidikan tinggi, dan pertukaran informasi
. Kerja Sama dan rorum internasiona menukar informasi terkait penanganan laporan an/atau data sesuai peraturan perundangan.
G.Kerja S danF Int [ kar informasi terkait | dan/atau data sesuai perat d
masyarakat yang disepakati, dan memfasilitasi komitmen
bersama untuk penyelenggaraan pelayanan publik - -
| 1P 201 e et G 0 4 0 K stk o,
Ker|a Sama dengan tema “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di o
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 1. Pada tanggal 19 Maret 2018 KPU Provinsi Bali dengan
Untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan serta  MoU yang diperpanjang jangka waktu kerja sama nya. Berikut Indonesia” dengan tujuan koordinasi kelembagaan dalam judul "Pengawasan Bersama Pelaksanaan Pemilinan
meningkatkan  kualitas pelayanan publik, Ombudsman MoU yang sudah dijalin oleh Ombudsman Republik Indonesia perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Pemilinan
Republik Indonesia telah melakukan pengembangan kerja  dalam rangka kerja sama dalam negeri dengan Kementerian bidang hukum dan hak asasi manusia, pengawasan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung dan Gianyar” yang
sama dalam negeri, dilanjutkan evaluasi kegiatan dan tindak  dan Lembaga adalah sebagai berikut: terhadap penyelenggaraan  pelayanan  publik  di bertujuan untuk pola hubungan dalam - penanganan
lanjut kerjasama, serta forum internasional. . , , lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pengaduan masyarakat, mekanisme tindak lanjut
. . o 1. Pada 10 Januari 2018 dengan Kemgntenan Agraria dan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber pengaduan masyarakat, tukar menukar informasi terkait
Kerja sama Dalam Negeri sendiri terdiri atas beberapa Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan tema Y R i
: : e : “Dari : : daya manusia di Pusat dan Daerah, koordinasi dalam penanganan pengaduan masyarakat, dan memfasilitasi
Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah/ Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik AT komitimen bersama untuk openvelengaaraan pelavanan
Kota. di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang” dalam pencbegathin mala(ri]mén|stra3|bd| 'Pusat gan Daerah, oublik Penyetenag pelay
pembentukan narahubung sebagai upaya penanganan :
Pengembangan kerja sama dalam negeri sendiri ditandai rangkg pe'rcepatan penanganan pengaduan masyarakat: engaduan masyarakat dan pejabat/pegawai Kementerian 2. Pada tanggal 9 April 2018 dengan Pemerintah
e koordinasi perkembangan pelaksanaan, rekomendasi peng y pejabal/peg g
dengan adanya fasilitasi penandatanganan nota kesepahaman P . Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dengan
. - - Ombudsman RI, dan pertukaran data dan/atau informasi P ’ : ; : :
dan perjanjian kerja sama pusat dan daerah (Kementerian/ . ' dan tukar menukar informasi terkait pencegahan judul “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan
2. Pada 28 Februari 2018 dengan Badan Pengawasan Obat penceg ; : .
Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, g . reng maladministrasi, penanganan/penyelesaian dan tindak Percepatan Penyelesaian Serta Tindak Lanjut Pengaduan
dan Makanan dengan tema “Koordinasi Pencegahan , penang peny ; -
Pemerintah  Kota, TNI/POLRI, serta Perguruan Tinggi. Kanan deng : g lanjut laporan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik Masyarakat Atas Pelayanan Publik” yang bertujuan untuk
- - Maladministrasi  dan  Penyelesaian ~ Pengaduan Jutiaporan, dan pening pelay P ;
Pengembangan pedoman kerja sama seperti pembahasan dan A haik secara elektronis maupun non elektronis. percepatan penanganan dan penyelesaian pengaduan
o - R Masyarakat atas Pelayanan Publik di Lingkungan Badan P PR
penyusunan draft revisi pedoman kerja sama, reviu/finalisasi , . I 5. Pada 28 November 2018 Lembaga Administrasi Negara masyarakat, pencegahan maladministrasi, pengawasan
- - - AT Pengawas Obat dan Makanan” dengan tujuan koordinasi g g - :
pedoman kerja sama, dan juga dilakukan sosialisasi pedoman . dengan tema “Peningkatan Kapasitas Sumber Dava penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan
dalam rangka percepatan penyelesaian pengaduan g g p y ; ; ;
kerja sama. gka - percep peny pengadua Manusia Aparatur dan Lembaga serta Optimalisasi Pemerintah Kab. Pesawaran, dan pertukaran informasi/
masyarakal ferkall. penyelenggaraan pefayanan publik PencegahaanaIadministrasi dangPenyeIesaia[z] Laporan data
Dalam tahun 2018 rekapitulasi nota kesepahaman di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, . . < , ' . .
Ombudsman Republik Indonesia dengan mitra kerja sama  edukasi dan sosialisasi, pertukaran informasi dan/atau dalam Peningkatan Kualtas Pelayanan Publik’ bertujuan 3. - Pada ta.”gg?'“K7 .Mg' 20;8 .Perk”e””tsh Kfta Depok
dapat dijabarkan kedalam 5 (lima) Kementerian/Lembaga, 2 data sesuai dengan kefentuan peraturan perundang- untuk koordinasi dalam rangka pe(cepatan penyelesaian dengan judu érja sama rening atan enyelenggaraan
Pemerintah Kabupaten/Kota, 7 Perguruan Tinggi, dan 1 mitra yndangan, bantuan teknis yang mendukung tugas dan pengaduan  masyarakat terkait penyelenggaraan - Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota
dari luar negeri. Progress MoU di kisaran waktu tahun 2016 — fungsi. pelayanan publik, pelaksanaan keglqtan k_auan kgbuakan :Depok /yang gertUJuan untul:( [t)ertce[rJ]atgm peEyeI%§a|an
2018 terhituna 34 MoU vana sedana berlanasuna dan ada 5 , , dalam rangka pencegahan maladministrasi pemerintahan, aporan/pengaduan - masyarakal lerhadap, koordinasi
g yang g gsung 3. Pada 9 April 2018 dengan Bawaslu dengan tujuan pola nengembangan kompetensi, pendidikan, dan pelatinan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan, edukasi
B dan diseminasi, pertukaran informasi sesuai dengan
SRR lﬂ , peraturan perundang-undangan, bantuan teknis yang
) o ‘{ mendukung tugas dan fungsi PARA PIHAK.
- UAEEFTE Selain itu Ombudsman RI menjalin MoU dalam rangka
- - NN ; Kerja Sama Dalam Negeri dengan Perguruan Tinggi untuk
5 s cy mencegah maladministrasi yang terjadi di Perguruan Tinggi
i [} dan penyelesaian dari laporan masyarakat setempat, sebagai
berikut:
1. Pada tanggal 2 Mei 2018 Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta yang berjudul “Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pelayanan Publik di  Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta” dengan tujuan untuk
penelitian dan pengkajian dengan tema pengawasan
pelayanan publik, pengabdian kepada masyarakat,
diseminasi  pengawasan  pelayanan  publik, dan
penyelesaian pengaduan maladministrasi.
2. Pada tanggal 18 Juli 2018 Universitas Cendrawasih
Jayapura yang berjudul “Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik di Lingkungan Universtas Cenderawasih
Jayapura”.
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3. Padatanggal 18 Juli 2018 Universitas Sains dan Teknologi 5. Pada tanggal 14 September 2018 Universitas Islam Sultan

Jayapura yang bertema ‘Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik di Universitas Sains dan Teknologi Jayapura” dengan
tujuan pencegahan maladministrasi, dan penyelesaian
laporan masyarakat.

Pada tanggal 4 September 2018 Universitas Islam Negeri
(UIN) Antasari Banjarmasin yang bertemakan “Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Universitas Islam
Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin” dengan tujuan yang

Agung yang bertemakan “Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik di Lingkungan Universitas Islam Sultan Agung”
dan bertujuan untuk pencegahan maladministrasi dan
penyelesaian laporan masyarakat.

Pada tanggal 21 September 2018 Universitas Islam Negeri
(UIN) Sultan Syarif Kasim Riau dengan tema “Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Universitas Islam
Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau” yang bertujuan

sama yaitu pencegahan maladministrasi dan penyelesaian untuk pencegahan maladministrasi dan penyelesaian
laporan masyarakat. laporan masyarakat.

Forum Internasional

Ombudsman Republik Indonesia juga turut serta dalam beberapa forum internasional yang diadakan di luar negeri seperti:

New Delhi, India (29 Januari
2018 — 23 Maret 2018)
Certificate Course in Verbal
Linguistics Web Development

Penanaatanganan nota kesepahaman Ombudsman Rl dan Ombudsman Thailand

Belanda (1 September 2018 — 31 Agustus 2019) Baku, Azerbaijan (29 Oktober 2018 — 1 November 2018)
Program Master S2 dalam bidang Public International Law di 21st Asian Ombuasman Association Board of Director Meeting

Leiden University, Bolanda Thailand (10 Okiober 2018 — 12 Oktober 2018)
Thailand (17 Agustus 2018 — 20 Agustus 2018) Penandatanganan nota kesepahaman Ombudsman RI dan
- 4th conference on freedom of religion or belief in Southeast  Ombudsman Thailand

Asia (SEA FoRB) .
e ) , Taiwan (11 November 2018 — 15 November 2018)
Kunjungan kerja ke Ombudsrman Thailand Pembicara pada Rapat Paripurna Control Yuan (Taiwan)

Amerika Serika (3 Februari
2018 — 11 Februari 2018)

Studi banding pengelolaan
pengaduan masyarakat (USAID —
Menpan)

Canberra & Melbourne,
Australia (5 Maret 2018 — 16
Maret 2018)

Complaint Hanaling Internship

Peserta Complait Handling Intership di Canberra & Melbourne, Australia

Belanda (8 April 2018 — 28 April 2018)

ToT enhancing democracy and citizens trust in governance. Adopting a fair treatment approach in Indonesia’s Ombudsman Office Sudah

‘ L aporOmbudsmar 12
Belanda (9 April 2018 — 13 April 2018) #Laporomaouasman g S
ToT enhancing democracy and citizens trust in governance. Adopting a fair treatment approach in Indonesias Ombuadsman Office Pantau Status —————

Laporan Anda!

Tracking Data Laporan
Thailand (1 Mei 2018 — 4 Mei 2018)
Immigration Detention Monitoring Learding o
Programme (IDMLP) Laporan yang dinyatakan Nmkg'
telah memenuhi syarat
Canberra, Australia (29 Aprll 2018 — 5 Mei formil dan materiil dapat
2018) Anda pantau dengan
M&E meeting 2018: Commonwealth Ombudsman memasukkan nomor
and Ombudsman Republik Indonesia registrasi secara lengkap .
di: Total data : 0
St. Petersburg, Rusia (15 Mei 2018 — 19 Mei bitity P
2018) S
St.Petersburg /nternational Legal Forum

YrFilter

Ketua Ombudsman Rl Pembicara pada Rapat Paripurna Control Yuan di Taiwan
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Ombudsman Republik Indonesia

Pelayanan tidak sesuai
urutan/mendahulukan
pihak tertentu

Pungutan di luar
ketentuan

Tidak ada tanda
terima atas
pembayaran

Mempersulit

Tidak kompeten

Memperpanjang/
memperpendek
prosedur

Penyelesaian
layanan tidak tepat
waktu

Persyaratan pelayanan
tidak jelas/tidak sesuai
ketentuan

Tidak memberikan
pelayanan

Bersikap tidak sopan.
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Reformasi dan Transformasi Kelembagaan Ombudsman Rl Tahun 2018

Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan
Ombudsman RI merupakan kegiatan strategis tindak lanjut
hasil beberapa pertemuan yang melibatkan Pimpinan dan
seluruh jajaran Pimpinan di Keasistenan maupun Sekretariat
Jenderal sejak tahun 2017. Langkah awal adalah membentuk
Unit Kerja Khusus yang ditugaskan membantu Pimpinan
untuk mengawal program/kegiatan. Beberapa langkah unit
kerja tersebut yaitu:

Legacy Pimpinan dan Inisiatif Strategis. Pada fase
awal tim melakukan kajian dan memetakan secara mendalam
permasaslahan, para pemangku kepentingan terkait, dan
ekspektasi untuk menentukan fokus perubahan yang akan
dijalankan. Hal ini untuk memperjelas arah dan desain
transformasi kelembagaan dimana pada tanggal 29-31 Mei
2018 menghasikan daftar Legacy Pimpinan Ombudsman
yang merupakan kumpulan isu-isu utama yang menjadi fokus
perbaikan di sisa masa bakti Anggota Ombudsman hingga
tahun 2021. Legacy Pimpinan Ombudsman diturunkan dan
dilengkapi dengan daftar Inisiatif Strategis program perubahan
lebih konkret berdasarkan visi dan misi Ombudsman serta
mendukung  penataan kelembagaan maupun penyusunan
Rencana ~ Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Ombudsman RI periode 2020-2024.

Penataan Organisasi dan SDM. Untuk
mengintegrasikan  seluruh  elemen  dalam  rangka
mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Ombudsman,
dilakukan upaya pembenahan organisasidan tata kerja.
Pembenahan tersebut diantaranya dilakukan pada Keasistenan
(melalui Peraturan Ombudsman Nomor 30 Tahun 2018 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Asisten Ombudsman RI)
serta pada Sekretariat Jenderal (melalui Persekjen Nomor
1 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Ombudsman RI). Pada Aspek SDM,
BPJS TK telah menjadi bagian hak jaminan sosial untuk

Asisten. Perbaikan kesejahteraan pun mulai diusulkan dengan
upaya meningkatkan tunjangan dan insetif. Tidak hanya itu,
standar kompetensi diselenggarakan melalui pendidikan
dan pelatihan seperti penjenjangan Asisten dan menyusun
Peraturan Ombudsman mengenai pendidikan dan pelatihan di
lingkungan Ombudsman RI.

Audit Organisasi dan Pemetaan Kapasitas SDM.
Pada tahun 2019, akan dimulai fase desain berdasarkan
diagnosis dan rintisan program penataan organisasi dan
penguatan SDM yang sudah dimulai pada tahun 2018. Fase
desain akan berbasis pada audit organisasi dan pemetaan
kapasitas pegawai untuk mengetahui seberapa proporsional,
produktif, efisien,dan efektif fungsi tiap unit kerja dalam
organisasi saat ini bekerja dan saling berinteraksi.

Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu A.P, M.Si dalam pelantikan
Sekretaris Jenderal Ombudsman RI.

Laporan Tahunan 2018
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Mendorong Penguatan Kelembagaan
Ombudsman Rl sebagai Lembaga Pengawas yang
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Pelantikan Sekretariat Jenderal dan Pejabat Struktural

Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat dukungan
manajemen terhadap Ombudsman, Senin (12/02/2018) Ketua
Ombudsman RI melantik Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu
A.P., M.Si sebagai Sekretaris Jenderal Ombudsman RI

Dilantiknya Sekretariat Jenderal ni berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 11/TPA Tahun 2018 tanggal 5 Februari 2018,
dan merupakan salah satu langkah nyata Ombudsman Rl
melakukan proses perubahan organisasi kearah yang lebih baik
lagi. Ketua Ombudsman Rl dalam sambutannya menyampaikan
pentingnya Sekretariat Jenderal dalam mendukung program

Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Guna memperkuat kinerja organisasi Ombudsman Rl telah
merancang peraturan mengenai susunan organisasi dan tata
kerja. Peraturan Ombudsman Nomor 30 Tahun 2018 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Asisten Ombudsman
Republik Indonesia memuat materi pokok tentang keasistenan
di Ombudsman. Asisten Ombudsman adalah pegawai
tetap Ombudsman yang diangkat oleh Ketua Ombudsman
berdasarkan persetujuan rapat anggota Ombudsman untuk
membantu Ombudsman dalam menjalankan fungsi, tugas dan

Pelantikan Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Administrasi dan
Sistem Informasi Laporan tahun 2018

1. Keasistenan Inisiatif Strategis adalah keasistenan yang
melaksanakan fungsi dan tugas di bidang pemeriksaan
khusus, kajian, dan resolusi dan monitoring.

2. Keasistenan Pengendalian Mutu adalah keasistenan yang
melaksanakan fusing dan tugas di bidang penerimaan

Ombudsman Republik Indonesia

kerja Ombudsman RI di bidang penyelesaian laporan dan
pencegahan.

Langkah awal yang diprioritaskan oleh Sekretaris Jenderal
yang baru adalah melengkapi jabatan struktural yang kosong dan
kebutuhan sumber daya manusia yang belum terpenuhi. Pada
tanggal 14 Februari 2018 Sekretaris Jenderal Ombudsman Rl
telah melantik Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Administrasi
dan Sistem Informasi Laporan. Pada tanggal 23 Februari 2018
Sekretaris Jenderal Ombudsman RI, melantik enam pejabat
eselon Il dan IV di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman.

dan verifikasi laporan, manajemen data dan informasi
pengawasan pelayanan publik, dan manajemen mutu.

3. Keasistenan Substansi adalah keasistenan yang
melaksanakan fungsi dan tugas di bidang penyelesaian
laporan pada tahap pemeriksaan dan pencegahan
maladministrasi sesuai pembagian sektor.

4, Keasistenan Perwakilan adalah keasistenan yang
melaksanakan fungsi dan tugas Ombudsman sesuai
wilayah kerja.

Selain  penguatan  organisasi  pada  Keasistenan,
dilaksanakan restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal
Ombudsman Rl yang diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Sekretaruat Jenderal
Ombudsman Republik Indonesia dan telah diimplementasikan
dalam Peraturan Sekretariat Jendral Nomor 1 Tahun 2018
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral
Ombudsman Republik Indonesia.

Struktur organisasi yang sebelumnya hanya 3 Biro,
dengan adanya restrukturisasi maka Sekretariat Jendral
Ombudsman terdiri atas 5 Biro dan 1 Inspektorat. Adapun
nama Biro tersebut adalah 1) Biro Perencanaan dan Keuangan;
2) Biro Hukum, Kerja sama, dan Organisasi; 3) Biro Fasilitasi
Pelayanan Teknis; 4) Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi
Informasi; dan 5) Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.
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Rapat Kerja Nasional

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dibutuhkan
perencanaan yang matang, terarah, dan terukur. Ombudsman
Rl dalam kapasitasnya sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan
Publik senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas
pelayanannya dengan merencanakan program kerja yang
disusun dalam Rapat Kerja Nasional Ombudsman Rl yang
diselenggarakan setiap tahun.

Rapat Kerja Nasional Ombudsman Rltahun 2018 yang
diselenggarakan pada tanggal 26 Februari 2018 — 2 Maret
2018 dan 10-14 Desember 2018 menghasilkan kesimpulan
diantaranya bahwa membangun dan mewujudkan posisi
Ombudsman sebagai “magistrature of influence’, peran
Sekretariat Jenderal sangat penting untuk mendukung
berbagai kegiatan Ombudsman, rakernas penting untuk
mengkonsolidasikan program kerja pusat dan perwakilan
untuk menghindari tumpang tindih kegiatan melalui
perumusan kalender kerja bersama, meningkatkan sinergitas
antar unit untuk saling mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi antara keasistenan Inisiatif/Strategis — Keasistenan
Pengendalian Mutu — Keasistenan Pengendalian Mutu —
Keasistenan Substansi — Perwakilan — Pusat — Sekretariat
Jenderal, Mempercepat penyelesaian perubahan Undang-
undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik
Indonesia, setiap produk ombudsman harus berdasar pada
data yang valid dan diawasi oleh unit pengendali mutu karena
hal tersebut akan mempengaruhi kredibilitas Ombudsman
dalam menjalankan tugasnya.

Ombudsman RI perlu merumuskan rencana kegiatan
yang melibatkan seluruh unsur untuk menampung kebutuhan
dan meningkatkan rasa memiliki kegiatan yang dilaksanakan.
Memprioritaskan pengembangan SDM untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pelayanan publik

meliputi diklat manajerial, fungsional, dan teknis yang
kepesertaannya ditentukan dengan mempertimbangkan hasil
analisa kebutuhan.

Membangun  koordinasi  dan  kerjasama  dengan
lembaga penegakan hokum kementerian/Lembaga/Daerah/
Instansi, organisasi masyarakat dan institusi sebagai
upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance). Mempercepat efektivitas pelaksanaan
nota kesepahaman dengan instansi seluruh Indonesia,
meningkatkan pelaksanaan survey kepatuhan pada penilaian
kompetensi  penyelenggara  layanan,  Mengefektifkan
survey indeks Persepsi Maladministrasi, perlu memikirkan
keberlanjutan pada RPJMN tahun 2020-2024, mempercepat
pengembangan Anowleage center Ombudsman, mengarahkan
kebijakan untuk menghasilkan saran/rekomendasi perbaikan
kebijakan/organisasi dalam rangka perbaikan kualitas
pelayanan publik dimana hasil kajian terbaik disusun
dalam bentuk poficy brief. Hasil kajian tersebut diperlukan
monitoring dan evaluasi agar pelaksanaanya berdampak
pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Disamping itu
memastikan pelayanan publik bagi kaum marjinal, menjaga
netralitas dan mendukung terselenggaranya Pemilihan Umum
Tahun 2019, mengantisipasi perkembangan pelayanan publik
di era industry 4.0 dan meningkatkan pengawasan di bidang
ekonomi.

Ombudsman RI juga harus mampu menyesuaikan diri
dengan berbagai perubahan yang dinamis serta secara aktif
menjalin kerjasama dengan berbagai instansi strategis, baik di
dalam maupun di luar negeri guna meningkatkan peran serta
Ombudsman RI dalam forum nasional maupun internasional
dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
rangka memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Pimpinan dan Insan Ombudsman Rl dalam acara pembukaan Rapat Kerja Nasional
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B. Profil Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penting  Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Rl tahun 2018

penunjang aktivitas organisasi. Organisasi yang dinamis perlu
diikuti pula perimbangan komposisi sumber daya manusia,

agar aktivitas organisasi dapat terlaksana secara efektif.

Komposisi
Sumber Daya
Manusia

Hingga 31 Desember 2018

Insan Ombudsman

Anggota

Kepala Perwakilan
Asisten

PNS

Pramubakti

Satpam

Pengemudi

Petugas Kebersihan

Total

NV Sy

Ombudsman Republik Indonesia

Anggota

Asisten

PNS

Pramubakti

Satpam

Pengemudi
Petugas Kebersihan

Total

Jahatan
Asisten Utama
Asisten Madya
Asisten Muda
Asisten Pratama

Jumlah

Jabatan
Eselon |
Eselon Il
Eselon Il

Eselon IV

9
86
120
25
24
16
12

292

Perwakilan

Kepala Perwakilan
Asisten

PNS

Pramubakti
Satpam

o |

berjumlah 791 pegawai yang didistribusi di Pusat dan seluruh
Perwakilan. Komposisi SDM disajikan dalam gambar berikut:

30
313
58
35
63

70
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C. Anggaran
Pada tahun 2018, alokasi anggaran Ombudsman RI sebesar Rp151.839.556.000,00, dengan realisasi sebesar Rp 149.097.773.798,00
atau 98,19%. Berikut disajikan rincian laporan keuangan sebagai berikut :
[
. o
Program/Kegiatan Pagu Realiasasi % e, .
. L ° °
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 110.349.406.000, 109.262.306.329 99,01 c®,° o
[Tugas Teknis Lainnya o o o ®
Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama 2.995.511.000 2.948.879.129 98,44 o’ ¢ o o’ o o
Layanan Perencanaan 355.250.000 348.880.600 98,21 e ® ¢ o’ o ¢ o o
Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.164.986.000 1.154.555.372 99,10 o ° o* ¢ o ° o o’ o ° o ®
Layanan Manajemen Organisasi 1.026.600.000 1.002.111.062 97,61 o © o o’ o o ¢ o o o
[ ]
Layanan Audit Internal 448.675.000 443.332.095 98,81 s’ o’ o ® ¢ o © P A ¢ o | o ® o
[ ]
Pengelolaan Administrasi Laporan 988.369.000 969.817.860, 98.12 o’ o © o ¢ o’ o ° o’ ¢ o o’ ‘ o
[ ]
Layanan Hukum 215.900.000 211.542.000 97,98 e, 0", Lt et
) L] ° [}
Layanan Hubungan Masyarakat dan 232.069.000 206.312.487] 97,52 e e, e, e, 0
Komunikasi ® o g% e ® o ® . ° o°
Layanan Data dan Informasi 540.400.000 531.963.373 98,44 ° o o o ° o o ® o o o ]
. ([ ] ) ® o ° L] ) L4 [ )
Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, 106.365.526.000| 105.343.609.340, 99,04 * ot % e %, o,
Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan ® o ° o ° ° o ° o ]
[ ]
Layanan Internal (Overhead) 3.261.775.000 3.250.258.667 99,65 ® o ¢ o o ° o’ o o ¢ o’ o ']
[ ]
Layanan Manajemen SDM 6.035.566.000 5.842.200.813 96,80 ° ° ° ° o o ° ° o ° ¢ ° ® o
[ [ ]
Layanan Manajemen Keuangan 252.400.000 230.712.400 91,41 ° o * o’ o ® ¢ o ° o o o . ®
Layanan Umum 66.900.000, 66.650.000 99,63 o’ o ° o e ® o o ¢ o ° o
Layanan Perkantoran 96.715.915.000] 95.921.326.210, 99,18 o ° o ° o ¢ o * o ® o’ o °
[ ]
Program Pengawasan Pelayanan Publik 41.490.150.000f 39.835.467.469 96,01 o’ o ° o ¢ o ° o’ o *
- ® ° ® PY b
:nenye'eska'f“ Laporan/Pengaduan 16.380.734.000, 16.005.598.880| 97,71 LI ¢
asyara? . .o.. .
Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat 16.380.734.000f 16.005.598.880 97,71 o ® ° o’
Pencegahan Maladministrasi 24.513.416.000] 23.243.180.029 94,82 o ¢ o *
([ ]
Kepatuhan atas Pelaksanaan UU Nomor 25 °
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 8.139.906.000 7.906.049.291 97,13 °
Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik 3.520.094.000 3.304.589.508 93,88
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik Nasional (SP4N) 719.900.000 623.674.754 86,63,
Peningkatan Partisipasi Masy_arakat terhadap ~ 609.750.000 7 904 174.824 94,93
Pengawasan Pelayanan Publik
Penguatan Pemberantasan dan Pencegahan 4523.766.000,  4.184.691.652 92,50
Maladministrasi dan Korupsi
Penjaminan Mutu 596.000.000 586.688.560 98,44
Penegakan Integritas dan Manajemen
Mutu Pelayanan Ombudsman Rl 596.000.000 586.688.560 98,44
Total 151.839.556.000 149.097.773.798 98,19
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Awasi, Tegur, Laporkan!
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